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PUTUSAN SELA 

Nomor : 391/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara­

perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut 

dalam perkara antara : 

1. Nama : Azas Tigor Nainggolan,S.H.,M.Si 

No.KTP : 3175010902650002 

Jenis Kin : Laki - laki 

Agama : Katholik 

Pekerjaan : Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) 

Alamat : Jl. Bunga Dalam II No. 4 RT/RW 004/009 Kel. Palmeriam Kec. 

2. Nama 

Matraman Selanjutnya disebut dengan ;----------Penggugat I 

: Ari Subagyo Wibowo,S.H. 

: 0950052501660423 

: Laki -laki 

: Katholik 

: Sekretaris Jenderal Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) 

: Jl. Kebanggan No.38 RT/RW 009/006 Kei.Cempaka Putih Barat 

Kec. Cempaka Putih Jakarta Pusat Selanjutnya disebut 

dengan ; -----------------------------------------Penggugat II 

3. Nama : Tubagus Haryo Karbyanto,S.H. 

No.KTP : 09.5410.050969.0309 

Jenis Kim : Laki - laki 

Agama : Kristen Protestan 

Pekerjaan : Advokat Publik 

Alamat : Jl. Swadaya I No. 46 RT/RW 009/001 Kel. Pondok Ranggon Kec. 

Cipayung J akarta Timur Selanjutnya disebut dengan ;---­

Penggugat Ill 

4. Nama Normansyah 

No.KTP : 09.5302.161276.0139 

Jenis Kim : Laki - laki 



Agama 

Pekerjaan 

Alamat 

5. Nama 

No.KTP 

Jenis Kim 

Agama 

Pekerjaan 

Alamat 

6. Nama 

?. Nama 

No.KTP 

Jenis Kim 

Agama 

Pekerjaan 

Ala mat 

8. Nama 

No.KTP 

Jenis Kim 

Agama 

Pekerjaan 

: Islam 

: Wiraswasta 

Karet Belakang Sei RT/RW 005/00 Kei.Karet Kec.Setia Budi 

Jakarta Selatan Selanjutnya disebut dengan ;------ Penggugat IV 

: Mike Mariana Siregar,S.H. 

: 3216094209800001 

: Perempuan 

: Kristen Protestan 

: Wiraswasta 

: JI.Ciherang Timur IV A Blok GG No.RT/RW 003/009 

Kei.Simpangan Kec.Cikarang Utara Bekasi 

Selanjutnya disebut dengan ; --------------------------Penggugat V 

D. W.lswatiningsih.A 

: 09.5402.641162.0245 

Perempuan 

Islam 

lbu Rumah Tangga 

: JI.Bekasi Timur II RT/RW 015/004 Kei.Rawa Bunga 

Kec.Jatinegara Jakarta Selanjutnya disebut dengan ; ------- ­

Penggugat VI 

Supiyah 

3172034605820019 

Perempuan 

Islam 

lbu Rumah Tangga 

: JI.Walang Baru No.89 RT/RW 004/007 Kei.Tugu Utara Kec.Koja 

Jakarta Utara Selanjutnya disebut dengan ; ------Penggugat VII 

: Antonius Prayitno 

: 3174100101610007 

Laki -laki 

Katholik 

Karyawan Swasta 



Alamat 

9. Nama 

No.KTP 

Jenis Kim 

Agama 

Pekerjaan 

Ala mat 

: JI.Swadarma I Dalam Blok F RT/RW 005/009 Kei.Petukangan 

Utara Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan 

Selanjutnya disebut dengan ;----------------Penggugat VIII 

: Sumiati 

: 3175036210710002 

Perempuan 

Islam 

lbu Rumah Tangga 

: JI.Panca Warga 30 RT/RW 015/002 Kei.Cipinang Besar Selatan 

Kec.Jatinegara Jakarta Timur Selanjutnya disebut dengan 

Penggugat XI 

MELAWAN 

.....,,J -:..-:_ Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia, yang pada saat 
~..--~GEE<J 

./!.~-:-; ~ ./ '"'gatan ini diajukan dijabat oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, 

(I 1@ ::~:::~~----~~~~:-~~~~--~~~~~~~~~-=:~~:~~~~~~:~~;ut 
\ \ ~-;~ Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Wakil 

'\. ~ >C"' Presiden Indonesia, yang pada saat gugatan ini diajukan dijabat oleh Prof. Dr. 
~-

Boediono, M.Ec, berkantor di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, 

selanjutnya disebut sebagai ;------------------------------TERGUGAT II; 

3. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Republik Indonesia cq. Menteri 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat , yang pada saat gugatan ini 

diajukan dijabat oleh H.R. Agung Laksono, berkantor di Jalan Merdeka Barat 

No.3, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai ;----------- TERGUGAT Ill; 

4. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Indonesia cq. Menteri Negara 

Perumahan Rakyat, yang pada saat gugatan ini diajukan dijabat oleh Suharso 

Monoarfa, berkantor di 31. Raden Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta 

Selatan selanjutnya disebut sebagai ;-------------------------TERGUGAT IV; 

5. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Indonesia cq. Menteri Sosial, yang 

pada saat gugatan ini diajukan dijabat oleh Salim Assegaf Aljufrie, berkantor 

di Jalan Salemba Raya No.28, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut 

sebagai ; ----------------------------------------------------------TE R G U GAT V; 

6. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Indonesia cq. Menteri Kesehatan, 

yang pada saat gugatan ini diajukan dijabat oleh Dr. Endang Rahayu 

J 



L~ SALIN AN 
Sedyaningsih, berkantor di Jalan Lapangan H. R Rasuna Said Blok X 5 Kav. 

4-9 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ;-TERGUGAT VI; 

7. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Indonesia cq. Menteri Pendidikan 

Nasional, yang pada saat gugatan ini diajukan dijabat oleh Mohammad Nuh, 

berkantor di Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta selanjutnya disebut 

sebagai ; ------------------------------------------------------------- TE R GUGA T VII; 

8. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Indonesia cq. Menteri Hukum dan 

HAM, yang pada saat gugatan ini diajukan dijabat oleh Patrialis Akbar, 

berkantor di Jalan Jl. H.R Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, selanjutnya 

disebut sebagai ;-----------------------------------------TERGUGAT VIII ; 

9. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Indonesia cq. Menteri Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi, yang pada saat gugatan ini diajukan dijabat oleh Muhaimin 

Iskandar, berkantor di Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Pusat, 

selanjutnya disebut sebagai ;--------------------------------------TERGUGAT IX; 

1 0 .. - N . ara Republik Indonesia cq. Presiden Indonesia cq. Menteri Dalam 
f'-• -·~ .. ~~-:: /?... .. . 

1 :v/ / N - yang pada saat gugatan ini diajukan dijabat oleh Gamawan Fauzi, 

~;, ;:.r,· <· ;~"!-) r 
71 

Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta selanjutnya disebut 
. \t (.;1 ... 

iJ. ~~~- b c:: ,, ; "' ;----------------------------------..:..-------------------TERGUGAT X; 

·~ \. ~";$N79~ Republik Indonesia cq. Presiden Indonesia cq. Menteri 

~~_:t t«"ubungan, yang pada saat gugatan ini diajukan dijabat oleh Freddy 

Numberi, berkantor di 31. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta Pusat 

selanjutnya disebut sebagai ;-------------------------------------TERGUGAT XI; 

12. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Indonesia cq. Menteri Negara 

Pemuda dan Olahraga, yang pada saat gugatan ini diajukan dijabat oleh Andi 

Alfian Malarangeng, berkantor di Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta 

Pusat selanjutnya disebut sebagai ;-----------------------TERGUGAT XII; 

13. Negara Republik Indonesia cq. Presiden Indonesia cq. Menteri Agama, yang 

pada saat gugatan ini diajukan dijabat oleh Suryadharma Ali, berkantor di 

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta, selanjutnya disebut 

sebagai ; ----------------------------------------------------------TE R G UGA T XIII; 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, setelah: 

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang 

Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; 

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ; 

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ; 

-..._._ . .,.. . ..,.. 



t 
Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang 

telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 0 Juni 

2010 dibawah register perkara Nomor : 391/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. yang pada 

pokoknya berisi sebagai berikut : 

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia yang terdiri dari 

pimpinan organisasi masyarakat sipil dan masyarakat umum yang dibuktikan 

dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk; 

2. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, dalam kehidupan sehari-hari, PARA 

PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, 

diantaranya adalah membayar pajak yang dilakukan Para Penggugat dalam 

setiap transaksi ekonomi; 

3. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia yang 

< . berhak atas pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh Konstitusi 
.-:·/ -r>' - "./ 

1-f~p~~-- .;:!5-ep ti ~ Indonesia tanpa diskriminasi. Sebagai warga negara Republik 11 ~ ~ 'a, PARA PENGGUGAT juga dijamin perlindungan dan pemenuhan 

\~ -
1 

, k ~s si manusianya seperti tercantum dalam Pasal 2 UU No. 39 tahun 

'-, \. ~~ entang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Negara Republik Indonesia 

' · 'ngakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar 

manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan 

dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan · ditegakkan demi 

peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan 

kecerdasan serta keadilan" ; 

4. Bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, PARA PENGGUGAT 

memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan 

penjaminan kepentingan sebagai warga negara, seperti tercantum dalam 

pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "setiap 

orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum 

yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"; 

5. Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia, konstitusi memberikan jaminan 

kepada PARA PENGGUGAT untuk melakukan upaya-upaya hukum yang 

dirasa perlu oleh PARA PENGGUGAT, sesuai dengan ketentuan: 

NJ 



a. Pasal 1 00 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

menyatakan "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi 

masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan 

lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan 

pemajuan hak asasi manusia." 

b. Pasal 7 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang 

menyatakan "Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya 

hukum nasional [ ... ] atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang 

dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum lnternasional mengenai hak 

asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia"; 

6. Bahwa untuk selanjutnya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan 

penyelenggara negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Undang­

Undang No. 28 Tahun 1999 tentana Penyelenggaraan Negara yang Bebas 

TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV, 

dalam hal ini merupakan orang-orang yang ditunjuk dan diangkat oleh 

TERGUGAT I untuk membantu TERGUGAT I dalam menjalankan sistem 

pemerintahan dan/atau dengan kata lain TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV, 

TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII , 

TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, dan TERGUGAT XII 

bertanggungjawab terhadap TERGUGAT I untuk setiap tindakan dan langkah 

yang dilakukan; 

8. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Warga Negara yang mempunyai hak 

atas keadilan (acces to justice) sangat berdasar hukum mengajukan gugatan 

terhadap PARA TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang­

undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM yang menyatakan: "Setiap orang, 

tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan 

permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, 

maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan 

tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan 



yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang 

adil dan benar"; 

9. Bahwa dasar dari pengajuan gugatan ini adalah ketentuan hukum positif yang 

berlaku di negara Republik Indonesia, diantaranya : 

a. pasal 16 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan, "Pengadilan tidak boleh 

menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang 

diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib 

untuk memeriksa dan mengadilinya"; 

b. pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan 

Undang-undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan 

f' ~~~ meskipun mekanisme citizen law suit atau actio pupolaris belum 
~.. ~· 
~
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· enal dalam sistem hukum di Indonesia, namun dalam prakteknya terdapat 

beberapa yurisprudensi terkait dengan mekanisme hukum citizen law suit, 

diantaranya : 

a. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penanganan Buruh 

Migran Indonesia (TKI) yang dideportasi dari Malaysia di Nunukan di 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor 

28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST. yang diputus pada tanggal 8 Oesember 

2003 oleh Majelis Hakim: Andi Samsan Nganro,S.H., selaku Ketua 

Majelis Hakim, dan H. Iskandar Tjake, S.H ., dan Ny. Andriani Nurdin 

S.H., M.H., masing-masing sebagai anggota majelis hakim, telah 

mengakui adanya gugatan warga negara; 

Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam 

instrument Citizen LEW Suit atau actio popularis, hak mengajukan 

gugatan bagi Warga Negara atas nama kepentingan publik adalah tidak 

harus orang yang mengalami sendiri kerugian secara langsung dan juga 

tidak memerlukan surat kuasa khusus dari anggota masyarakat yang 

diwakili. 



Majelis Hakim juga berpendapat bahwasanya setiap warga negara tanpa 

kecuali mempunyai hak membela kepentingan umum, dengan demikian 

setiap warga negara atas nama kepentingan umum (on bebalf on the 

public interest) dapat menggugat negara atau pemerintah atau siapa saja 

pun yang melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang nyata­

nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas (probono 

publico), hal inipun sesuai dengan hak asasi man usia mengenai acces fo 

justice yaitu akses untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam 

atau tidak melakukan tindakan apapun untuk kepentingan warga 

negaranya; 

b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah 

mengeluarkan Putusan dalam Perkara Gugatan Citizen Law Suit 

,/~~~genai Karban Ujian Nasional Nomor Perkara 

;;;~ ~~8/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pusat. Dalam putusannya tanggal 21 Mei 2007 q .,, 

'f ~ 
11 

aJelis Hakim yang diketuai oleh Andriani Nurdin SH memutuskan 
UJ ~' ... egakui gugatan Citizen Law Suit dan menerima gugatan dari PARA 

ENGGUGAT 

Majelis Hakim dalam putusan perkara diatas menyatakan bahwasanya 

gugatan PARA PENGGUGAT adalah gugatan actio popularis terhadap 

sebuah kebijakan pemerintah dimana warga Negara bisa menggugat 

meskipun tidak ada kerugian langsung dari pengugat. 

11 . Bahwa dengan adanya beberapa yurisprodensi dan terobosan hukum diatas,. 

serta kompetensi yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT, maka sangat 

beralasan jika gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui mekanisme 

Citizen Law Suit yang diajukan oleh PARA TERGUGAT ini dinyatakan dapat 

diterima oleh Majelis Hakim; 

2. FAKTA-FAKTA HUKUM 

12. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai Presiden Republik 

Indonesia dan wakil pada saat diangkat telah mengucapkan Sumpah dan 

Janji Presiden Republik Indonesia, dengan bunyi sumpah : 

a. Sumpah Presiden (Wakil Presiden) 



f .. ~·~ ,9 -· . u •• 

SALIN , .. ' },., .. ... ;' ! 
l \\ .. I I l ~- . l:::~ ~ · · ' .... __ ' 

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik 

Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya 

dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan 

menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus­

lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa". 

b. Janji Presiden (Wakil Presiden) : 

. "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban 

Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan 

sebaik-baikny dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang 

Dasar dan menjalankan seg~la Undang-Undang dan peraturannya dengan 

selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa". 

~~- . _ Bahwa sebagai penyelenggara negara, PARA TERGUGAT berkewajiban 

k melindungi, memajukan, menegakkan, dan menjamin pemenuhan hak 
' ' I , _:-/d~~ § setiap warga negara Republik Indonesia, termasuk seluruh hak PARA 

.·:·~:;! ?,_~ ~ GUGAT sebagai warga negara. Hal ini adalah sesuai dengan jaminan 

\. \. ~ k i'1 itusi tepatnya : · 

~~~-~~- asal 28 I ayat (4) Perubatian Kedua UUD 1945, yang menyatakan, 

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 

adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah'; 

b. Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang 

menyatakan, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak 

asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah"; 

c. Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang 

menyatakan, "Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, 

melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang di atur 

dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan 

hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara 

Republik Indonesia"; 

14. Bahwa dalam penyelenggaraan negara, TERGUGAT I yang merupakan 

Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, tunduk dan wajib menjalankan 

sistem pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan 

negara sesuai Pasal 3 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 



f-- . 1() ~; 

; §· A T T ~T a N f I , '· c;i 'I • " I\ .! ·~ . 
L ' ,.y « ~. ~ ' A ' 

¥ ) 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi , dan 

Nepqtisme yang menyatakan, "Asas-asas umum penyelenggaraan negara 

meliputi: 

a. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan 

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara; 

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, 

keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara; 

c. Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif; 

d. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak 

:;·;<· . asyarakat untuk memperolah informasi yang benar, jujur dan tidak 
. :··· ··:~: ;.~~: ... ::/ ~--

i /' 1~ iminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap 

, :·/~-,(~t;~8') ~ erhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan 
. . . . ~~~~ .;~ ~ 

~:,;~~ ~s i:~::o::~nalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan 
'-... ~-~. :.· 

antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara; 

f. Asas Profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; 

g. Asas Akuntabilitas, yaitu as3S yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negera harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku"; 

15. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, maka per Agustus 2010 

tercatat jumlah penduduk lndon~sia berjumlah 237.556.363 juta jiwa, dengan 

jumlah penduduk miskin per Maret 2010 tercatat sebesar 31,02 juta jiwa atau 

setara dengan 13,33 % dari total seluruh penduduk Indonesia; 
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16. Bahwa fakta diatas sangat kontradiktif dengan data riil kemiskinan masyarakat 

Indonesia, diman·a masih terdapat sekitar 70 juta orang yang menerima beras 

miskin, dan sekitar 76,4 juta jiwa masyarakat yang mendapatkan pelayanan 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Hal mana peningkatan 

kesejahteraan masyarakat secara yuridis berada dibawah kewenangan 

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang pada saat gugatan ini 

diajukan dijabat oleh R. Agung Laksono dan/atau TERGUGAT Ill; 

17. Bahwa dari point 15 dan 16 diatas, terlihat jelas jika pemerintah yang dalam 

hal ini berada dibawah kepemimpinan TERGUGAT I dan II telah melakukan 

manipulasi data (kebohongan pada publik) terkait dengan jumlah orang miskin 

di Indonesia dengan tujuan patut diduga untuk kepentingan pencitraaan positif 

bagi TERGUGAT I dan TERGUGAT II; 

1.?:· .. _s._a_hw·· .:rERGUGAT I dan TERGUGAT II juga memberikan keterangan yang 
.. , ..... •' ' '1 

·. ·)./:P. t t- dipertanyakan kebe~arannya terkait dengan jumlah pengangguran 

. \/ "1(~) ~ Indonesia, dimana TERGUGAT I menyakatan bahwa jumlah 

;i, ) "'~a i an terbuka di Indonesia telah turun menjadi tinggal 8,1 juta jiwa 

\\\ ~. ~a):l I tahun 2011 . Pernyataan ini disampaikan oleh TERGUGA T I dalam 
'~ .... . ,, . .., .. . • . . . 

""~6 kenegaraan terkait RUU tentang APBN 2012 beserta Nota Keuangan 

di depan Rapat Paripurna DPR Rl, Selasa (16/8/2011) di Kompleks Parlemen, 

Jakarta; 

19. Bahwa pengurangan jumlah pengangguran seyogyanya akan berbanding 

lurus dengan penurunan jumlah kejahatan. Meskipun pemerintah 

mengeluarkan pernyataan bahwasanya pada tahun 2011 telah berhasil 

menurunkan angka kejahatan sebesar 20,28% dari angka kejatahan tahun 

sebelumnya (menjadi hanya sekitar 274.999 kasus kejahatan pada awal 

tahun 2011 ), dan/atau angka ini setara dengan setiap 1 menit 54 detik akan 

terjadi sebuah tindak kejahatan di berbagai belahan wilayah Indonesia; 

20. Bahwa menurut hemat PARA PENGGUGAT, angka kejahatan yang "hanya" 

sebesar 274.999 kasus menjadi bukti bahwasanya TERGUGAT I telah gagal 

memberikan dan memenuhi hak warga negara akan rasa aman serta 

merupakan bukti bahwasanya TERGUGAT I tidak memiliki komitment untuk 

menurunkan angka dimaksud melalui perbaikan tingkat perekonomian warga 



negaranya, termasuk didalamnya juga menurunkan jumlah pengangguran 

terbuka melalui penciptaan lapangan kerja; 

21 . Bahwa salah satu kriteria untuk melihat tingkat kesejahteraan sebuah 

masyarakat adalah kemampuan warga negaranya untuk memenuhi 

kebutuhan pangan, sandang, dan papan. T erkait dengan kebutuhan akan 

papan dan/atau perumahan ini, pemerintah hanya memiliki kemampuan untuk 

memenuhi sekitar 54,7 juta rumah bagi warga negaranya. Jika dianalogikan, 1 

buah rumah akan dihuni oleh sebuah keluarga dengan jumlah anggota 

keluarga seluruhnya adalah 4 orang, maka jumlah rumah yang telah 

disediakan oleh pemerintah hanya mampu menampung sekitar 216 juta jiwa 

warga Indonesia; 

22. Bahwa berdasarkan point 21 diatas, maka secara de facto patut diduga akan 

terdapat sekitar 21 juta jiwa lebih warga Indonesia yang tidak terpenuhi hak 

/''' .· atas perumahan. Bukti ini. sejalan dengan pernyataan Menteri Perumahan 

1/~~~~;--,~~at SUHARSO MONOARFA dan/atau TERGUGAT IV yang 

/t' /( ~j~~~{n~~atakan"Kebutuhan rumah bagi masyarakat terus meningkat setiap 
(! ::' i'>\'}jJ}jJ,/ Jf •. 
\\ ·,.) ~--~~t tv<Zl , . 
\~/\ ·t~ ,1 

'\'>~~rdasarkan data survei penduduk BPS jumlah kebutuhan rumah di 

Indonesia pada tahun 2011 mencapai angka 13 juta unit rumah, "; 

23. Bahwa ketidak mampuan TERGUGA T I dan TERGUGAT IV menyediakan 

rumah bagi warga negaranya juga dapat dilihat dari banyaknya warga negara 

yang terpaksa tinggal dan menetap di wilayah pekuburan-pekuburan serta 

banyaknya fenomena manusia ge~obak (tinggal dan hidup dalam gerobak); 

24. Bahwa program pembangunan Rumah Susun yang diusung oleh TERGUGAT 

I dan TERGUGAT IV, dalam prakteknya patut diduga telah salah sasaran 

karena rumah susun yang peruntukannya untuk warga miskin justru dibeli 

oleh warga masyarakat yang memiliki kemampuan financial yang tinggi; 

25. Bahwa kegagalan program rumah susun dikarenakan pola pendekatan yang 

diterapkan o/eh TERGUGAT I dan TERGUGAT IV hanya pendekatan proyek 

semata, serta tidak memiliki model dan sistem penyediaan perumahan rakyat 
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secara utuh, termasuk memberdayakan dan mengorganisir keluarga-keluarga 

penghuni permukiman kumuh dan informal; 

26. Bahwa kegagalan program rumah susun yang menghabiskan dana yang tidak 

sedikit ini juga terindikasi dari banyaknya rumah susun yang tidak terpakai 

dan/atau terlantar; 

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk 

bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak". Sehingga berdasarkan 

point 21- 26 diatas, maka wilayah pekuburan serta gerobak tidak termasuk ke 

dalam kategori tempat tinggal yang layak, termasuk tidak terpakainya ribuan 

rumah susun. Fakta ini membuktikan bahwasanya TERGUGAT I dan 

TERGUGAT IV telah gagal memenuhi hak warga negaranya atas perumahan 

yang layak; 

. >. ~.:::,:.'; · '·~hwa sebagai salah satu cara untuk mengentaskan angka kemiskinan, 
{) ·-~~ ~: "~\ 

,/ ,y ~ . GUGAT I pad a tahun 2005 kemudian juga meluncurkan progam Bantuan 

(J ~ ~ sung Tunai (BLT) dengan ~ra memberikan dana sebesar Rp. 100 ribu 

~- h setiap bulannya pada keluarga miskin. Berdasarkan pidato Menteri 

_k sial Republik Indonesia BACHTIAR HAMSYAH dan/atau TERUGUGAT V ., 
· pada Rakornas pada Bantuan Langsung Tunai pada Rumah Tangga Sasaran 

Tahun 2008, maka terdapat sekitar Rp. 14 trilyun dana (hanya untuk bulan 

Juli-Desember 2008) yang akan dibagikan untuk sekitar 19,1 juta rumah 

tangga miskin; 

29. Bahwa meskipun program Bantuan Langsung Tunai ini telah dilaksanakan 

sejak tahun 2005 dan menghabiskan banyak dana mengingat program 

Bantuan Langsung Tunai yang dilaksanakan di Indonesia merupakan progam 

bantuan tunai yang terbesar didunia yang dilaksanakan oleh sebuah 

pemerintahan (sebagaimana dinyatakan oleh Ketua Bappenas PASCA 

SUSETT A, namun program yang menghabiskan banyak dana ini sama sekali 

tidak berkontribusi secara significant dalam upaya pengentasan rakyat miskin; 

30. Bahwa berdasarkan point 28 dan 29 diatas, program Bantuan Langsung 

Tunai yang dijalankan oleh TERGUGAT V merupakan program yang sia-sia 

karena yang dibutuhkan oleh warga negara Indonesia bukanlah bantuan 
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dalam bentuk uang yang penggunaannya tidak begitu berdampak dalam 

peningkatan tarat hidup mereka; 

31. Bahwa program Bantuan Langsung Tunai yang dijalankan oleh TERGUGAT V 

secara prinsipil bertentangan dengan ketentuan Pasal 41 ayat ( 1) Undang­

Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, 

"Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk 

hidup layak serta untuk perkemt;>angan pribadinya secara utuh". Ketentuan 

pasal ini menjelaskan bahwasanya yang dibutuhkan oleh masyarakat 

Indonesia adalah program jaminan sosial yang bersifat permanen dan 

bukannya bersifat temporari seperti program Bantuan Langsung Tunai; 

32. Bahwa warga negara Indonesia (dalam hal ini warga miskin) juga memiliki hak 

untuk mendapatkan layanan akan fasilitas kesehatan, dimana TERGUGA T I 

juga telah mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk 

/~~:~/~~0:~: in:~ ::·:~:~,:~a:~::~;:~~~~;jumlah dana yang cukup besar, yakni 
l)(~ ~ 

\,...., ). 

3 . 8 Fi a program Jaminan Kesehatan Masyarakat salah satu tujuannya adalah 
j'\ 

~l<ah diberikan bagi warga miskin dalam bentuk pemberian layanan 
, <.•<"''~ /}/ 

kesehatan gratis, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi kasus-kasus 

warga miskin yang meninggal karena terlambat mendapat pelayanan 

kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit; 

34. Bahwa pemenuhan hak atas kesehatan akan bisa dijalankan apabila negara 

menyediakan sarana dan fasilitas kesehatan yang memadai dan terjangkau. 

Hingga tahun 2008, Indonesia hanya memiliki sekitar 1320 buah rumah sakit, 

dimana hampir setengahnya dan/atau 657 buah diantaranya adalah rumah 

sakit yang dikelola oleh pihak swasta, dan jumlah puskesmas yang hanya 

sekitar 8931 buah dengan sekitar 22.650 ribu puskesmas pembantu dengan 

lebih dari 30 persen puskesmas tidak rnemiliki dokter umum; 

35. Bahwa dari point 34 diatas, hanya terdapat sekitar 763 buah rumah sakit 

pemerintah di seluruh Indonesia yang berkewajiban untuk memberikan 

layanan kesehatan bagi sekitar 70 juta jiwa warga miskin dan/atau kuantitas 

rumah sakit tidak sepadan dengan jumlah warga miskin yang harus dilayani. 

Buruknya pelayanan kesehatan yang diterima oleh warga negara Indonesia, 



khu~usnya warga miskin, merupakan kelalaian dan/atau kesalahan dari 

Menteri Kesehatan yang pada saat gugatan ini diajukan, dijabat oleh Endang 

Rahayu Setianingsih dan/atau TERGUGAT VI; 

36. Bahwa salah satu kelalaian dari TERGUGAT I dan TERGUGAT VI dalam 

rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan warga 

negaranya adalah ke engganan TERGUGAT I untuk meratifikasi Framework 

Convention on Tobacco Control (FCTC) termasuk juga TERGUGAT VI 

sebagai leading sector bidang kesehatan; 

37. Bahwa Framework Contention on Tobacco Control (FCTC) merupakan 

kovenan lnternasional yang di inisiasi oleh WHO. Dengan tidak diratifikasinya 

FCTC, sama saja pemerintah Indonesia membunuh rakyat Indonesia secara 

perlahan dengan mendukung iklan dan promosi rokok menyebar luas ke 

seantero Indonesia dengan pengaruh terburuk akan dialami oleh para anak-

~ atau remaja, yang dimana mereka juga merupakan target utama lndustri 

a
Q~/iik/~ ~ 
i @j) ~ 

, - ) 3 . g ERGUGAT dan TERGUGAT VI juga tidak menaruh prioritas 

. .• i; \.,:~')a p pemenuhan hak atas kesehatan warga negaranya termasuk 

<~~>··~;~p~ dungan terhadap rokok (zat adiktif). Hal ini dibuktikan dengan meskipun 

negara telah mensahkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan yang menjadi landasan yuridis terhadap fakta tembakau dan/atau 

rokok adalah zat adiktif, namun sampai dengan saat ini, TERGUGAT I dan 

TERGUGAT VI belum menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah 

sebagai amanat dari pemberlakuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 

Tentang Kesehatan, dimana secara yuridis Rancangan Peraturan Pemerintah 

dimaksud seharusnya telah diselesaikan pad a bulan Oktober 201 0; 

39. Bahwa dalam konteks perlindungan warga negara dari bahaya rokok, 

TERGUGAT I dan Tergugat Vf juga tidak melakukan langkah-langkah 

antisipasi seperti larangan merokok total di tempat-tempat umum, 

pemberlakuan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar pada bungkus 

rokok, larangan iklan rokok secara menyeluruh, dan menaikkan cukai rokok. 

Seluruh rangkaian kebijakan dimaksud bertujuan untuk menurunkan tingkat 

konsumsi rokok serta mencegah anak menjai perokok pemula; 



40. Bahwa berdasarkan point 32-39 diatas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT 

VI tidak dapat memenuhi hak warga negaranya atas kesehatan, termasuk 

tidak berhasil melindungi anak dan remaja Indonesia dari paparan zat adiktif 

(rokok); 

41 . Bahwa TERGUGAT I juga telah !alai dalam memenuhi hak warga negaranya 

atas pendidikan, dimana berdasarkan data UNESCO, lndeks Pembangunan 

Pendidikan Indonesia (education development index) dalam E FA Global 

Monitoring report 2011 , peringkat Indonesia turun pada posisi ke-69 dari 127 

negara jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang berada pada posisi 

ke-65; 

42. Bahwa buruknya dunia pendidikan Indonesia juga terbukti dari tingginya 

angka putus sekolah pada sekolah dasar yang mencapai sekitar 527.850 ribu 

orang anak putus sekolah setiap tahunnya. Hal mana dunia pendidikan di 

,/~~:.~§j;~-~donesia merupakan tanggungjawab dari Menteri Pendidikan Nasional yang 

( 

'-~'~L\\L --.,.~a saat gugatan ini diajukan, dijabat oleh Mohammad Nuh dan/atau 

~1 f~GUGAT VII; 
0...: .:: 

'\~~~;~La potret buram du~ia pendidikan Indonesia terlihat dengan jelas pada 

'~pelaksanaan program UJtan Akhtr Nastonal (UAN) yang telah mengorbankan 

ribuan pelajar, karena penilaian kelulusan siswa hanya berdasarkan hasil 

ujian semata tanpa mempertimbangkan aspek lainnya. 

Selain itu, sistem penilaian UAN juga diberlakukan secara sama di semua 

daerah, dengan tidak memperhatikan adanya perbedaan kesempatan dan 

kemampuan antara siswa yang berada di kota besar dengan siswa yang 

berada di wilayah terpencil; 

44. Bahwa selain permasalahan pada tataran pendidikan dasar dan menengah, 

dunia pendidikan tinggi di Indonesia juga terancam menjadi pendidikan yang 

tidak ramah pada orang miskin, mengingat TERGUGAT I dan TERGUGAT VII 

telah melakukan dan/atau membe~ikan ijin pada berbagai institusi pendidikan 

tinggi diprivatisasi, sehingga biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi di 

Indonesia menjadi tidak terjangkau bagi warga miskin; 

45. Bahwa berdasarkan point 41-44 diatas, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT 

VII tidak berhasil memenuhi hak atas pendidikan bagi warga negaranya yang 



dijamin oleh konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 

1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui 

pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, 

demi peningkatan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia". 

46. Bahwa terkait dengan bidang ketahanan dan keamanan, pemerintah yang 

dalam hal ini berada di bawah kepemimpinan TERGUGAT I dan TERGUGAT 

VIII juga patut diduga telah melakukan kelalaian, diantaranya ketidak 

mampuan menuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu, termasuk 

diantaranya adalah pengentasan kasus Munir yang sampai dengan saat ini 

telah memasuki tahun ke 7, dan tidak pemah berhasil membawa pelaku 

utama dari kejahatan tersebut; . 

_47,"~ _Bahwa keengganan TERGUGAT I dan TERGUGAT VIII menuntaskan 
- •.'. ';21( ( ·-~~-

~/:j<).::>----~~(fnggaran HAM di masa lalu dan/atau kealpaan TERGUGAT I dalam 

J ~~),~<J ~~~berikan rasa aman bagi dan kepastian hukum bagi warga negaranya 

(( I $ ~- j: terbukti pada beberapa .kasus lainnya seperti kasus Trisakti, kasus 

·~y , ~-~anggi I dan II, yang sampai dengan saat ini tidak dapat diselesaikan oleh 

"\.....~ ... /TERGUGAT I dan TERGUGAT VIII; 
,/ 

48. Bahwa terkait dengan penuntasan terhadap pelanggaran HAM masa lalu, 

termasuk penuntasan kasus Munir, TERGUGAT I melalui juru bicaranya 

JULIAN PASHA mengeluarkan pernyataan yang tidak masuk akal dengan 

mengatakan bahwa pengentasan kasus Munir sudah tidak relevan lagi untuk 

ditayangkan. Fakta ini tidak sejalan dengan temuan dunia lntemasional yang 

menemukan adanya kaitan antara kematian Munir dengan campur tangan 

beberapa pejabat tinggi negara; 

49. Bahwa terkatung-katungnya proses penyelidikan terhadap beberapa kasus 

pel.anggaran HAM masa lalu, termasuk diantaranya penyelesaian kasus 

Munir, Trisakti, serta Semanggi I dan II merupakan kelalaian dan ketidak 

tegasan aparat hukum yang secara struktural berada di bawah kewenangan 

Menteri Hukum dan HAM, yang p·ada saat gugatan ini diajukan dijabat oleh 

Patrialis Akbar dan/atau TERGUGAT VIII; 



(SALTNA~) 
50. Bahwa kegagalan TERGUGAT I dan TERGUGAT VIII dalam aspek hukum 

juga terlihat dari tidak berhasilnya TERGUGAT I dan TERGUGAT VIII 

mengungkap kasus-kasus korupsi di Indonesia, dimana terdapat tidak kurang 

1 018 kasus korupsi dari Januari - Agustus 2011, yang saat ini telah sampai 

pada tahap penyidikan; 

51. Bahwa selama dua tahun terakhir, indeks persepsi korupsi Indonesia versi 

Transparency International (TI) berada pada angka 2,8 dengan rangking 110 

dari 178 negara pada 2009 dan angka 2,8 dengan rang king 11 0 dari 180 

negara terkorup pad a tahun 201 0. Sementara itu versi Political and Economic 

Risk Consultantcy Ltd (PERC), Indonesia memiliki indeks persepsi korupsi 

8,32 pada 2009 dan 9,10 pada 2010, serta menempatkannya sebagai negara 

/~=-z-;~~~rkorup di Asia yang berada di bawah Vietnam dan Pilipina; 
;;/~'· .... ~~ 

(

:::;< ~~ \ ' / J: ,(~ ·~ Y.,a tidak tuntasnya kasus-kasus korupsi di Indonesia, ditenggarai oleh 
z, ('\~r :nJ:• 
.: I ..... , ._!;. asyarakat karena ketidak mampuan TERGUGAT I dan TERGUGAT VIII 

\1 ) i! 
\~~ \.:~ .J'./ ftindak tegas pada pelaku-pelaku korupsi, terlebih pelaku korupsi dari 

'>::_,~:.:-iihgkungan partai dimana TERGUGAT I menjadi Ketua Dewan Pembina; 

53. Bahwa pemenuhan rasa keadilan di masyarakat juga tidak berhasil diciptakan 

oleh TERGUGAT 1 dan TERGUGAT VIII, karena kerap kali terdengar 

disparitas penjatuhan hukuman yang terlalu jauh antara tindak pidana yang 

merugikan khalayak ramai (seperti korupsi) di jatuhi hukuman yang ringan, 

sementara tindak pidana yang tergolong "kecil" dijatuhi hukuman yang berat; 

54. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT VIII juga tidak berhasil memenuhi hak 

warga negaranya atas rasa aman, termasuk diantaranya adalah rasa aman 

untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing­

masing, mengingat sampai dengan saat ini masih kerap terjadi teror-teror 

yang mengganggu kehidupan beragama masyarakat, seperti pemboman di 

mesjid AI Dzikro di Mapolres Cirebon, pemboman Gereja Bethel Indonesia 

Sepenuh di Solo, penyerbuan dan pelarangan beribadah umat HKBP di 

Bekasi, termasuk konflik horizontal antar umat beragama yang terjadi di 

Cikeusik, Temanggung, dan daerah lainnya; 

55. Bahwa terkait dengan pemenuhan atas pekerjaan yang layak, serta 

perlindungan terhadap para pekerja (dalam hal ini adalah TKl), maka apa 



yang dikatakan oleh TERGUGAT I dalam sidang International Labour 

Organization pada tanggal . 14 Juni 2011 di Jenewa, dimana dalam 

kesempatan itu "TERGUGAT I menyatakan telah memberikan perlindungan 

penuh terhadap buruh migran Indonesia yang ada di luar negeri; 

56. Bahwa apa yang dikemukakan oleh TERGUGAT I pada sidang ke 100 ILO 

tersebut tidak sejalan dengan fakta yang ada, dimana berselang 4 hari setelah 

TERGUGAT I menyatakan janji-janji manisnya pada sidang ILO, salah 

seorang TKI Indonesia (RUYATI) yang bekerja di Arab Saudi, telah dieksekusi 

mati dengan hukuman pancung tanpa mendapat perhatian terlebih 

pendampingan hukum dari TERGUGAT I dan TERGUGAT IX; 

57. Bahwa jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang berada di luar negeri tercatat 

.<·._~:;:-.<tJ ,/ kitar 3.294.009 juta orang dengan rincian berada di Afrika sebanyak 4.439 

, .. .., ·/~~ atau 1%, di Eropa 59.735 orang atau 2%, di Amerika 130.851 orang 

(;fff ~~~ %, di Pasifik 55.591 ora~g atau 2%, di Asia Tenggara 249.100 orang 

)~ ~ at %, di Malaysia 1.410.787 orang atau 42%, di Asia Timur 359.844 orang 

\\,~~~a 11%, di Asia Selatan 2.760 orang atau 1%, di Timur Tengah 379.963 

' - . ang atau 11% dan di Arab Saudi 641.039 orang atau 19%, dimana dari 
.: :.::::.::=:::~ ..... 

jumlah diatas terdapat sekitar 16.064 kasus Kasus WNiffKI bermasalah di 

luar negeri pada tahun 201 0, dengan perincian di Afrika sebanyak 1 01 kasus, 

di Eropa 67 kasus, di Amerika 37 kasus, di Pasifik 93 kasus, di Asia 3.113 

kasus, di Malaysia 2.066 kasus, di Timur Tengah 6.345 kasus, dan di Arab 

Saudi 4.242 kasus; 

58. Bahwa dari sejumlah kasus WNiffKI yang bermasalah di luar negeri pada 

tahun 2010 diatas, maka 210 orang diantaranya saat ini sedang menanti 

hukuman mati, dengan perhitungan di Arab Saudi sejumlah 23 orang, di 

Malaysia sejumlah 176 orang, dan di China sejumlah 11 orang; 

59. Bahwa tingginya angka Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negari 

menjadi bukti nyata kegagala·n TERGUGAT I dalam bidang penciptaan 

lapangan kerja di dalam negeri, termasuk juga kelalaian TERGUGAT I dalam 

memberikan perlindungan hukum dan pembekalan yang layak bagi Tenaga 

Kerja Indonesia, karena mayoritas TKI yang bekerja di luar negeri adalah 

pekerja dari sektor informal tanpa keahlian khusus. Hal mana keadaan ini 

membuat banyaknya kasus-kasus hukum yang menimpa TKI Indonesia; 
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60. Bahwa buruknya keadaan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia 

khususnya bagi ·TKI yang berada di luar negeri merupakan bentuk ketidak 

mampuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang pada saat gugatan ini 

diajukan dijabat oleh Muhaimin Iskandar dan/atau TERGUGAT IX; 

61 . Bahwa ketidakpedulian TERGUGAT I dan TERGUGAT IX terhadap 

keberadaan TKI yang bekerja di luar negeri juga terbukti dengan kasus 

terlantarnya sekitar 1 000 orang TKI di Arab Saudi hingga berbulan-bulan 

tanpa mendapat respon dan/atau perlindungan dari TERGUGAT I dan 

TERGUGAT IX; 

~~~wa setelah mendapat desakan dari masyarakat luas, pada akhirnya 
~GEIV 

/ ~ GAT I melalui TERGUGAT IX menyatakan akan segera melakukan 

{·~a ~~~m terhadap beberapa negara yang selama ini menjadi negara tujuan 

~ ()~ f'll, namun hingga saat ini moratorium itu tidak dilaksanakan sama 

, \_~~;y ·<?leh TERGUGAT I dan TERGUGAT IX; 

::-,., -·~~.,.... . . 
~ # •• 

6i"'''"'i3ahwa TERGUGAT I selaku penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk 

melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya sebagaimana termuat dalam Pasal 5 

ayat (6) UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang berbunyi, "Setiap 

Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan 

penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa 

pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, 

dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

64. Bahwa sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan secara nasional, 

TERGUGA T I melalui TERGUGAT X kemudian mengeluarkan program E­

KTP dengan jumlah anggaran mencapai sekitar Rp. 5,8 triliun dan ditargetkan 

dapat dimulai pada tanggal 1 Agustus 2011, namun hingga saat ini program 

dimaksud tidak berjalan sebagaiinana mestinya; 

65. Bahwa terkait dengan pelaksanaan program E-KTP diatas, untuk 

mendapatkan database kependudukan yang jelas, maka langkah pertama 

yang harus dilakukan adalah · melakukan pemutahiran Nomor lnduk 



Kependudukan guna menghindari munculnya KTP ganda. Namun 

TERGUGA T I melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau TERGUGAT X tidak 

segera melakukan penertiban NIK secara nasional, justru terpaku pada target 

E-KTP yang diberi tenggat waktu hingga tahun 2012; 

66. Bahwa selain permasalahan kependudukan diatas, permasalahan akte 

kelahiran juga tak ubahnya menjadi benang kusut dalam pemerintahan 

TERGUGAT I. Melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT X, akte 

kelahiran telah menjelma menjadi permasalahan yang dalam pelaksanaannya 

telah mengorbankan warga masyarakat, karena berdasarkan Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mengharuskan bagi 

anak usia 1 tahun keatas yang lahir setelah tahun 2006 harus menyertakan 

"':c:'sJ.Jrat dari pengadilan untuk mengurus akte kelahirannya, dimana untuk 
~·· .. ··- ..... •' ··. 

- me( an pengurusan di Pengadilan, masyarakat dibebankan untuk .,-- ... ,·., )' 

,;,;;;,_;,;iJiin ~I arkan biaya yang tidak sedikit, yakni berkisar antara Rp. 800 ribu 

-· l~{~~~ c p. 1 juta. Hal mana angka ini bukanlah angka yang murah bagi ... 

67. Bahwa kebijakan yang dikeluark~m oleh TERGUGAT X sebagaimana disebut 

dalam point 44 diatas, tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) 

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang 

menyatakan, 

"Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status 

kewarganegaraan". Pasal tersebut memberi penjelasan yang kongkrit 

bahwasanya negara berkewajiban untuk memberi status kewarganegaraan 

yang dibuktikan dengan akte kelahiran; 

68. Bahwa terkait dengan permasalahan transportasi dan perhubungan, maka 

TERGUGA T I melalui Menteri. Perhubungan yang pada saat gugatan ini 

diajukan dijabat oleh Freddy Numberi dan/atau TERGUGAT XI tidak 

melakukan langkah-langkah signifikan untuk memberikan layanan dalam 

bidang transportasi bagi warga negara Indonesia. Fakta ini dapat dilihat dari 

rubuhnya Tol Cipularang Bandung yang terjadi hingga 2 kali; 

69. Bahwa permasalahan transportasi kemudian dirasa semakin memuncak pada 

saat Lebaran 2011, dimana jumlah dan Iebar jalan yang tidak sepadan 



dengan jumlah laju pertumbuhan kendaraan. Fakta ini dibuktikan dengan 

meningkatnya angka kecelakaan pada lebaran tahun 2011 meningkat sebesar 

34,61% jika dibandingkan dengan angka kecelakaan pada tahun sebelumnya; 

70. Bahwa kemudian menanggapi fenomena tingginya angka kecelakaan yang 

terjadi selama lebaran 2011, Menteri Perhubungan Freddy Numberi dan/atau 

TERGUGAT IX justru mengeluarkan pemyataan yang tidak memihak pada 

rakyat, yakni dengan mengatakan bahwa tingginya kecelakaan selama 

lebaran karena disebabkan pengemudi kendaraan yang mengantuk selama 

mengemudi, dan untuk menahan kantuk seharusnya pengemudi 

mengkonsumsi ekstasi; 

71. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala negara dan kepala 

pemerintahan, TERGUGAT I lebih banyak memberikan keluhan dan 

.--=~~bohongan pada masyarakat Indonesia, yang patut diduga hanyalah 

~~~c.£: rtJ J, kan cara TERGU.GAT I menjaga citra positif semata, diantaranya: 
.... -1' s ~ "' eluh karena banyaknya SMS yang ditujukan pada dirinya terkait 

~ ~~ d S; n kenaikan harga-harga bahan pangan (cabe), sebagaimana dikutip 

\ ,, ~ d · website http://forum.fribunnews.com/showthread.php?2169-lnilah-6-

~ .. ' ar -Keluhan-SBY -selain-SMS-van -memarahinva-karena-cabe-naik. 

Tindakan TERGUGAT I merupakan reaksi yang patut dianggap terlalu 

berlebihan karena tidak seharusnya TERGUGAT I mengeluarkan keluhan, 

melainkan harus melakukan langkah-langkah nyata untuk mengontrol 

harga-harga bahan pangan agar terjangkau oleh masyarakat; 

b. TERGUGAT I juga mengeluarkan keluhan terkait dengan situasi politik dan 

media yang dianggap tidak pro pada TERGUGAT I sebagaimana termuat 

dalam websitehttp://nasional.kompas.com/read/201 1/07/11/22234032/ 

SBY.Mengeluh soai.Politik.dan.Media. Tindakan TERGUGAT I ini 

dianggap merupaan tindakan yang terlalu berlebihan karena seharusnya 

TERGUGAT I menghargai kebebasan pers sesuai dengan jaminan 

konstitusi Pasal 4 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers; 

c. Bahwa berdasarkan data yang dikutip dari 

http://koran.republika.eo.id/koran/14 /139094/Kineha Para Menteri 

Mengece wakan, maka terlihat dengan jelas buruknya kinerja 



pemerintahan ( dalam hal ini adalah kinerja· para menteri) yang dipilih dan 

diangkat olehTERGUGAT I; 

d. Bahwa terkait dengan berba,gai upaya pencitraan TERGUGAT I yang 

dilakukan dengan cara memberikan data palsu dan juga berbagai 

kebohongan terhadap masyarakat Indonesia, maka sekitar 65 orang 

warga negara Indonesia telah mengungkapkan 5 kebohongan publik yang 

dilakukan oleh TERGUGAT I sebagaimana dimuat dalam 

httn://wYvw. tribunnews. com/2011/03/ 12/65-elemen-masvarakat-ungkap­

lima-kebohon »an-sbv; 

e. Bahwa upaya pengungkapan kebohongan publik yang dilakukan oleh 

TERGUGAT I ternyata tidak hanya berhenti pada 65 orang elemen 

18 kebohongan 

dalam http://myartikel.wordpress.com /2011/01/16/tokoh-lintas-

f. Bahwa dukungan masyarakat luas terhadap upaya pengungkapan 

kebohongan yang dilakukan oleh TERGUGAT semakin 

dipertegas dengan 

http://suaramerdeka. com/vi/index. php/read/layar/20 1 0/07/03/568/Kami­

lngin-Membuka-Kebohongan-SBY; 

72. Bahwa TERGUGAT I melalui TERGUGAT XII, bertugas untuk membina dan 

memperbaiki dunia olahraga Indonesia, namun dalam prakteknya 

TERGUGA T I dan TERGUGA T XII tidak dapat melaksanakan kewajibannya. 

Fakta ini sejalan dengan semakin merosotnya prestasi olah raga Indonesia 

serta l:)erbagai permasalahan yang menimpa dunia olahraga Indonesia, 

seperti kisruhnya management P$SI dan lain sebagainya; 

73. Bahwa kinerja TERGUGA T XII semakin tercoreng dengan berbagai kasus 

korupsi yang terjadi dibawahi kementrian yang dipimpin TERGUGAT XII, 

khususnya korupsi dana pemt:>angunan wisma atlet Sea Games. Korupsi 

pembangunan wisma atlet Sea Games ini tentu saja akan memperburuk citra 

bangsa di tingkat lnternasional; 
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7 4. Bahwa morat-maritnya penyelenggaraan olah raga nasional menjadi bukti 

kegagalan TERGUGAT I dan TERGUGAT XII menjalankan tugas dan 

fungsinya untuk membina sistem keolahragaan nasional; 

' 
75. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT XIII telah gaga! memenuhi hak warga 

negara Indonesia untuk beribadah dan memeluk agama sesuai dengan 

kepercayaannya masing-masing sesuai dengan jaminan konstitusi Pasal 28 E 

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "Setiap orang bebas 

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya ..... "; 

76. Bahwa kegagalan TERGUGAT I dan TERGUGAT XIII melindungi kebebasan 

beragama Warga Negara Indonesia terlihat dari banyaknya kasus-kasus 

kekerasan terhadap kebebasan beragama seperti kasus Cikuesik, kasus GKI 

"'''= Taman Yasmin, kasus Cirebon, hingga pemboman rumah ibadah di Solo 

, . :::.·v'-,ERJ '~wa Tengah; . 
'; \;; ~-:.\ 

if ::: . J: y\\ 
{~( ~ ~ ;. ·~a terkait dengan buruknya keadaan yang diterima oleh warga negara 
• u.> ·I 

\ 
'V I? hesia, serta pentingnya u~aha untuk melakukan perbaikan dalam sistem 

-\\::· ... p~ erintahan yang telah dijalankan oleh TERGUGAT I selama ini, maka 
··\·.::_ .. ~ 

-,, sebagai bagian dari kontrol sosial dari warga negaranya, PARA PENGGUGAT 

selaku perwakilan warga negara Indonesia telah mengirimkan surat 

peringatan dan/atau somasi terhadap TERGUGAT I dengan nomor surat 

285/SAPT A-FAKT AISKIIX/2011 tertanggal 16 September 2011 ; 

78. Bahwa adapun hal-hal yang dimintakan oleh PARA PENGGUGAT dalam 

surat somasi dimaksud adalah agar TERGUGAT I segera melakukan 

perbaikan dalam susunan kabinet pemerintahannya untuk menciptakan 

Indonesia yang lebih baik, namun somasi tersebut tidak mendapat tanggapan 

yang serius dari TERGUGAT I; 

3. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM 

79. Bahwa kedudukan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT Ill, 

TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, 

TERGUGAT, VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, 



TERGUGAT XII, dan TERGUGAT XIII dalam menjalankan pemerintahan di 

negara terikat dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945 Negara 

Republik, Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

dan peraturan perundang-udangan lain yang berlaku di Indonesia; 

80. Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta diatas, TERGUGAT I, TERGUGAT 

II, TERGUGAT Ill, TERUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI , 

TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, 

TERGGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII terbukti telah melakukan 

perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya 

untuk memenuhi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia sesuai 

dengan jaminan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28 I ayat (4) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan pemenuhan dalam hal 

_,~"· penegakan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang merupakan 

· ~"'<;~~jiban tanggung jawab negara; 

"' '~~ 1\~ TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV, 

\?\\ ~V) J J"FJ _ GUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII , 

~RGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, 

TERGUGAT XIII terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan 

mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Pasal 

3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; 

82. Bahwa Perbuatan-Perbuatan PARA TERGUGAT merupakan Perbuatan 

Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUHPerdata, 

yang menyatakan, "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa 

kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"; 

83. Bahwa Perbuatan-Perbuatan PARA TERGUGAT juga telah menyalahi 

ketentuan Pasal 1366 KUHPe~data yang menyatakan, "Setiap orang 

bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, 

tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati­

hatinya"; 
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84. Bahwa selain ketentuan diatas, Perbuatan-perbuatan PARA TERGUGAT juga 

telah melanggar ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan, 

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk 

mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian 

yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan mereka di dalam 

melakukan pekerjaan untuk man~ orang-orang ini dipakainya'", 

85. Bahwa telah terbukti perbuatan PARA TERGUGAT telah memenuhi unur­

unsur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 KUH Perdata, serta Pasal 1367 

. KUHPerdata, dengan tidak melaksanakan kewajiban konstitusi untuk 

melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi jaminan sosial bagi 

seluruh rakyat yang memungkinkan perkembangan dirinya secara utuh 

. ·;·:::..~ '" -sebagai manusia yang bermartabat melalui pemenuhan hak asasi warga 
.. ;: -~- - :. t: j } ! ~;~~ ;,~ 

,:/:~~-;...:.:~~' ; ~, ra yang diamanatkan pasai28H ayat(l,3), pasal281 ayat (4), Pasal3 dan 

(/~'rgi..~) P ~c ~~ 5 ayat (6) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

l~~ ~tf'IJe v. ' lenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
I -;'. "\-t ! 
'\ \ ~ 7{isme yang Disahkan di Jakarta Pada tanggal 19 Mei 1999 dan Pasal 3 

"~ , ·-.,~ .,rd · Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
~~ 

Keterbukaan lnformasi Publik; 

4. HAK-HAK ASASI MANUSIA YANG TELAH DILANGGAR; 

86. Bahwa berdasarkan data diatas, maka langkah-langkah dan berbagai 

tindakan dan/atau kebijakan yang telah diambil oleh TERGUGAT I selama 

bertugas sebagai presiden Republik Indonesia telah menyebabkan kerugian 

bagi masyarakat luas termasuk juga bagi PARA PENGGUGAT. Berbagai Hak 

asasi Manusia yang telah dilanggar oleh TERGUGAT I ini antara lain 

ditegaskan dalam: 

a. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 

Pasal 22 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, yang menyatakan, "Setiap 

orang, sebagai warga masyarakat berhak atas jaminan social dan berhak 

akan terlaksananya hak hak ekonomi, social dan budaya yang dapat 

diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui 

usaha-usahan nasional maupun kerjasama lnternasional, dan sesuai 

dengan pengaturan serta sumberdaya setiap negara" 

Pasal23 ayat (1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, yang menyatakan, 

"Setiap orang berhak atas ,pekerjaan, memilih pekerjaaan, berhak atas 
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syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas 

perlindungan dari pengangguranll 

Pasal15 ayat (1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyatakan, 
11Setiap orang berhak atas kewarganegaraanll 

Pasal 18 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyatakan, ~~setiap 

orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; 
. ' 

hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, 

dan kebebasan menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan 

pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun 

bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum maupun secara pribadi11 

Pasal 26 ayat 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang menyatakan, 

:: ,l$.etiap orang berhak atas pendidikan11
• 

, C.I<./j ".~ " 

-,_;>-·-~·-'..'"'~~ .. ' '\: . 
I ~ . 

;~i / ~rtfj~w,s-;1/J 8C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, ~~setiap orang berhak 

_1 £\ l>t~ht > emajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif 
\1 ) ' \'( \ ~~.,»fl~yJ< embangun masyarakat, bang sa, dan negaranya_ II 

'\:;,_·. ··-<Pi· 28H ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, ~~setiap orang berhak 
'"""' hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh 

pelayanan kesehatan. II 

Pasal 28 D ayat (1) UUD 1-945, yang menyatakan, ~~setiap orang berhak 

atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama didepan hukumll 

Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, II Setiap orang berhak 

untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 

dalam hubungan kerja 11 

Pasal 28 D ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, ~~setiap orang berhak 

atas status kewarganegaraanll 

Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, 11Setiap orang bebas 

memeluk agama dan beribadat menurut agamanya .... II 

87. Bahwa selain itu Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM juga 

menjamin hak-hak asasi manusia ini, antara lain: 

a. Pasal 9 ayat (3) UU HAM, yang menyatakan, 11Setiap orang berhak atas 

lingkungan hidup yang baik dan sehat11
• 

b. Pasal 15 UU HAM yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk 

memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun 

kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya". 



c. Pasal 35 UU HAM, yang menyatakan, "Setiap orang berhak hidup di 

dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan 

tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya 

hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur 

dalam Undang-undang ini." 

d. Pasal 41 ayat (1) UU HAM yang menyatakan, "Setiap warga negara 

berhak atas jaminan sosial yaflg dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk 

perkembangan pribadinya secara utuh." 

88. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta diatas, maka terbukti secara 

meyakinkan jika TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT Ill, TERGUGAT 

IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, 

TERGUGAT IX, TERGUGAT . X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, 

< TERGUGAT XIII, telah gagal melaksanakan kewajiban hukumnya memenuhi 
- ~;;.::~~.-~:~!~-;~ '<.-: :· . 

. /_'<-~:;>:.:. .. tlak.'"_'-l<onstitusional warga negara Indonesia, sehingga mengakibatkan 
·c ~- " , '"'' \\ 

r/'.-)'/ ,-.-· ~r~<;. konstitusional pada PARA PENGGUGAT karena PARA 

i! ! ( ~ 'i3; \ GAT tidak bisa menerima dan menjalankan hak konstitusional yang 

.. ) % .. :~ar: ya menjadi milik PARA PENGGUGAT sebagaimana jaminan 

\:_iJPtta -Undang Dasar 1945; " 

89. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka TERGUGAT I, patut dan pantas 

serta layak untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena 

ketidak mampuan TERGUGAT I memimpin dan menjalankan negara, serta 

. tidak mampu memenuhi hak-hak konstitusi warga negara Indonesia 

sebagaimana termuat dalam UUD 1945; 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon 

kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan 

sebagai berikut: 

1. Menerima gugatan ini untuk seluruhnya ; 

2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV, 

TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT 

IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, bersalah 

karena terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena gagal 

melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memenuhi hak konstitusi rakyat 

Indonesia. 
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3. Menghukum TERGUGAT I karena salahnya untuk meminta maaf kepada rakyat 

Indonesia karena gagal melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memenuhi 

hak konstitusi rakyat Indonesia melalui siaran pers yang dilaksankan oleh 

Presiden Repubik Indonesia didampingi dengan para menterinya. 

4. Menghukum TERGUGAT I untuk mengganti dan/atau me-reshuffle susunan 

Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 baik sebahagian dan/atau seluruhnya 

khususnya terhadap para menteri , yang dianggap tidak memiliki kemampuan 

untuk menjalankan amanat UUD 1945. 

5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV, 

TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT 

IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII, untuk 

""'-{I)embayar perkara seluruh biaya perkara yang timbul terhadap perkara ini 
(~ l~\_SRI -~~~,. 

•>" · r~ tanggung renteng. 

,. .. i·g~"'\ 
\ '~ ~~:~p A ila Bapak Ketua pengadilan Cq Majelis hakim Pengadilan Negeri 

\ 
. ~~ I sat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan 

"'>meQ)~~ an Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono). 
~-·-:"~-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat 

hadir kuasanya P\Z..AS TIGOR NAINGGOLAN,SH,M.SI, TUBAGUS HARYO 

KARBYANTO,SH, ARI SUBAGYb,SH, MIKE MARIANA SIREGAR, SH, 

MUSTAKIM,SH.MH, RIO ARIF WICAKSONO,SH.DANIEL SILVESTER 

HAMONANGAN SINAGA,SH baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri 

para advokat dan asisten advokat yang tergabung pada Forum warga kota jakarta 

( FAKTA ) yang memilih domisili kantornya beramat di Jalan.Pancawarga IV 

No.44 RT/003/0?,Cipinang muara ( belakang Gudang seng-Kalimalang 

Jatinegara ,Jakarta Timur 

September 2011 ; 

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 

Menimbang, bahwa sedangkan para Tergugat hadir kuasanya sebagai 

berikut : 

Tergugat I : SRI SUNARYATI,SH CS, (SK 9 -12-2011 ) 

Tergugat II AYU AGUNG,S,Sos,SH;MH, CS ( SK, 21-11 - 2011) 

Tergugat Ill ELRIKA ROSANTI,SH CS ( SK 15 -11 - 2011) 

Tergugat IV SRI SUNARYATI,SH CS (SK 18 - 11- 2011 ) 



Tergugat V ZEN WISNU SITUMORANG,SH.MH CS ( SK 8 -11-2011 ) 

Tergygat VI AMIEN GEMAYEL,SH CS ( SK 29 -11-2011 ) 

TergugatVII: MUHAMMAD RAVII,M.M CS ( SK 9 -11-2011) 

Tergugat VIII: DANIEL DUARDO NOOEWIJONARKO,SH CS ( 29 -11-2011 ) 

Tergugat IX : AYU AGUNG,S,Sos,SH,MH, CS ( 2-12-2011 ) 

Tergugat X : WAHYU CHANDRA,SH.M,Hum Cs ( 20 Oktober 211 ) 

Tergugat XI : AYU AGUNG,S,Sos,SH,MH, CS ( 18-11-2011 ) 

T ergugat XII ; tidak hadir ; 

Tergugat XIII : AS"AD ADI NUGROHO, SH CS ( 27 -10-2011 ) 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 

tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk CASIANUS 

TELAUMBANA,SH.MH sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan kedua belah 

fihak yang berperkara;-----------

imbang, bahwa ak~n tetapi berdasarkan surat dari mediator tanggal 11 

menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal, dan 

kembali pemeriksaan perkara kepada Majelis Hakim untuk 

emeriksaan perkara ini;-------------

bahwa oleh karena mediasi telah gagal, maka pemeriksaan 

perkara dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya 

tetap dipertahankan oleh Penggugat ; 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I 

telah menyampaikan jawabannya tertanggal 1 Nopember 201 0 sebagai berikut: , 

I. TANGGAPAN TERHADAP GUGATAN CITIZEN LAW SUIT. 

A. Gugatan Para Penggugat Dengan Mekanisme Citizen Law Suit Tidak Diatur/ 

Tidak Diakomodir Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. 

1. Penggugat pada posita gugatan halaman 6 angka 9 menyatakan : 

"Bahwa dasar dari pengajuan gugatan ini adalah ketentuan hukum positif yang 

berlaku di negara Indonesia, diantaranya : 

a. Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Pengadilan tidak boleh 

menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang 

diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya". 



b. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan 

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman menyatakan, "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan 

wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup didalam 

masyarakat." 

2. Selanjutnya Penggugat dalam posita gugatan halaman 6 angka 10 dan 

halaman 7 angka 11 menyatakan : 

"10. Bahwa meskipun mekanisme ' citizen law suit atau actio pupolaris belum 

dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, namun dalam prakteknya terdapat 

beberapa yurisprudensi terkait dengan mekanisme hukum citizen law suit, 

diantaranya : 

a ... Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penanganan Buruh 
~-~~~~· ... ~-:~ .. ': 

, · · ' i an Indonesia (TKI) yang dideportasi dari Malaysia di Nunukan di 

/. ,> .. ~:av..r'~y dilan Negeri .Jakarta : Pusat dengan Perkara Nomor 

·.· .· :. ,_ .,;~;~&~2, P t.G/2003/PN.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal8 Desember 2003 ... " .. ~- \ 

~:;\)\._ ~--J I 
·\.:>.., ~-tfc· a Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan 

putusan dalam Perkara Gugatan Citizen Law Suit mengenai Korban 

Ujian Nasional Nomor Perkara No. 228/Pdti20071PN.JKT.PST. 

Dalam putusannya tanggal 21 Mei 2007 Majelis Hakim yang diketuai oleh 

Andriani Nurdin, SH memutuskan mengakui gugatan Citizen Law Suit dan 

menerima gugatan dari PARA PENGGUGAT. ... 

11 . Bahwa dengan adanya beberapa yurisprudensi dan terobosan hukum 

diatas. serta kompetensi yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT, maka 

sangat beralasan jika gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui 

mekanisme Citizen Law Suit yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ini 

dinyatakan dapat diterima oleh Majelis Hakim. " 

3. Sehubungan dengan datil Penggugat sebagaimana dikutip di atas, Tergugat I 

dan T ergugat IV membantah dengan alasan-alasan sebagai berikut : 

a. Gugatan Citizen Law Suit adalah gugatan perbuatan melawan hukum atas 

nama kepentingan umum (on . behalf of the public interest) yang dikenal 

dalam sistem hukum common law, yang dapat diajukan oleh setiap orang 

dengan pengaturan Negara atau dengan kata lain harus ada aturannya 



_. ... - ··"·-- · -·-~-----

(SALINANJ 

terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar mekanisme gugatan seperti ini 

tidak dilakukan secara asal-asalan atau asal menggugat organ 

Pemerintah/Negara atau pihak swasta. 

b. Terkait dengan hal tersebut di atas, gugatan Citizen Law Suit tidak dikenal 

dan tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Oleh 

karena itu T ergugat I dan T ergugat IV secara tegas menolak segala bentuk 

gugatan apa pun yang belum/tidak diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tertib hukum 

dan kepastian hukum yang ada ditengah masyarakat tetap terpelihara dan 

terjaga. 

c. Gugatan perwakilan yang diakui di Indonesia adalah Gugatan Perwakilan 

.-.r-~~- Kelompok/Ciass Action (vide Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor : 1 
c; 0';.o£R/ _~;1'~ 

, '~·'"/ -...:-: -t'"'~ .;. hun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) dan gugatan ;::{ .t~.k 7 . (i ~ ~~ ~ I Standing yang di~tur dalam beberapa peraturan perundang-undangan 

\' ~ \~~!_ <J> a lain Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
\ .. V' '-- ! 

\~ \ t_~£'i~ J~ kungan Hidup, Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

'~ --., •• / hutanan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
'~-

Konsumen. Dengan demikian mekanisme gugatan Citizen Law Suit tidak 

dikenal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

d. Selain itu dasar Penggugat yang menyatakan dasar pengajuan gugatan 

berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat ( 1 ) dan pasal 28 ayat ( 1 ) Undang -

Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman adalah dalil yang keliru karena ketentuan tersebut 

tidak dapat dijadikan dasar hukum pengajuan suatu gugatan Citizen Law 

Suit. 

e. Meskipun pasal 28 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2008 menyebutkan 

bahwa Hakim wajib menggali hukum dan nilai-nilai yang hidup di dalam 

masyarakat, maka yang dimaksudkan adalah hukum materiilnya, bukan 

hukum formil. Hakim tidak diperkenankan untuk menemukan atau 

menciptakan hukum formil. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Sudikno 

Mertokusumo dalam (http:l/sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/actio­

popularis.html) dinyatakan bahwa : hukum acara perdata atau hukum acara 

formal adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan 



hukum perdata materiil atau bagaimana caranya melaksanakan tuntutan 

hak. Hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan hak 

merupakan "aturan permainan" (spelregels) dalam melaksanakan tuntutan 

hak itu. Sebagai aturan permainan dalam melaksanakan tuntutan hak maka 

hukum acara perdata mempunyai fungsi yang penting, sehingga harus 

bersifat strict, fixed, correct, pasti dan tidak boleh disimpangi, serta harus 

bersifat imperatif (memaksa). 

f. Lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa : 

Setiap orang bebas mengajukan gugatan dengan cara yang 

di~ehendakinya. Hakimlah yang berkuasa dalam menerima dan memeriksa 

dan memutus perkara dengan tunduk kepada peraturan hukum acara yang 

,adCL dan tidak menuruti justicisbelen (pencari keadilan/penggugat) yang 
-;(>E il.l .r;. ·-.::.,~ . 

,;/ .~~y::rrn~!~\sendiri caranya berperkara yang tidaklbelum ada dasar hukumnya; 

if .fi ~.\ fi~ tidak bol.eh mengadopsi lembaga hukum acara asing (kecuali 

: ~ ~'!tJJ u ~ diatur dalam undang-undang); 

'() \ ~J'' dilar~ng menciptakan peraturan yang mengikat secara umum ( 

'\ ~-~Pa I 21 AB); 

Kebebasan···hakim tidak mutlak, tetapi · dibatasr oleh undang-undang, 

ketertiban umum dan kesusilaan; 

Penemuan hukum yang sering dikatakan "penerobosan" tidak dapat asal 

saja dilakukan (menerobos), tetapi ada metode atau peraturan 

permainannya 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hakim diberikan 

peluang untuk mencari dan menemukan hukum secara substantif namun 

tidak memberikan peluang pada Hakim untuk menciptakan hukum secara 

prosedural sesuai doktrin Prof. Sudikno Mertokusumo tersebut di atas. 

g. Terhadap dua putusan pengadilan yang oleh Penggugat dinyatakan sebagai 

yurisprudensi tidak dapat dijadikan dasar penerimaan dan diakuinya gugatan 

Citizen Law Suit di Indonesia dengan alasan sebagai berikut : 

Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan 

yurisprudensi dan merupakan salah satu sumber hukum. Namun demikian, 

Indonesia dengan sistem hukum Civil Law, tidak mewajibkan hakim terikat 

dengan putusan pengadilan yang telah ada sebelumnya. Hal ini berbeda 

dengan negara-negara yang menerapkan sistem hukum Common 



Law/Anglo Saxon dan menganut sitem "the binding force of precedent" atau 

asas "stare decisis" atau asas "stare decisis et qui ta non movere". 

Berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Kekuatan 

sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah 

lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat 

memajukan kekuatan hukum . itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah 

sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di 

dalam hubungan yang sama pula". 

Maka kekuatan putusan hakim yang telah ada sebelumnya hanya mengikat 

para pihak yang terkait perkara itu, dan tidak serta merta dapat dijadikan 

dasar dalam memutus perkara lain. 

"f!'!Ar::!:IN. ran perundang-undangan di Indonesia, maka mohon Majelis Hakim yang 

riksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak 

diterima (niet ontvankelijke verklaard). 

B. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat- Syarat Gugatan Citizen Law Suit. 

1. Gugatan Citizen Law Suit yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum 

atas nama kepentingan umum terhadap negara atau pemerintah yang pertama 

sekali di negara Amerika Serikat, yang mensyaratkan bahwa orang 

perorangan/warga negara yang akan mengajukan gugatan harus melakukan 

pemberitahuan (notice) terlebih dahulu tentang maksud dan tujuan dari 

pengajuan gugatan Citizen Law Suit sebelum pendaftaran dan pengajuan 

gugatan dilakukan. Notifikasi menjadi suatu pra syarat untuk dapat diajukannya 

suatu gugatan Citizen Law Suit. Pemberitahuan (notice) tersebut merupakan 

suatu "mini statement" (pernyataan singkat) tentang kasus dan dibuat sesuai 

dengan syarat-syarat notifikasi yang telah diatur dalam peraturan perundang­

undangan yang bersangkutan atau peraturan lain yang mengatur tentang 

notifikasi. Notifikasi tersebut harus mengidentifikasikan pelanggaran dan 

tuntutan spesifik yang kemudian menjadi dasar pengajuan gugatan. 

2. Bahwa sampai dengan didaftarkannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat tanggal 28 September 2011, Tergugat I dan Tergugat IV belum pernah 

menerima notifikasi dari Penggugat, sedangkan salah satu tujuan yang hendak 
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dicapai dengan adanya kewajiban melakukan notifikasi adalah memberikan 

kesempatan secara fair kepada para T ergugat untuk mengajukan bantahan 

dalam kesempatan awal dari proses penanganan perkara dan juga merupakan 

pemberitahuan awal kepada para Tergugat bahwa Penggugat akan 

mengajukan suatu gugatan terhadap para Tergugat sehingga para Tergugat 

dapat mengambil sikap apakah langsung memenuhi/melaksanakan tuntutan 

Penggugat yang ada dalam notifikasi sehingga tidak perlu dilanjutkan ke 

Pengadilan, atau melawannya melalui proses di Pengadilan. 

3. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak didahului dengan notifikasi adalah 

gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan Citizen 

Law Suit sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan 

gugatan tidak dapat diterima (niet ol')tvankelijke verklaard). 

C. Penggugat Tidak Mempunyai Hak (Standing) Untuk Mengajukan Gugatan 

kapasitas (standing) untuk mengajukan gugatan Citizen Law Suit. 

2. Meskipun bentuk gugatan Citizen Law Suit dimaksud untuk melindungi 

kepentingan umum dan masyarakat, tidak setiap orang dapat mengajukan 

gugatan Citizen Law Suit. Terlebih dahulu harus dipenuhi persyaratan yang 

menumbuhkan hak (standing) bagi seseorang untuk mengajukan gugatan 

seperti itu. Hak (standing) pada dasamya berupa tuntutan bahwa seorang 

Penggugat memiliki kepentingan nyata dan pribadi dalam sengketa, dan benar­

benar menderita kerugian. 

3. Asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata kita adalah asas 

Point D'lnterest Point D'Action · yang berarti barang siapa mempunyai 

kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. Kepentingan disini 

bukan asal kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu 

kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara 

Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri 



[SALiN AN 
secara kongkrit oleh Penggugat. Jika setiap orang dimungkinkan untuk 

menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung" maka 

dapat dipastikan pemgadilan akan kebanjiran gugatan-gugatan. 

4. Bahwa di negara yang mengenal adanya bentuk gugatan Citizen Law Suit, 

untuk melindungi kepentingan umurn dan masyarakat, tidak setiap orang dapat 

mengajukan gugatan Citizen Law Suit, karena terlebih dahulu harus dipenuhi 

persyaratan yang menimbulkan hak (standing) bagi seseorang untuk 

mengajukan gugatan semacam itu. 

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan praktek di Amerika Serikat, untuk dapat 

mengajukan gugatan dalam bentuk Citizen Law Suit, para Penggugat harus 

menunjukkan adanya kerugian yang . diderita, namun dalam gugatan a quo para 

Pengugat tidak menunjukkan adanya kerugian yang diderita. Hal ini sesuai 

. ··:~ ;;-c~~ngan isi petitum gugatan yang pada intinya hanya meminta Tergugat I 
· .. .. :~t(..""'~· . ' . :"//~ ~J, J<ukan perminlaan maaf kepada Warga Negara Indonesia. 

~ ~a ~ gugatan perwakilan yang diakui di Indonesia adalah gugatan Perwakilan 

\ ~~;Jo pok (Class Action) yang didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung 

·....,_ · ~ ublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan 

Kelompok dan Hak Gugatan Organisasi (Legal Standing) yang diatur dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang Undang Nomor 

41 Tahun 1997 tentang Kehutanan; dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian mekanisme gugatan 

Citizen Law Suit tidak dikenal di Indonesia. 

7. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa Para Penggugat tidak memiliki 

hak (standing) untuk mengajukan gugatan dalam bentuk Citizen Law Suit di 

dalam perkara ini. Oleh karena itu sudah selayaknya bagi Majelis Hakim untuk 

menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 

II.EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT (ABSOLUT COMPETENCY) 

A. Lembaga Peradilan (In Casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Tidak 

Berwenang Memeriksa dan Mengadili Gugatan Penggugat Karena Perbuatan 

Melawan Hukum Yang Didalilkan dalam Gugatan Merupakan Kebijakan/Poli'cy 

Para Tergugat. 



\ · illiNA~J 
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1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 1 0 angka 27 menyebutkan : 

"Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang Undang Nomor 40 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "setiap orang berhak untuk 

bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak". Sehingga berdasarkan point 

21-26 diatas, maka wilayah pekuburan serta gerobak tidak termasuk ke dalam 

kategori tempat tinggal yang layak, termasuk tidak terpakainya ribuan rumah 

susun. F akta ini membuktikan bahwasanya T ergugat I dan T ergugat IV telah 

gagal memenuhi hak warga negaranya atas perumahan yang layak." 

2. Bahwa dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan yang berkaitan dengan 

pemenuhan perumahan bagi masyarakat, hal itu berkaitan dengan 

kebijakan/policy dari suatu pemerintahan in casu Tergugat I dan Tergugat IV. 

3. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV dalam menyelenggarakan urusan 

P'em.~rintahan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan papan dan/atau 
.. ~ ~.: :"!. ..• :,.( /~ ~' 

:-- -:&~"ii(~~ran adalah merupakan perbuatan/tindakan yang diatur dalam kapasitas 

. i i~X~~~ ~ ebijakan/policy pejabat pemerintah. 
\ \,.r't- - - -; 

~? ~~~;.~~1~ n/Policy Pemerintah tersebut tidak dapat dinilai/tidak tunduk dalam 

~~~ynangan mengadili oleh badan peradilan dan merupakan kebijakan/policy 

Pemerintah. Dengan demikian lembaga peradilan termasuk Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat yang saat ini sedang memeriksa dan mengadili perkara a quo 

tidak mempunyai kewenangan untuk menilai atau menguji secara hukum 

masalah kebijakan Pemerintah Rl terkait dengan pemenuhan kebutuhan papan 

dan/atau perumahan. 

5. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor : 838 K/Sip/1970 tanggal 3 

Maret 1971 pada intinya menyebutkan bahwa perbuatan kebijakan penguasa 

(dalam hal ini Pemerintah Rl) tidak termasuk kompetensi Pengadilan untuk 

menilainya. 

6. lsi Putusan Mahkamah Agung R.I. sebagaimana dimaksud di atas merupakan 

yurisprudensi yang harus diterapkan dalam perkara ini dengan menyatakan 

gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri tidak 

berwenang memeriksa dan mengadili kebijakan publik. 



7. Selain itu berdasarkan ketentuan Surat Ed a ran Mahkamah Agung Rl Nomor : 

MA/Pem/0159/77 tanggal 25 Pebruari 1977 yang ditujukan kepada semua 

Ketua Pengadilan ·Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Hakim di seluruh Indonesia 

memberikan petunjuk : "Bahwa kebijakan penguasa tidak termasuk kompetensi 

Pengadilan untuk memeriksanya"! 

8. Uraian di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak 

berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat, sehingga 

cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat 

tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). 

B. Gugatan Dengan Dasar Pelanggaran Terhadap Asas-Asas Umum 

Yang Baik Merupakan Kewenanganan Peradilan Tata Usaha 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

pasal 3 Undang Undang Nomor 28 

Negara yang Bersih dan Bebas dari 

2. Asas-asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma 

kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum yang pada awalnya asas-asas umum 

pemerintahan yang baik dimasukkan ke dalam Undang Undang Nomor 28 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana dalam pasal 3 dikatakan bahwa asas­

asas umum penyelenggaraan Negara meliputi : 

(1) Asas Kepastian Hukum; 

(2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 

(3) Asas Kepentingan Umum; 

( 4) Asas Keterbukaan; 

(5) Asas Proporsionalitas: 

(6) Asas Profesionalitas; 

(7) Asas Akuntabilitas; 

3. Dalam perkembangannya, asas-asas ini dimasukkan dalam Undang Undang 

Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Asas-asas ini dimasukkan pada 



pasal mengenai dasar atau alasan-alasan gugatan tata usaha negara, yaitu 

pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : 

"Aiasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1} adalah : 

a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik. 

Dalam penjelasannya mengenai asas-asas ini dikatakan ''Yang dimaksud 

dengan asas-asas pemerintahan yang baik adalah meliputi : 

(1) Kepastian hukum; 

(2) Keterbukaan; 
-:.-~ ..... 6.,-,t ~<., -~roporsionalitas ; 

f ~("' .,-~-- -: fesionalitas; . 

/I l..~~ ) : ntabilitas." 

~~I . De g n demikian, fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah : 

\>~i lebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan 

·--.. ~ fungsinya. · 

(2) Sebagai alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan 

administrasi Negara (yang berwujud beschikking}. 

(3) Sebagai dasar pengajuan gugatan terhadap pejabat administrasi/tata 

usaha Negara di badan peradilan tata usaha negara. 

5. Pasal134 HIR menyebutkan sebagai berikut: 

"Jika Perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan Pengadilan 

Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta 

supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa, dan Hakim wajib pula 

mengakui karena jabatannya. " 

6. Uraian di atas menunjukkan bahwa pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak 

berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindakan/perbuatan yang 

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang bail<, sehingga 

cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para 

Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard}. 



[ SALINA.i~J 
Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat IV mengajukan Eksepsi 

Kompetensi Absolut dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 134 HIR jo 

pasal 136 HIR mohon kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu memutus Eksepsi 

Kompetensi Absolut, sebelum memeriksa pokok perkara. 

Sekalipun demikian sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, 

dan berbiaya ringan, bersama ini Tergugat I dan Tergugat IV menyampaikan 

Eksepsi Prosesuil dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut : 

Ill. EKSEPSI PROSESUIL : 

Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Kabur (Obscuur Libel). 

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan yaitu 

p13.rsyaratan mengenai isi gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 
.. ·- -

·:-;:::'-R.J 1 a 3 yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat : 
.. ''j/ -1'.;. 

. ,:J/ <i}~ !li s para pihak; 

t( ~i ( (~ali~ Iii konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar 
i \ ~~.. . . 
\~ se lasan-alasan tuntutan (pos1ta/fundamentum petend1); -. tuntutan 

"'~\...~ . m). 
" . 

'"'<:::::: 
amentum petendi atau dasar tuntutan memuat dua hal yaitu : 

Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, 

dan ; 

-. Bagian yang menguraikan tentang hukum. 

Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi, 

sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau 

hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. 

2. Posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechts 

grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum 

jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grond), dalil gugatan seperti itu 

tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak 

tentu (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : 

April 2005, cetakan Pertama). 

3. Dasar hukum diajukannya gugatan oleh Para Penggugat adalah perbuatan 

melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 

KUHPerdata (vide gugatan halaman 17 angka 82), namun Para Penggugat juga 

menyatakan bahwa Para Tergugat telah melanggar asas-asas umum 



pemerintahan (vide gugatan halaman 17 angka 81 ), sehingga dasar gugatan 

Para Penggugat menjadi tidak jelas, apakah gugatan perbuatan melawan 

hukum atau pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak 

memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat 

kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I 

dan Tergugat IV, maupun antara masing-masing Tergugat, sehingga sudah 

selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima 

(niet onvankelijk verklaard). 

IV. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA. 

Tergugat I dan Tergugat IV Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 

1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 9 angka 21 s/d 27 antara lain 

menyebutkan : 

-. -. Terkait dengan kebutuhan akan papan dan/atau perumahan ini, pemerintah 

· _ <~:~\a memiliki kemampuan untuk memenuhi sekitar 54,7 juta rumah bagi 

, ;>l~~yv · · r;g~_ negaranya. , 

·. " ( "&-~. ~ -\\ de facto patut diduga akan terdapat sekitar 21 juta jiwa lebih warga 

'~(-. ~~J esia yang tidak terpenuhi hak atas perumahan. Bukti ini sejalan 

' engan pernyataan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa dan/atau 

T ergugat IV yang menyatakan "Kebutuhan rumah bagi masyarakat terus 

meningkat setiap tahun. Berdasarkan data survei penduduk BPS jumlah 

kebutuhan rumah di Indonesia pada tahun 2011 mencapai angka 13 juta 

unit rum a h." 

Ketidakmampuan Tergugat I dan Tergugat IV menyediakan rumah bagi 

warga negaranya juga dapat . dilihat dari banyaknya warga negara yang 

terpaksa tinggal dan menetap di wilayah pekuburan.,.pekuburan serta 

banyaknya fenomena manusia gerobak (tinggal dan hidup dalam gerobak). 

-. Program pembangunan Rumah Susun yang diusung oleh Tergugat I dan 

Tergugat IV, dalam prakteknya patut diduga telah salah sasaran karena 

rumah susun yang peruntukannya untuk warga miskin justru dibeli oleh 

warga masyarakat yang merniliki kemampuan financial yang tinggi. 



-. Kegagalan program rumah susun dikarenakan pola pendekatan yang 

diterapkan oleh Tergugat I dan Tergugat IV hanya pendekatan proyek 

semata, serta ·tidak memiliki . model dan sistem penyediaan perumahan 

rakyat secara utuh, termasuk memberdayakan dan mengorganisir keluarga­

keluarga penghuni permukiman kumuh dan informal. 

- Wilayah pekuburan serta gerobak tidak termasuk kedalam kategori tempat 

tinggal yang layak, termasuk tidak terpakainya ribuan rumah susun sehingga 

T ergugat I dan T ergugat IV telah gaga I memenuhi hak warga negaranya 

atas perumahan yang layak. 

2. Selanjutnya Penggugat dalam posita gugatan halaman 16 angka 71 pada 

/,."'-~okoknya menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala 
/;~.: 0£ 1V j 

,::/ ~ ~ --...-,..,..~..,.,ra dan kepala pemerintahari, Tergugat I lebih banyak memberikan keluhan 
,·:/ :.:.'!/' --<- ~. 
i' i ( '\tS~ a c. bohongan kepada masyarakat Indonesia yang patut diduga hanyalah 

~ .. ~ ~-\. !.,~~~~) e v. kan cara Tergugat I menjaga citra positif semata. 
\ · 

\. ··=:::S} 
3, . . S'e/ 1n itu Penggugat dalam posita gugatan halaman 17 s/d 18 angka 79 s/d 85 ... ::/ 

pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat IV telah 

melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 jo 1366 

serta pasal 1367 KUH Perdata karena tidak menjalankan kewajiban hukumnya 

untuk memenuhi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia sesuai 

Undang Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28 I ayat (4), dan mengabaikan 

asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan pasal 3 Undang 

Undang Nomor 28 Tahun 1999. 

4. Datil Penggugat dalam posita gugatan sebagaimana dikutip pada angka 1 s/d 3 

diatas adalah tidak benar, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat IV 

membantahnya dengan alasan : 

a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat melalui 

pertanggungjawaban perdata perbuatan melawan hukum sebagaimana 

diatur dalam pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 KUHPerdata (vide 

gugatan halaman 17 s/d 18 angka 82 s/d 84}. 

b. KUHPerdata pasal 1365 menyebutkan : 



"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang 

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut." 

Selanjutnya pasal1366 KUH Perdata menyebutkan : 

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan 

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau 

kurang hati-hatinya"_ 

Sedangkan pasal 1367 KUHPerdata menyebutkan : 

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan 

perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan 

orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-

barang yang berada dibawah pengawasannya ___ " 

maka dalam uraian pasal 1365 KUHPerdata terdapat 

sur sebagai berikut : 

da perbuatan; 

an tersebut bersifat melawan hukum; 

• Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang 

ditimbulkan_ 

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu 

unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan 

perbuatan melawan hukum. 

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum meliputi: 

• Melanggar ketentuan undang-undang; 

• Melanggar hak subyektif orang lain, atau 

• Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau 

• Bertentangan dengan kesusilaan, atau 

• Melanggar kepatutan_ 

d. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan 

T ergugat I dan T ergugat IV telah memenuhi unsur -unsur perbuatan 

melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 

KUHPerdata sebagai berikut.: 

1) Unsur perbuatan melawan hukum : 

Untuk membuktikan bahwa Tergugat I dan tergugat IV tidak melakukan 

perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu akan diuraikan perbuatan 



atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan 

Tergugat IV berkaitan dengan masalah penyediaan kebutuhan akan 

papan dan/atau perumahan terhadap warga negara yang mendasari 

diajukannya gugatan perkara a quo oleh Penggugat sebagai berikut : 

a) Tergugat I melalui Tergugat IV telah melakukan realisasi pelaksanaan 

stimulan pembangunan. Perumahan Swadaya bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Perumahan Rakyat Nomor : 14 tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 

b) Bantu an stimulan adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana 

yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah penerima 
.·_ .. :·· :··.,~. 

. ·: ~·<:.U .. 'l, Jitanfaat bantuan Stimulan Untuk membantu pefaksanaan 
/~;:--~ ,.~.Y.~-"\ ~, '\. ' 

Jl !/ ..,-kpe,'!J ·. angunan perumahan swadaya. 
l{ ~ £,}~)?\; I . 

\\ <;: 'v;1'~ _,.p r£ ahan swadaya a~alah rumah atau perumahan yang dibangun 

\ \ ~"-~ ~ prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau 
· ·-~ :a. _·~· .... 

-~.. · erkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaranlperluasan atau 

pembangunan rumah baru beserta lingkungan. 

d) Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang 

mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 

dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni yang 

memiliki standar layak huni yaitu kecukupan luas, kualitas dan 

kesehatan yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah. 

e) Tujuan bantuan stimulan perumahan swadaya adalah untuk 

memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu 

membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya 

sehingga dapat meng~uni rumah yang layak dalam lingkungan yang 

sehat dan aman. 

f) Lingkup bantuan stimulan perumahan swadaya adalah meliputi : 

-. pembangunan rumah baru yaitu pembuatan bangunan rumah 

layakhuni; 



i ~=;-ALI NAN] L~- -

peningkatan kualitas ' rumah yaitu memperbaiki komponen rumah 

dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau 

memenuhi syarat rumah layak huni; 

-. pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum yaitu 

kelengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar perumahan 

dapat berfungsi secara sehat dan aman. 

g) Pada tahun anggaran 2006 s/d 2011 Kementerian Perumahan 

Rakyat telah memb~rikan bantuan stimulan pembangunan 

perumahan swadaya dan peningkatan kualitas perumahan di daerah­

daerah di seluruh propinsi di Indonesia. 

h) Kementerian Perumahan Rakyat berdasarkan Keputusan Menteri 

Negara Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2011 tentang 

Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Stimulan Prasarana, 

.~z~ arana dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Susun Sejahtera Sewa 
/ ~'(; :\t-

,{" 1 n 2011 telah memberikan bantuan stimulan prasarana, sarana 

~
~ ~ "': tilitas urn urn Rumah Susun Sejahtera Sewa di beberapa daerah 

't ~~ 5 aten/Kota di Indonesia . 

. ,~~) 
-,~<. samping itu Kementerian Perumahan Rakyat berdasarkan 

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 57 Tahun 

2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Perumahan 

Rakyat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penetapan Kabupaten/Kota 

Penerima Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

(PSU) Kawasan Tahun 2011 juga telah memberikan bantuan 

stimulan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan di beberapa 

daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. 

Dari uraian tersebut diatas membuktikan bahwa dalil Penggugat yang 

menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat IV tidak memiliki model dan 

sistem penyediaan perumahan rakyat secara utuh adalah tidak benar. 

Sedangkan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 

1365 KUHPerdata sebagaimana didalilkan oleh Penggugat terhadap 

T ergugat I dan T ergugat IV tidak terpenuhi karena T ergugat I bersama 

Tergugat IV telah melaksanakan kewajiban hukumnya dalam penyediaan 

kebutuhan akan papan dan/atau perumahan terhadap warga negara. Hal 



ini sesuai dengan ketentuan · pasal 2 Peraturan Menteri Negara 

Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 3 Oesember 2010 

tentang Organisasi dan T ata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat yang 

menyebutkan bahwa Kementerian Perumahan Rakyat mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan di bidang Perumahan Rakyat dalam 

pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara. 

2) Unsur Kesalahan : 

Oari uraian sebagaimana tersebut pada angka 1 ) diatas, jelas bahwa 

unsur kesalahan tidak terpenuhi karena Tergugat I dan Tergugat IV telah 

melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai Peraturan Menteri Negara 

Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010 

.<3}:-U '~- Keru ian: 
/<.<"-'"// :., . 

/:/_:.c::~/~1 7 
~ugat dalam po~ita gugatannya halaman 19 angka 88 pada 

! i ( \~~;}po ~ ya menyatakan bahwa Para Tergugat telah gagal 

\~~ ., ·rme ~ anakan kewajioan hukumnya memenuhi hak konstitusional 

~, \:_':~:~) negara Indonesia, sehingga mengakibatkan kerugian 

'~ nstitusional pada Para Penggugat karena Para Penggugat tidak 

bisa menerima dan menjalankan hak konstitusional yang seharusnya 

menjadi milik Para Penggugat sebagaimana jaminan Undang Undang 

Oasar 1945. 

b) Dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar. 

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa kerugian yang dapat 

dituntut ganti ruginya dalam hubungan dengan terjadinya suatu 

perbuatan melawan hukum, harus merupakan akibat langsung dari 

perbuatan melawan hukum dimaksud. Sedangkan kerugian yang 

didalilkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah 

bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh 

perbuatan Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat IV 

karena T ergugat I daQ T ergugat IV telah melaksanakan kewajiban 

hukumnya sehingga tidak terjadi perbuatan melawan hukum, dengan 

demikian unsur adanya kerugian sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan pasal 1365 KUHPerdata juga tidak terpenuhi. 
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4) Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Yang Ditimbulkan 

a) Salah satu unsur dari peibuatan melawan hukum berdasarkan 

ketentua·n pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya hubungan kausal 

(hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang 

ditimbulkan. 

b) Oari uraian angka 1) tentang unsur perbuatan melawan hukum jika 

dikaitkan dengan uraian angka 3) tentang unsur kerugian, jelas 

bahwa tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian 

yang ditimbulkan. 

c) Sedangkan unsur kerugian sebagaimana diuraikan pada angka 3) 

diatas bukan merupakan kerugian yang dimaksud dalam ketentuan 

pasal 1365 KUHPerdata, karena kerugian tersebut bukan merupakan 

/; ·~·;~~:i:~ugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan 

f'{o:> ~7;, ~., wan hukum dimaksud. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa 

[\' ;~ 2,~~ S: adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara 
\ ~ I ~ ·- ! ! 

.,, ) p r atan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan 

'~-~ \~ 1 wan hukum tidak terpenuhi. \~. .. JTI 
· ·:~ .... ~~·.;iff 

· ... ":':.:~ 

e) Dari uraian huruf d diatas, jelas bahwa T ergugat I dan T ergugat IV 

tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan 

Tergugat I dan Tergugat IV tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan 

melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 

KUHPerdata. 

f) Selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para 

Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 1367 KUHPerdata (vide 

gugatan halaman 18 angka 84). Dalil Penggugat tersebut adalah 

tidak benar dan Tergugat I dan Tergugat IV membantahnya dengan 

alasan sebagai berikut : 

1) Pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan : 

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya 

atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah 

pengawasannya ... " 



2) Menurut Prof. Subekti, SH lazimnya pasal ini diartikan terbatas 

(limitatief), yaitu seseorang dapat dipertanggungjawabkan 

perbuatan orang lain, hanya dalam hubungan dan hal-hal sebagai 

berikut: 

-. Orang tua atau wali untuk anak yang belum dewasa, yang 

tinggal pada mereka dan mereka melakukan kekuasaan orang 

tua atau perwalian itu padanya. 

Majikan untuk buruhnya, dalam melakukan peke~aan 

yang ditugaskan pada mereka. 

-. Guru sekolah dan kepala tukang untuk murid dan tukangnya 

selama mereka ini berada dibawah pengawasan mereka. 

(Prof. Subekti, SH, Pokok-pokok Hukum Perdata, lntermasa, 

Jakarta : 2001 , Cet.29). 

- , <.,3) Berdasakan ketentuan pasal 1367 KUHPerdata dan pendapat 
, ·;;.·. ·, :~:!: .. ..l./'.'~:_~ 

._x·~';,- '(t,;'-:{rof. Subeki, SH dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak saja 

( ~ ,~;- ; . ~;: ~~~) "¢:" rtanggung · jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh 

-~1 1 ~ 1,~ ~ rbuatannya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab untuk 

\ ~ J erugian yang di~ebabkan oleh perbuatan orang-orang yang 

' """'~ menjadi tanggungannya. 

4) Berdasarkan ketentuan pasal 1367 KUHPerdata dan pendapat 

Prof. Subekti, SH, datil gugatan Penggugat sebagaimana dikutip 

diatas jelas tidak dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1367 KUHPerdata 

karena hubungan hukum T ergugat I dengan T ergugat IV bukan 

merupakan · hubungan antara majikan dan buruh melainkan 

membantu Tergugat I dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara. 

g) Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam ketentu.an pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi 

dan T ergugat I serta T ergugat IV juga tidak terbukti melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1366 jo 

pasal 1367 KUHPerdata, maka petitum gugatan Penggugat yang 

mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I karena salahnya 

untuk meminta maaf kepada rakyat Indonesia menjadi tidak relevan 

lagi. Disamping itu tuntutan Penggugat agar Tergugat I mengganti 
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dan/atau me-reshuffle susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, 

baik sebahagian dan/atau seluruhnya sudah dilaksanakan oleh 

Tergugat I berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 59/P Tahun 201 ~ tanggal 18 oktober 2011 . Dengan demikian 

cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya. 

Berdasarkan uraian, dasar hukum, pendapat ahli dan yurisprudensi tersebut 

diatas. Tergugat I dan Tergugat IV mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan 

putusan dengan sebagai berikut : 

PRIMAIR: 

DALAM EKSEPSI : 

1. Menerima Tanggapan Citizen Law Suit Tergugat I dan Tergugat IV; 

, 4.""'~Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai hak (standing) untuk 
·., ... -,·{ ~\:.:v ....._~::-. . 

. .- el:)gajukan gugatan Citizen Law Suit; 
/ ~· -;~ \• 

~~ .. ·~· . /;':(:ft26ty1 ...... ~ ~ rima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan T ergugat IV; 

·.\ i: \ "" . f:l ~akan Pengadil~~ Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk 

\:( \_Y7. nksa dan mengad1h perkara a quo; 

~e yatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -. 

DALAM POKOK PERKARA : 

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara; Atau, 

SUBSIDAIR : 

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono). 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II 

telah menyampaikan jawabannya tertanggal 1 Nopember 201 0 sebagai berikut: 

I. TANGGAPAN TERHADAP GUGATAN CITIZEN LAW SUIT: 

A. Gugatan Dalam Bentuk Citizen Law Suit, Tidak Dikenal Dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Di Indonesia 

1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 6-7 angka 10 butir a dan b yang pada 

pokoknya menyatakan : 



"bahwa meskipun mekanisme Citizen Law Suit atau actio pularis belum dikenal 

dalam sistem hukum di Indonesia, · namun dalam pakteknya terdapat beberapa 

yurisprudensi terkait dengan mekanisme hukum Citizen Law Suit diantaranya: 

1 .1 Putusan gugatan perbuatan melawan hukum atas penanganan buruh 

migran Indonesia (TKI) yang di deportasi dan Malaysia di Nunukan di 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara 

Nomor:28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST yang diputus pada tanggal 8 

Desember 2003 oleh Majelis Hakim : Andi Samson Nganro. S. H. selaku 

Ketua Majelis Hakim dan H.lskandar Tjakc. S. H. danNy. Andriani Nurdin, 

S.H.,M.H. , masing-masing sebagai anggota majelis hakim yang telah 

mengakui adanya gugatan warga negara .......... dst 

1.2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah 

mengeluarkan putusan dalam perkara gugatan Citizen Law Suit mengenai 

,,,·~:7it'Qr~ ujian nasional nomor: perkara No.228/Pdt.G/2007/PN Jkt.Pst. 
.. ·' '~.... "' i..4-

:/~-i.. . ala · ..-~ tusanya tanggal 21 Mei 2007 Majelis Hakim yang diketuai oleh r l ~ ~r ni Nurdin, S. H. memutuskan mengakui gugatan Citizen Law Suit 

~ m rima gugatan dari .Penggugat... ...... dst . 
dalam posita gugatan halaman 7 angka 11 yang pada pokoknya 

menyatakan : 

"Bahwa dengan adanya beberapa yurisprudensi dan terobosan hukum diatas, 

serta kompetensi yang dimiliki oleh Para penggugat, maka sangat beralasan 

jika gugatan perbuatan melawan Hukum melalui mekanisme Citizen Law Suit 

yang diajukan oleh Para Penggugat ini dinyatakan dapat diterima oleh Majelis 

Hakim." 

3. Sehubungan dengan dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat II 

membantahnya dengan alasan sebagai berikut: 

3.1 Gugatan Citizen Law Suit adalah gugatan perbuatan melawan hukum atas 

nama kepentingan umum (on behalf of tho public interest) yang dikenal 

dalam sistem hukum common law, yang dapat diajukan oleh setiap orang 

dengan pengaturan Negara atau dengan kata lain harus ada aturannya 

terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar mekanisme gugatan seperti ini 

tidak dilakukan secara asal-asalan atau asal menggugat organ 

Pemerintah/Negara atau pihak swasta; 
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3.2 Bahwa gugatan Ohzen Law Suit tidak dikenai dan tidak diatur dalam 

ketentuan perundang-undangan di indonesia Oleh karena itu Tergugat II 

secara tegas · menolak segala bentuk gugatan apa pun yang belum/tidak 

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia agar 

tercipta tertib hukum serta kepastian hukum; 

3.3 Bahwa Tergugat II menolak Clalil Penggugat yang menghubungkan dasar 

gugatan Citizen Law Suit dengan hak asasi manusia (vide posita gugatan 

halaman 5 angka 3. 4 dan 5 karena hal tersebut akan memberi peluang 

bagi timbulnya ketidakpastian hukum; 

3.4 Dalil Para Penggugat pada halaman 6 angka 10 butir a dan b yang 

menyatakan Majelis Hakim telah mengakui dan menerima gugatan Citizen 

Law Suit dalam dunia hukum di Indonesia dewasa ini antara lain dengan 

· .:~'.""~utusan gugatan perbuatan . melawan hukum atas penanganan buruh 
'.!:. :.~! .-·A ~-::· "' . 

/ .. - ---<i;tiigran Indonesia (TKI) yang di deportasi dan Malaysia di Nunukan di 

/ _):;Tt~{f\""adilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara 

:,; . -~ ~'\~:f6. N''' r:28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST yang diputus pada tanggal 8 

~~ ·:. \ - ~0 -~ mber 2003 dan gugat~n perkara gugatan Citizen Law Suit mengenai 

~.._.,..,. . rban ujian nasional nomor perkara No.228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. yang 

diputus tanggal 21 Mei 2007. Bahwa kedua putusan tersebut tidak dapat 

dijadikan satu-satunya literatur dan dasar penerimaan gugatan Citizen Law 

Suit. Bandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan perkara perdata 

No.178/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tanggal 3 November 2003 yang pada 

intinya menyatakan bahwa gugatan Citizen Law Suit dalam kasus tersebut 

. tidak dapat diterima (W/e/ Onvankeljk Verklaard); 

3.5 Dalil Para Penggugat pada halaman 6 angka 9 huruf a dan b yang merujuk 

ketentuan pasal 16 ayat ( 1) dan pasal 28 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 

4 T ahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar hukum 

pengajuan gugatan Citizen Law Suit, adalah dalil yang keliru karena 

meskipun ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Keh.akiman menyatakan bahwa hakim itu wajib 

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nlai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat, namun yang dimaksud disini adalah hukum 

materilnya bukan hukum formil. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. 
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Sudikno Mertokusumo dalam www.hukumonline.com hari Senin tanggal18 

Desember 2006 yang menyatakan: 

a. Hakim tidak dapat menciptakan peraturan yang mengikat secara 

umum; 

b Lembaga hukum perdata asing sepanjang belum ada landasan 

Undang-Undangnya, demi kepastian hukum tidak dapat diterapkan, 

kebebasan hakim tidakl·ah mutlak tapi dibatasi Undang-Undang, 

ketertiban umum dan kesusilaan; 

c. Penemuan hukum yang sering dikatakan "Penerobosan" tidak dapat 

asal saja dilakukan (menerobos) tetapi ada metode atau peraturan 

<. ,·_:; :;-;~ permainannya. 

l-::5;>:~- '~+;\ 
{i ,~ { 12(~j) 'i: i 

1 
pendapat Prof. Sudik~o M~rto~usumo tersebut diatas, maka . dapat 

\\ ·.;:. \ "'- ~i di pulkan bahwa Hak1m d1benkan peluang untuk mencan dan 
~ } . 

~ \ . ~,~_rje emukan hukum secara substantf, namun tidak secara prosed ural; 
'\_~-·' • · H'_. 7 

........... ~;.":_~? . 

3.6 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam bentuk Citizen Law Suit 

sama sekali belum diatur dalam sistem hukum dan peraturan perundang­

undangan di Indonesia, maka mohon majelis hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat 

diterima [Niet Onvankelijk Verklaard). 

B. Penggugat Tidak Empunyai Hak (Standing) Untuk Mengajukan Gugatan Citizen 

Law Suit. 

1. Bahwa seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, quod non, gugatan Citizen 

Law Suit sebagaimana praktek yang dikenal di negara lain seperti Amerika 

Serikat, pengajuan gugatan seperti ini mengharuskan pengadilan memeriksa 

dan menentukan terlebih dahulu apakah pihak Penggugat memiliki hak dan 

kapasitas untuk mengajukan gugatan semacam ini. Dalam hubungan dengan 

ini artikel yang diterbitkan oleh Defenders ot Wildlife and Centre for Wildlife Law 

yang berjudul "Using Citizen Suits Statutes to protect Biodiversity' 

mengemukakan : 

"Standing is essentially the requirement that Plaintiff posses a real and personal 

stake in the controcersy. and actually be injured." 

T erjemahannya : 



Standing pada dasarnya berupa tuntutan bahwa seseorang Penggugat memiliki 

kepentingan nyata dan pribadi · dalam sengketa, dan benar-benar menderita 

kerugian. 

Selanjutnya Timothy J. Miller dalam tulisannya yang berjudul "Friends of the 

Earth V Laid Law: A New lncentivity stay on the Bail", mengemukakan: 

"The United States Supreme Courts has identified three key elements to 

standing. First the Plaintiff must have suffer an "injuiyin fact" that is". 

1.1 Concentrate and particularized and (b) actual or imminent, not conjectural 

or hypothetical. 

1.2 Second, the injuri must be "(airly traceable" to the defendants conduct. 

1.3 Third.tl must appear outside that the injure will be redressed by a favorable 

decision.' 

telah mengidentifikasikan 3 (tiga) unsur kunci bagi 

1.2 Kedua, kerugian dapat dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh 

Tergugat. 

1.3 Ketiga, dapat terlihat bahwa kerugian dapat diperbaiki oleh putusan yang 

menguntungkan. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa di negara yang mengenal adanya bentuk 

gugatan Citizen Law Suit. untuk melindungi kepentingan umum dan 

masyarakat, tidak setiap orang dapat mengajukan gugatan Citizen Law Suit. 

karena terlebih dahulu harus dipenuhi persyaratan yang menimbulkan hak 

(standing) bagi seseorang untuk mengajukan gugatan semacam itu. 

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan praktek di Amerika Serikat, untuk dapat 

mengajukan gugatan dalam bentuk Citizen Law Suit. para Penggugat harus 

menunjukkan adanya kerugian langsung yang diderita oleh Para Penggugat, 

namun dalam gugatan a quo para Pengugat tidak menunjukkan adanya 

kerugian yang diderita. Hal ini sesuai dengan isi petitum gugatan yang pada 
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intinya meminta Tergugat I melakukan permintaan maaf kepada Warga Negara 

Indonesia dan tidak secara khusus meminta maaf kepada para Penggugat. 

3. Berdasarkan uraian di atas. maka jelas bahwa para Penggugat tidak memiliki 

hak (standing) untuk mengajukan gugatan dalam bentuk Citizen Law Suit di 

dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan tersebut sudah selayaknya tidak 

dapat diterima (Niet ontvankclijke verklaard). 

II. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT: 

A. Pengadilan Negeri ( in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Tidak berwenang 

Untuk Memeriksa dan Mengadili Suatu Perkara yang Termasuk Dalam 

Kewenangan Legislasi. 

. . . ·. · .. '' ''-':-:-.. 
.:-':1::::.'· ~:9~,ugat dalam posita gugatan halaman 11 angka 38 menyatakan bahwa: 

;:' };/.. ~ r ~, t I dan Tergugat VI juga tidak menaruh prioritas terhadap pemenuhan 

i: ·;_'I ~ kesehatan warga negaranya termasuk perlindungan terhadap rokok 
-'-' -1 

.. zat d. tif). Hal ini dibuktikan dengan meskipun negara telah mensahkan 

~~~ -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menjadi 

~::!N'it"iasan yuridis terhadap fakta tembakau dan/atau rokok adalah zat adiktif, 

namun sampai dengan saat ini, Tergugat I dan Tergugat VI belum menerbitkan 

Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai amanat dan pembukuan mensahkan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana secara 

yuridis Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud seharusnya diselesaikan 

pada bulan Oktober 2010." 

Terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana dikutip tersebut di atas, Tergugat 

II membantahnya dengan alasan sebagai berikut: 

2.1 Fungsi Legislasi tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: 

ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal2 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: 

ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk 

Undang-Undang. 



ayat (2} 

ayat (3) 

ayat (4) 

ayat (5) 
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Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan 

bersama. 

Jika Rancangan Undang-Undang itu tidak dapat persetujuan 

bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak diajukan lagi 

dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang 

telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang. 

Dalam Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui 

bersama tersebut tidak disahkan Presiden dalam waktu tiga 

puluh hari semenjak Rancangan Undang-Undang tersebut 

disetujui, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi 

Undang-Undang dan wajib diundangkan. 

2.2 Dari bunyi Pasal 5 ayat ( 1} . dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 

->'>:": ,~,,, sebagaimana dikutip di atas, jelas bahwa kekuasaan membentuk Undang-
/;;-:..,... .;.(';,o.::1\./ I .._.~\.~ 

;/j;: ,,Y -:~~h:~ang adalah. fungsi legi~lasi yang merupakan kewenangan Presiden 

< ttf;;~~~ an persetuJuan DPR Rl. 
() ~~¢/)~;\ VI 3 -~ ~ I 
~ ·~ 

~~ ~ njutnya Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

·~'" tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan 

bahwa dalam membentuk · Peraturan Perundang-undangan harus 

berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

yang baik, yaitu meliputi: 

a. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan 

Yang dimaksud dengan "Kesesuaian antara jenis dan materi muatan" 

adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan 

jenis Peraturan Perundang-undangan. 

b. Dapat dilaksanakan : 

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa 

setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 

memperhitungkan elektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut 

di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. 

c. Kedayagunaan dan kehasilgunaan : 
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Yang dimaksud dengan kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah 

bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang 

benar-benar dibutuhkan .dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

d. Kejelasan rumusan : 

Yang dimaksud dengan "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap 

Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis 

penyusunan Peraturan 'Perundang-undangan. sistematika dan pilihan 

kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah 

dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi 

dalam pelaksanaanya. 

e. Keterbukaan : 

~·~~0~~~~~9 dimaksud denga~ asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam 

/~~-~'r ~ ' .s pembentukan P~rat~ran Perundang-undangan mulai dari 
II ~ )~ ., . 
r( { "'>~ 2:, canaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat 

\\ ~ ) tr aran dan terbuka. 

\~, ~tfYj.lu ian tersebut diatas, jelas dan tegas bahwa berdasarkan Undang­
'\:, ..... ~ 

"'':- ang Nomor 1 0 T ahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, kewenangan untuk membuat Undang-Undang. 

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden adalah merupakan 

kewenangan legislasi Presiden bersama dengan DPR Rl. sehingga 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan 

mengadilinya. 

B. Lembaga Peradilan (in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Tidak 

Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Suatu Perkara yang Termasuk 

Kebijakan Politik ( Policy ) Pemerintah. 

1. Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 11 point 36 

menyatakan bahwa salah s~tu kelalaian dari Tergugat I dan Tergugat VI 

dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas 

kesehatan warga negaranya adalah keengganan Tergugat I untuk 

meratifikasi Fiamework Convention on Tobacco Control (FCTC) termasuk 

juga Tergugat VI sebagai leading sector bidang kesehatan. 



2. Bahwa tindakan Tergugat I untuk meratifikasi Framework Convention on 

Tobacco Control (FCTC) merupakan kebijakan/policy Pemerintah yang 

tidak termasuk· dalam pengertian melawan hukum sebagaimana yang diatur 

dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. 

3. Bahwa kebijakan/policy Pemerintah tersebut tidak dapat dinilai/tidak tunduk 

pada kewenangan mengadili oleh badan peradilan. Dengan demikian 

lembaga peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak 

mempunyai kewenangan untuk menilai atau menguji secara hukum 

masalah kebijakan ) polici Pemerintah. 

4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 204/Pdt G/2008/PN.Jkt.Pst 

tanggal 31 Maret 2009 menyatakan bahwa "kewenangan untuk meratifikasi 

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Rl. No. 

b/0159/77 tanggal 25 Februari 1977 yang ditujukan kepada semua 

memberikan bahwa kebijakan penguasa tidak termasuk 

kompetensi pengadilan untuk memeriksanya. Uraian diatas menunjukkan 

bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa 

dan mengadili perkara yang termasuk kewenangan kebijakan politik (policy) 

Pemerintah, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan 

gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Mei Onvankelijk Verklaard). 

C. Lembaga Peradilan (in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Tidak 

Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Suatu Perkara yang Merupakan 

Pelanggaran Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 

1. Para Penggugat dalam posita gugatan halaman 17 pomt 81 tentang 

melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang pada 

intinya mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan 

melawan hukum dengan mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan 

yang Baik (AAUPB) sesuai pasal 3 Undang-Undang Nemer 28 Tahun 1999 

tentang Penyelenggaraan N~gara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme. 



2. Bahwa kewenangan untuk . menguji apakah suatu tindakan/perbuatan 

bertentangan atau tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik adalah merupakan kewenangan Peradilan Tata 

Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

3. Uraian diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak 

berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindakan/perbuatan yang 

bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga 

cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para 

Penggugat tidak dapat diterima (Mei Onvankelijk Verklaard) . 

. . ~c.dPasaL 134 HIR menyebutkan sebagai berikut: 
;;r-·~<~-1- <':.\ 
· _._ )~Jjk \~p selisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan Pengadilan 

ji I ;, /'C''·:C:·. ) 'T~ • 
11 ! :;A~?~ aka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dalam 

\. ) v·~eme iK an perkara itu dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak 

\~~ \ ~ a dan Hakim wajib pula mengakui karena jabatannya." 

' a oleh karena T ergugat II mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut 

dalam perkara ini, mohon kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu memutus 

Eksepsi Kewenangan Absolut sebelum memeriksa pokok perkara a quo. 

Ill. EKSEPSI PROSESUIL 

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) 

1. Dasar hukum diajukannya gugatan oleh para Penggugat adalah perbuatan 

melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 jo 1366 

KUHPerdata serta pasal 1367 KUHPerdata (vide posita gugatan angka 82, 83, 

84 dan 85 halaman 17 -18). 

2. Para Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan beberapa ketentuan 

yang telah dilanggar oleh T ergugat II antara lain Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi . Manusia (vide posita gugatan angka 87 

halaman 19, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara terinci perbuatan 

melawan hukum apa yang telah dilakukan secara nyata oleh masing-masing 

T ergugat I hingga T ergugat XIII tersebut. Hal ini mengakibatkan gugatan 

penggugat menjadi kabur. 



3. Dilain itu para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 82, 83, 84 dan 85 

halaman 17-18 mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan 

melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 jo 1366 

KUHPerdata, namun dalam posita gugatan halaman 17 angka 81 penggugat 

mendalilkan bahwa para Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan 

yang Baik (AAUPB). Sehingga tidak jelas apakah para Tergugat telah 

melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (AAUPB). 

4. Berdasarkan uraian diatas. maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis 

Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur. 

IV. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA 

A T ergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum ( onrechmatige 

overheidsdaad). 

6~~~:-.-\Para Penggugat pada posita gugatan halaman 9 angka 15-20, yang pada 

r 1 ~~ +-; ~koknya mendalilkan : 

~ ~ ~ ~rgugat II bersama dengan Tergugat I telah melakukan manipulasi data 

t • .
1 

bohongan publik) terkait dengan jumlah orang miskin di Indonesia dengan 

~\~< tGjuan untuk pencitraan positi~ bagi Tergugat I dan II selain itu juga me_m~erikan 
~=_,_,~~ keterangan yang patut drpertanyakan kebenarannya mengenar JUmlah 

pengangguran di Indonesia, adalah tidak berdasar atas hukum 

2. Dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak benar dan 

tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat II membantahnya dengan 

alasan-alasan sebagai berikut: 

a. Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan mendasarkan pada ketentuan 

1365 KUHPerdata. 

Pasal; 1365 KUHPerdata berbunyi : 

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 

kerugian tersebut." 

Apabila dicermati maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata 

terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Harus ada perbuatan melawan hukum; 

2. Harus ada unsur kesalahan; 

3. Harus ada kerugian yang diderita; 



4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang 

ditimbulkan 

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur 

tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai 

perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 

1365 KUHPerdata tersebut. 

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum tidak lagi 

menganut pendirian/rumusan yang sempit, tetapi telah menganut rumusan 

dalam arti yang luas yaitu : 

- melanggar undang-undang; 

- melanggar hak subjectif orang lain; 

- perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku; 

- melanggar kaidah tata susila dan atau kepatutan 

Ber~arkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka 
/ ... .._:: ~:__]{J .1 .. 1 ~~. 

;' ,1~ · ·dala~-~~rkara a quo perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan 
,, -.J "'...... A ~ 
(/ ~( - · fj( g l~l ~ memenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diisyaratkan 
!' v J ),./ , • .., \\ 

\\ ·~ \ " ~u~rt. asal 1365 KUHPerdata tersebut. 

'\ \ ~Wnp Perbuatan Melawan Hukum 

\~~all para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat II 

bersama dengan Tergugat I telah melakukan manipulasi data 

(kebohongan publik) terkait dengan jumlah orang miskin di Indonesia 

dengan tujuan untuk pencitraan positif bagi Tergugat I dan II selain itu juga 

memberikan keterangan · yang patut dipertanyakan kebenarannya 

mengenai jumlah pengangguran di Indonesia, adalah tidak berdasar atas 

hukum karena: 

i. Bahwa pemerintah telah menempuh langkah-langkah terobosan, mulai 

dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kalangan dunia usaha, 

hingga BUMN untuk bersama-sama terlibat aktif dalam mempercepat 

dan memperluas perekonomian nasional, yang dituangkan ke dalam 

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 

Indonesia (MP3EI); 

ii. Kebijakan baru tersebut merupakan langkah strategi pembangunan 

yang bersifat sektoral dan regional. Dalan rancang bangun MP3EI itu 

digunakan, tiga srtategi besar, yaitu: 



1. Mengembangkan enam koridor ekonomi Indonesia yang meliputi 

Sumatera. Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali - Nusa Tenggara dan 

Koridor Papua-Maluku; 

2. Memperkuat konektivitas nasional yang terintegrasi secara lokal 

dan terhubung secara intemasional; 

3. Mempercepat kemampuan SDM dan lptek untuk mendukung 

pengembangan program utama, dengan meningkatkan nilai tambah 

di setiap koridor ekor:tomi. 

iii. Tergugat II senantiasa berusaha memajukan dan melindiungi hak asasi 

manusia. Hal mana dibuktikan dengan dibentuknya Tim Nasional 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diatur dalam 

Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan. Perpres tersebut merupakan penyempurnaan dari Perpres 

Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan 

Kemiskinan. Tim · Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 

- -~.::F#R:?K) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 
,_ "'" \ · •. 

·;,!=~~ u ·a~\ tim ini antara lain adalah menyusun kebijakan dan program 
·' '("'.!r.j )' -:;_- \, 

;: -~~ ) '"'\~-~\~ en = #gulangan kemiskinan, memastikan sinergi antara kementerian 

\\_,. , ~ (;tan ~h1baga negara, serta mengawasi pelaksanaannya. 
\\ \~/ lj . 

' 2''-~/ / 
~hwa Tim tersebut diketuai oleh Wakil Presiden Boediono (Tergugat 

II) dan wakilnya adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelas 

menteri dan pejabat setingkat menteri menjadi anggotanya, antara lain: 

Menteri Keuangan, . Menteri Sosial, Menteri Pendidikan, dan Menteri 

Kesehatan. Selain itu, sebagai anggota, juga ada Kepada Badan Pusat 

Statistik dan unsur masyarakat dan dunia usaha.; 

v. Bahwa Tim Nasional ~ercepatan Penanggulangan Kemiskinan 

bertugas menyusun kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan, melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi dan 

integrasi program-program penanggulangan kemiskinan di 

kementerian/lembaga serta melakukan pengawasan dan kegiatan 

penanggulangan kemiskinan. 



Bahwa dengan hal-hal yang diterangkan diatas bahwa Tergugat II 

berupaya semaksimalnya untuk melakukan peberantasan serta 

penanggulangan kemiskinan. Serta penurunan jumlah pemgamgguran. 

(2). Tentang Unsur Kerugian 

2.1 . Penggugat dalam posita gugatannya halaman 9 angka 88 mengenai 

kerugian yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 

- para Tergugat telah gagal melaksanakan kewajiban hukumnya 

memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia, sehingga 

mengakibatkan kerugian konstitusional pada para Penggugat 

karena para Penggugat tidak bisa menerima dan menjalankan hak 

konstitusional yang · seharusnya menjadi milik para penggugat 

sebagaimana yang dijamin UUD 1945; 

konstitusional yang nyata-nyata langsung diderita oleh para 

Penggugat yang mengajukan gugatan a quo dan pihak mana yang 

secara nyata menderita kerugian tersebut, Gugatan para penggugat 

juga tidak ada yang menyertakan alat bukti yang dapat menunjukkan 

bahwa para Penggugat mengalami kerugian _ 

2.4. Berdasarkan uraian diatas maka jelaslah bahwa gugatan para 

Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, oleh 

karena itu gugatan para Penggugat harus di tolak untuk seluruhnya. 

(3) Tentang Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian yang 

Ditimbulkan 

3. 1 . Salah satu unsur dari · perbuatan melawan hukum berdasarkan 

ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya hubungan 

kausal(hubungan sebab akib;:~t) antara perbuatan dengan kerugian 

yang ditimbulkan. 



--·---~··· ···· ·· ' 1 

I ~ALIN h fi.T ~ l-~--· . £11~ 

3.2. Dari uraian yang telah dikemukan diatas maka jelaslah bahwa 

T ergugat II telah melaksanakan kewajiban hukumnya melakukan 

langkah-iangkah signifikan untuk memberikan layanan dalam bidang 

transportasi bagi warga Negara Indonesia, sehingga Tergugat II tidak 

melakukan perbuatan melawan hukum. 

3.3. Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, 

maka T ergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum 

sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat 

seluruhnya. 

( 4 ). T entang Unsur Kesalahan 

Dari uraian unsur perbuatan . melawan hukum sebagaimana tersebut pad a 

tersebut diatas, jelas bahwa unsur kesalahan (schuld) tidak terpenuhi 
.. -.:.;~:-:-.., 

1-;>~ ::.·:;_~~"' 7~ rena Tergugat II telah melakukan kewajiban hukumnya dengan 

: . ... '/ 5(~, • 
1 
kukan langkah-langkah signifikan untuk memberantas serta 

([ ~ ( ~ 
1 
~ 1 

nggulangi kemiskinan Indonesia sehingga dengan demikian terbukt1 

\1\~)\ ~ ;~i a Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum. 

"'~~·<} 
..::.""'==-1ferdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka jelaslah bahwa 

unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam ketantuan Pasal 1365 KHUPerdata 

sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak terpenuhi, dengan 

demikian sehingga secara yuridis maka Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara a quo agar menolak.gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR jo Pasal 136 HIR eksepsi yang 

diajukan oleh T ergugat II sebagaimana diuraikan diatas adalah mengenai masalah 

tidak berwenangnya Lembaga Pera~ilan (in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) 

untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut) Oleh karena 

itu kami mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

yang memeriksa dan mengadili perkara a qui agar terlebih dahulu memutus 

eksepsi tentang kewenangan mengadili sebelum pemeriksaan berlanjut pada 

pokok perkara. 

Berdasarkan uraian, dasar hukum sebagimana diuraikan diatas, bersama ini 

perkenankanlah Tergugat II mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim 



y~mg memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan 

dengan amar sebagai berikut: 

PRIMAIR: 

DALAM EKSEPSI : 

1. Menerima Tanggapan tentang Citizen law Suit yang disampaikan Tergugat II; 

2. Menyatakan para Penggugat tidak mempunyai hak (legal Standing) untuk 

mengajukan gugatan Citizen law Suit; 

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk 

memeriksa dan dan mengadili perkara a quo; 

4. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat II; 

5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ; 

DALAM POKOK PERKARA : 

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya : 

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ; 
- .. 

·,~ . . "/,,~:::~~' 
· i,' .--.-~ -~~~AIR : 

~· ({ _._ 7 I 

:~ f t/ ·f·~ ... 
:; :, : '"' 1~-~ iia pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 
~~ ~~~ \ ~ t J. ~ agq . o t bono). 

~I \~:::>' Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat Ill 

telah menyampaikan jawabannya tertanggal 1 Nopember 2010 sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi 

1. Bahwa Gugatan Citizen law Suit yang diajukan oleh Penggugat belum memiliki 

pengaturan dalam sistem hukum di Indonesia, walaupun sudah ada 

yurisprudensi yang memeriksa dan memutus perkara melalui gugatan Citizen 

Law Suit tersebut. 

Bahwa berdasarkan yurisprudensi (terobosan hukum terhadap 2 perkara 

sebelumnya) terkait dengan Gugatan Citizen law Suit, gugatan yang diajukan 

oleh Penggugat tidak sesuai dengan yurisprudensi tersebut, dengan alasan: 

a. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya yang berbunyi "Menghukum 

TERGUGAT I karena salahnya untuk meminta maaf kepada rakyat 

Indonesia karena gagal melaksanakan kewajiban hukumnya untuk 

memenuhi hak konstitusi rakyat Indonesia melalui siaran pers yang 

dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia didampingi dengan para 



r 

menterinya" (dikutip TERGUGAT Ill dari gugatan PENGGUGAT halaman 20 

point 3) 

Bahwa dilihat dari yurisprudensi yang ada terkait citizen law suit, dapat 

diambil suatu mekanisme yang bisa dijadikan acuan dalam gugatan Citizen 

Law Suit. Berdasarkan yurisprudensi, tuntutan penggugat tersebut tidaklah 

dapat dibenarkan mengingat petitum gugatan citizen law suit seharusnya 

hanya memuat petitum "negara dihukum untuk mengeluarkan suatu 

kebijakan yang bersifat mengatur atau regelling terhadap sesuatu': bukan 

untuk menyampaikan permintaan maaf sebagaimana yang dituntut oleh 

penggugat. 

b. Bahwa PENGGUGAT dalam salah satu fakta hukum yang diajukannya 

..• '<.q~lam gugatan, yang berbunyi "bahwa terkait dengan buruknya keadaan 
; ..... '·; •. : ~ ;.I .,..., 

- ~~,-:;:.:-- - "~ diterima oleh warga negara Indonesia, serta pentingnya usaha untuk 

1{3j")~ "l)c: kan perbaikan dalam ~istem pemerintahan yang telah dijalankan oleh 

il ·~ ~E GAT I selama ini, maka sebagai bagian dari kontrol sosial dari warga 

V \ ~~ , para penggugat selaku perwakilan warga negara Indonesia telah 

\ ""~ .... ~ .... rtl girimkan surat peringatan dan/atau somasi terhadap TERGUGAT I 

dengan nomor surat 285/SAPTA-FAKTAISK/IX/2011 tertanggal 16 

September 2011 (dikutip TERGUGAT Ill dari gugatan PENGGUGAT 

Halaman 17 angka 77). 

Bahwa dilihat dari yurisprudensi yang ada terkait citizen law suit, dapat 

diambil suatu mekanisme yang bisa dijadikan acuan dalam gugatan Citizen 

Law Suit. Berdasarkan yurisprudensi, sebelum gugatan Citizen Law Suit 

diajukan ke pengadilan, didahului dengan pengiriman notifikasi berupa 

somasi kepada para tegrugat. Namun TERGUGAT Ill sampai dengan 

diterimanya gugatan ini belum pernah menerima somasi dari PENGGUGAT. 

Seharusnya somasi tidak hanya ditujukan kepada Presiden Republik 

Indonesia selaku TERGUGAT I, melainkan kepada PARA TERGUGAT 

dalam gugatan ini termasuk didalamnya adalah TERGUGAT Ill. 

2. Bahwa berdasarkan gugatan PEt-JGGUGAT yang berbunyi: "bahwa kedudukan 

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV, TEGRUGAT V, 

TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, 

TERUGGAT X, TERGUGAT XI, TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII dalam 

menjalankan pemerintahan di negara terikat dengan ketentuan Undang-Undang 

Dasar 1945 Negara Republik, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 



, ...... ~--------- ~ 

LSALINAi\(j 
Pemerintahan Daerah dan peratur~m perundang-undangan lain yang berlaku di 

Indonesia (dikutip TERGUGAT Ill dari gugatan PENGGUGAT Halaman 17 

angka 79). 

Bahwa PENGGUGAT tidak menunjukkan secara jelas dan rinci peraturan 

perundang-undangan apa yang dilanggar oleh TERGUGAT Ill, PENGGUGAT 

hanya mengeneralkan dengan menyebutkan peraturan perundang-undangan 

Jain yang berlaku di Indonesia, Hal ini menunjukkan bahwa gugatan 

PENGGUGA T kabur (obscuur libel). 

3. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT yang berbunyi : "bahwa 

berdasarkan data dan fakta-fakta diatas, TERGUGAT I, TERGUGAT II , 

TERGUGAT Ill, TERGUGAT IV, TEGRUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT 

VII, TEGRUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI , 

TERGUGAT XII, TERGUGAT XIII terbukti telah melakukan perbuatan melawan 

hukum karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memenuhi hak 

·· ·i:: G~bstitusional seluruh warga negara Indonesia sesuai dengan jaminan Undang-
.;-. '-1" ~ 

... '\.. \."7 \\ /;5· ~~n ,. Dasar 1945 khusunya Pasal28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 
!1 < I(~~·-· ., 
t{ ~ ~ E engamankan pemenuhan dalam hal penegakan, pemajuan, dan 

\ pe han hak asasi manusia yang merupakan kewajiban tanggung jawab 

~ \. ~e;/c (dikutip TERGUGAT Ill dari gugatan PENGGUGAT Halaman 17 angka 
'-~~~ 

Bahwa PENGGUGAT tidak menunjukkan tindakan konkrit melawan hukum 

yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (in casu 

TERGUGAT Ill). Hal ini menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT kabur 

(obscuur libel). 

4. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT yang berbunyi : "bahwa Tergugat I, 

Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, 

Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII 

terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan 

asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Pasal 3 Undang­

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, : dan Nepotisme" (dikutip TERGUGAT Ill dari 

gugatan PENGGUGAT Halaman 17 angka 81). 

Bahwa PENGGUGAT tidak menunjukkan tindakan konkrit "perbuatan melawan 

hukum dengan mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik" yang 

dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (in casu 



TERGUGAT Ill). Hal ini menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGAT kabur 

(obscuur libel). 

5. Bahwa PENGGUGAT tidak menunjukkan tindakan konkrit dan unsur-unsur 

perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian (berdasarkan pasal 

1365 jo pasal 1366, dan pasal 1367 KUHPerdata) yang dilakukan oleh Menteri 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (in casu TERGUGAT Ill). Hal ini 

menunjukkan bahwa gugatan PENGGUGA T kabur (obscuur libel) 

6. Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas, maka gugatan 

PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan 

tidak dapat diterima. 

Dalam Pokok Perkara 

1. Bahwa jumlah data masyarakat miskin yang dicantumkan oleh PENGGUGAT 

~~~~ , lam gugatannya adalah tidak up to datet terbaru. Dalam gugatanya 

/; :::t~ ' GGUGAT menyatakan : "bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, 

( J lfi't ~ per Agustus 201 0 tercatat jumlah penduduk Indonesia berjumlah 
' w ~ > ' 

2 h 56.363 juta jiwa, dengan jumlah penduduk miskin per maret 201 0 tercatat 

~~k.pesar. 3,~ ,02 juta jiwa atau setara dengan 13,33% dari total seluruh penduduk 

..:,··. lndonesra 

Bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi TNP2K (Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan) pada tanggal 5 Januari 2012 dan hasil RKP 2012 

pada tanggal 19 Januari 2012, diketahui berdasarkan data Badan Pusat 

Statistik bahwasanya jumlah rakyat miskin Indonesia telah mengalami 

penurunan, sehingga saat ini berjumlah 12,36% (data terakhir per bulan 

September 2011.) 

2. Bahwa pernyataan PENGGGUGAT dalam gugatannya yang berbunyi: "bahwa 

fakta diatas sangat kontradiktif dengan data riil kemiskinan masyarakat 

Indonesia, dimana masih terdapat sekitar 70 juta orang yang menerima beras 

miskin, dan sekitar 76,4 juta jiwa masyarakat yang mendapatkan pelayanan 

Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Hal mana peningkatan 

kesejahteraan masyarakat secar~ yuridis berada di bawah kewenangan Menteri 

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang pada saat gugatan ini diajukan 

dijabat oleh R. Agung Laksono dan/atau TERGUGAT Ill (dikutip TERGUGAT Ill 

dari gugatan PENGGUGAT Halaman 9 angka 16) adalah tidak benar. 



Bahwa jumlah penerima beras miskin yang dicantumkan oleh Penggugat dalam 

gugatannya adalah tidak valid. Bahwa berdasarkan Rapat Kerja Pemerintah 

yang diselenggarakan pada tanggal 19 Januari 2012, diperoleh penjabaran 

pemberian beras untuk rakyat fniskin (Raskin) pada tahun 2012 adalah 

dialokasikan untuk 17, 5 juta Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). 

Bahwa berdasarkan Rapat Kerja Pemerintah yang diselenggarakan pada 

tanggal 19 Januari 2012, diperoleh penjabaran pemberian Jamkesmas dengan 

cakupan/sasaran 76,4 juta jiwa penduduk. 

Perlu digaris bawahi bahwasanya angka 76,4 juta jiwa tersebut adalah 

cakupa/sasaran dari pemerintah, yang tentunya terdiri dari beberapa komponen 

didalamnya, sehingga tidak dapat dikatakan bahwasanya angka 76,4 juta jiwa 

penduduk tersebut adalah jumlah general dari penduduk miskin yang ada di 

Indonesia. 

bahwa data yang 

pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang 

meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan 

perlindungan sosial . 

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka dapat diketahui bahwasanya 

kesejahteraan sosial termasuk didalamnya peningkatan kesejahteraan 

masyarakat adalah kewajiban bersama antara pemerintah, pemerintah daerah_ 

dan masyarakat. 

Adapun Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (In casu 

TERGUGAT Ill) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 

tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91Tahun 2011 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan 

dan Organisasi Kementerian Negara mempunyai tugas "membantu presiden 

dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat". 



Bahwa dari 11 Prioritas Naisonal 'Kabinet Indonesia Bersatu II 2009-2014, 5 

(lima) diantaranya adalah prioritas bidang kesejahteraan rakyat yang terdiri dari 

1. Pendidikan; 

2. Kesehatan; 

3. Penanggulangan Kemiskinan; 

4. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; dan 

5. Kebudayaan, Kreativitas, dan lnovasi Teknologi. 

Bahwa dalam rangka pemenuhan 5 prioritas bidang kesejahteraan rakyat 

tersebut, telah dilaksanakan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan 

Rakyat dengan program-program yang bersifat koordinatif bidang 

kesejahteraan rakyat yang melibatkan lintas Kementerian I Lembaga. 

3. Bahwa TERGUGAT Ill menolak dalil PENGGUGAT selain dan selebihnya. 

di atas, maka gugatan 

ama hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, bersama ini perkenankanlah 

mengajukan permohonan agar Yth. Majelis Hakim Pengadilan 

Pusat, berkenan menerbitkan putusan dengan amar putusan 

sebagai berikut: 

I. Dalam Eksepsi: 

1. Menerima dalil-dalil eksepsi TERGUGAT Ill untuk seluruhnya; 

2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan secara hukum Gugatan 

PENGGUGAT tidak dapat diterima; 

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. 

II. Dalam Pokok Perkara: 

1. Menerima dalil-dalil jawaban TERGUGAT Ill untuk seluruhnya; 

2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan secara hukum Gugatan 

PENGGUGAT tidak dapat diterima; 

3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat IV 

telah menyampaikan jawabannya tertanggal 27 Oktober 2010 sebagai berikut: 

I. TANGGAPAN TERHADAP GUGATAN CITIZEN LAW SUIT. 
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A. Gugatan Para Penggugat Dengan Mekanisme Citizen Law Suit Tidak Diatur/ 

Tidak Diakomodir Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. 

1. Penggugat pada posita gugatan halaman 6 angka 9 menyatakan : 

"Bahwa dasar dari pengajuan gugatan ini adalah ketentuan hukum positif yang 

berlaku di negara Indonesia, dianta,ranya : 

a. Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-Ketentuan 

Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, "Pengadilan tidak boleh 

menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang 

diajukan dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya". 

b. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan 

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehakiman menyatakan, "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan 

4-G~ wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup didalam 

(!~J.f.~~. ;, \ ,. '·); ,) c 
' \. ~ ·. v. 

\ :~-"'1 --... ~ 
, ··Q. S jutnya Penggugat dalam posita gugatan halaman 6 angka 1 0 dan 
·~ \." \ , "-,,,, c::·'i tia man 7 angka 11 menyatakan: 

'· ' • <' 

,~:-;.:::-"·1 0. Bahwa meskipun mekanisme citizen law suit atau actio pupolaris belum 

dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, namun dalam prakteknya terdapat 

beberapa yurisprudensi terkait dengan mekanisme hukum citizen law suit, 

diantaranya: 

a. Putusan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Penanganan Buruh 

Migran Indonesia (TKI) yang dideportasi dari Malaysia di Nunukan di 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor 

28/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal8 Desember 2003 ... " 

b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengeluarkan 

putusan dalam Perkara Gugatan Citizen Law Suit mengenai Karban 

Ujian Nasional Nomor Perkara No. 228/Pdt/20071PN.JKT.PST. 

Dalam putusannya tanggal 21 Mei 2007 Majelis Hakim yang diketuai oleh 

Andriani Nurdin, SH memutuskan mengakui gugatan Citizen Law Suit dan 

menerima gugatan dari PARA PENGGUGA T. ... 



[SALlNANJ 
11 . Bahwa dengan adanya beberapa yurisprudensi dan terobosan hukum 

diatas. serta kompetensi yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT, maka 

sangat beralasan jika gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui 

mekanisme Citizen Law Suit yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ini 

dinyatakan dapat diterima oleh Majelis Hakim. " 

3. Sehubungan dengan dalil Penggugat sebagaimana dikutip di atas, Tergugat I 

dan T ergugat IV membantah dengan alasan-alasan sebagai berikut : 

a. Gugatan Citizen Law Suit adalah gugatan perbuatan melawan hukum atas 

nama kepentingan umum (on behalf of the public interest) yang dikenal 

galam sistem hukum common law, yang dapat diajukan oleh setiap orang 

dengan pengaturan Negara atau dengan kata lain harus ada aturannya 

terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar mekanisme gugatan seperti ini 

tidak dilakukan secara asal-asalan atau asal menggugat organ 

dengan hal tersebut di atas, gugatan Citizen Law Suit tidak dikenal 

ak diatur dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Oleh 

\ ~~ itu Tergugat I dan Tergugat IV secara tegas menolak segala bentuk 

...._ ·~ • tan apa pun yang belum/tidak diatur dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tertib hukum 

dan kepastian hukum yang ada ditengah masyarakat tetap terpelihara dan 

terjaga. 

c. Gugatan perwakilan yang diakui di Indonesia adalah Gugatan Perwakilan 

Kelompok/Ciass Action (vide Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor : 1 

T ahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) dan gugatan 

Legal Standing yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan 

antara lain Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Dengan demikian . mekanisme gugatan Citizen Law Suit tidak 

dikenal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

d. Selain itu dasar Penggugat yang menyatakan dasar pengajuan gugatan 

berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat ( 1) dan pasal 28 ayat ( 1 ) Undang -

Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 



Kekuasaan Kehakiman adalah dalil yang keliru karena ketentuan tersebut 

tidak dapat dijadikan dasar hukum pengajuan suatu gugatan Citizen Law 

Suit. 

e. Meskipun pasal 28 Undang Undang Nemer 4 Tahun 2008 menyebutkan 

bahwa Hakim wajib menggali hukum dan nilai-nilai yang hidup di dalam 

masyarakat, maka yang dimaksudkan adalah hukum materiilnya, bukan 

hukum formil. Hakim tidak · diperkenankan untuk menemukan atau 

menciptakan hukum fermi I. ·Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Sudikno 

Mertokusumo dalam (http://sudiknoartikel. blogspot. com/2008/03/actio­

popularis.html) dinyatakan bahwa : hukum acara perdata atau hukum acara 

formal adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya melaksanakan 

hukum perdata materiil atau bagaimana caranya melaksanakan tuntutan 

hak. Hukum atau peraturan yang mengatur cara melaksanakan tuntutan hak 

merupakan "aturan permainan" (spelregels) dalam melaksanakan tuntutan 
/~~: 

,,/~ ,_.,,lJ- . Sebagai aturan permainan dalam melaksanakan tuntutan hak maka 
~/ ";/ ) 'f' d t . f . t• h" h fr: -~) _:_'; ~'l~ .., cara per a a mempunya1 ungs1 yang pen mg, se mgga arus 

\ -:.-_ ~7fs~ t mperatif (memaksa) . 

. ·-~ ~-~ -: .. ·>/ 
.--- Lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa : 

Setiap orang bebas m~ngajukan gugatan dengan cara yang 

dikehendakinya. Hakimlah yang berkuasa dalam menerima dan memeriksa 

dan memutus perkara dengan: tunduk kepada peraturan hukum acara yang 

ada dan tidak menuruti justicisbelen (pencari keadilan/penggugat) yang 

memilih sendiri caranya berperkara yang tidaklbelum ada dasar hukumnya; 

Hakim tidak boleh mengadopsi lembaga hukum acara asing (kecuali 

sudah diatur dalam undang-undang); 
I 

Hakim dilarang menciptakan peraturan yang mengikat secara umum 

(Pasal 21 AB); 

Kebebasan hakim tidak mutlak, tetapi dibatasi oleh undang-undang, 

ketertiban umum dan kesusilaan; 

Penemuan hukum yang sering dikatakan "penerobosan" tidak dapat asal 

saja dilakukan (menerobos), tetapi ada metode atau peraturan 

permainannya. 

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Hakim diberikan 

peluang untuk mencari dan menemukan hukum secara substantif namun 
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tidak memberikan peluang pada Hakim untuk menciptakan hukum secara 

prosedural sesuai doktrin Prof. Sudikno Mertokusumo tersebut di atas. 

g. Terhadap dua putusan pengadilan yang oleh Penggugat dinyatakan sebagai 

yurisprudensi tidak dapat dijadikari dasar penerimaan dan diakuinya gugatan 

Citizen Law Suit di Indonesia dengan alasan sebagai berikut : 

Suatu putusan yang telah berke.kuatan hukum tetap dapat dijadikan 

yurisprudensi dan merupakan salah satu sumber hukum. Namun demikian, 

Indonesia dengan sistem hukuin Civil Law, tidak mewajibkan hakim terikat 

dengan putusan pengadilan yang telah ada sebelumnya. Hal ini berbeda 

dengan negara-negara yang menerapkan sistem hukum Common 

Law/Anglo Saxon dan menganut sitem "the binding force of precedent" atau 

\ ~bjfl uas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat 
" ~ ~~--· ajukan kekuatan hukum itu, . perlulah bahwa soal yang dituntut adalah 

sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di 

dalam hubungan yang sama pula". 

Maka kekuatan putusan hakim yang telah ada sebelumnya hanya mengikat 

para pihak yang terkait perkara itu, dan tidak serta merta dapat dijadikan 

dasar dalam memutus perkara lain. 

h. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dalam bentuk Citizen Law Suit 

sama sekali belum diatur atau belum dikenal dalam sistem hukum dan 

peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka mohon Majelis Hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak 

dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 

B. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat- Syarat Gugatan Citizen Law Suit. 

1. Gugatan Citizen Law Suit yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum 

atas nama kepentingan umum terhadap negara atau pemerintah yang pertama 

sekali di negara Amerika Serikat, yang mensyaratkan bahwa orang 

perorangan/warga negara yang akan mengajukan gugatan harus melakukan 

pemberitahuan (notice) terlebih dahulu tentang maksud dan tujuan dari 



pengajuan gugatan Citizen Law Suit sebelum pendaftaran dan pengajuan 

gugatan dilakukan. Notifikasi mehjadi suatu pra syarat untuk dapat diajukannya 

suatu gugatan Citizen Law Suit. Pemberitahuan (notice) tersebut merupakan 

suatu "mini statement" (pernyataan singkat) tentang kasus dan dibuat sesuai 

dengan syarat-syarat notifikasi yang telah diatur dalam peraturan perundang­

undangan yang bersangkutan atau peraturan lain yang mengatur tentang 

notifikasi. Notifikasi tersebut harus mengidentifikasikan pelanggaran dan 

tuntutan spesifik yang kemudian menjadi dasar pengajuan gugatan. 

2. Bahwa sampai dengan didaftarkannya gugatan ini di Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat tanggal 28 September 2011, Tergugat I dan Tergugat IV belum pernah 

menerima notifikasi dari Penggugat, sedangkan salah satu tujuan yang hendak 

dicapai dengan adanya kewajiban melakukan notifikasi adalah memberikan 

kesempatan secara fair kepada para Tergugat untuk mengajukan bantahan 

.~;c.uv,~ alam kesempatan awal dari proses penanganan perkara dan juga merupakan 
1 / . beritahuan awal kepada para T ergugat bahwa Penggugat akan 
~ . .... } ").{00 ajukan suatu gugatan terhadap para Tergugat sehingga para Tergugat 

~ ··~ d mengambil sikap apakah langsung memenuhi/melaksanakan tuntutan 

dilanjutkan ke 

3. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak didahului dengan notifikasi adalah 

gugatan yang tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan Citizen 

Law Suit sehingga cukup bera!asan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan 

gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). 

C. Penggugat Tidak Mempunyai Hak (Standing) Untuk Mengajukan Gugatan 

Citizen Law Suit. 

1. Bahwa seandainya Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini 

bahwa gugatan Citizen Law Suit sebagaimana praktek yang dikenal di 

negara lain seperti di Amerika Serikat dapat diterapkan di negara Republik 

Indonesia, maka pengajuan gugatan seperti ini mengharuskan pengadilan 

memeriksa dan menentukan terlebih dahulu apakah pihak Penggugat 

memiliki hak dan kapasitas (standing) untuk mengajukan gugatan Citizen 

Law Suit. 



r----·----
LSALINAi{j 

2. Meskipun bentuk gugatan Citizen Law Suit dimaksud untuk melindungi 

kepentingan umum dan masyarakat, tidak setiap orang dapat mengajukan 

gugatan Citizen Law Suit. Terlebih dahulu harus dipenuhi persyaratan yang 

menumbuhkan hak (standing) bagi seseorang untuk mengajukan gugatan 

seperti itu. Hak (standing) pada dasarnya berupa tuntutan bahwa seorang 

Penggugat memiliki kepentingan nyata dan pribadi dalam sengketa, dan 

benar-benar menderita kerugian. 

3. Asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata kita adalah 

asas Point D'lnterest Point D'Action yang berarti barang siapa mempunyai 

kepentingan dapat mengajukar tuntutan hak atau gugatan. Kepentingan 

disini bukan asal kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, 

~~ J

1 
· u kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara 

~'r~ -~ -r-; ugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri 

5 c.:5(i~!;~ ! kongkrit oleh Penggugat. Jika setiap orang dimungkinkan untuk 

~ '>~S-~e ~ gat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung" maka 

\ ~<.£J;Pa dipastikan pengadilan akan kebanjiran gugatan-gugatan. 
'---..... _~ . 

4. Bahwa di negara yang mengenal adanya bentuk gugatan Citizen Law Suit, 

untuk melindungi kepentingan umum dan masyarakat, tidak setiap orang 

dapat mengajukan gugatan Citizen Law Suit, karena terlebih dahulu harus 

dipenuhi persyaratan yang menimbulkan hak (standing) bagi seseorang 

untuk mengajukan gugatan semacam itu. 

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan praktek di Amerika Serikat, untuk dapat 

mengajukan gugatan dalam bentuk Citizen Law Suit, para Penggugat harus 

menunjukkan adanya kerugian yang diderita, namun dalam gugatan a quo 

para Pengugat tidak menunjLikkan adanya kerugian yang diderita. Hal ini 

sesuai dengan isi petitum gugatan yang pada intinya hanya meminta 

Tergugat I melakukan permintaan maaf kepada Warga Negara Indonesia. 

6. Bahwa gugatan perwakilan yang diakui di Indonesia adalah gugatan 

Perwakilan Kelompok (Class Action) yang didasarkan pada Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara 

Gugatan Perwakilan Kelompok dan Hak Gugat Organisasi (Legal Standing) 

yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain 

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1997 tentang Kehutanan, dan Undang 



Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan 

demikian mekanisme gugatan Citizen Law Suit tidak dikenal di Indonesia. 

7. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa Para Penggugat tidak 

memiliki hak (standing) untuk mengajukan gugatan dalam bentuk Citizen 

Law Suit di dalam perkara ini. Oleh karena itu sudah selayaknya bagi 

Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijke verklaard). 

II.EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI ABSOLUT (ABSOLUT COMPETENCY) 

A. Lembaga Peradilan (In Casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Tidak 

Berwenang Memeriksa dan Mengadili Gugatan Penggugat Karena 

,: '_:;}~~~~~an Melawan Hukum Yang Didalilkan dalam Gugatan Merupakan 

1~~:' i ..,c.\n/Policy Para Tergugat. 

~ ~ E' . 
~ . 
~-lf~ at dalam posita gugatan halaman 1 0 angka 27 menyebutkan 

\.,. .H~~fifa a berdasarkan ketentuan pasal 40 Undang Undang Nomor 40 

, _ ahun 1999 tentang Hak \Asasi Manusia yang berbunyi "setiap orang 

berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak". Sehingga 

berdasarkan point 21-26 diatas, maka wilayah pekuburan serta gerobak 

tidak termasuk ke dalam kategori tempat tinggal yang layak, termasuk 

tidak terpakainya ribuan rumah susun. Fakta ini membuktikan bahwasanya 

Tergugat I dan Tergugat IV telah gagal memenuhi hak warga negaranya 

atas peru mahan yang layak." 

2. Bahwa dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan yang berkaitan 

dengan pemenuhan perumahan bagi masyarakat, hal itu berkaitan dengan 

kebijakan/policy dari suatu pemerintahan in casu Tergugat I dan Tergugat 

IV. 

3. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat IV dalam menyelenggarakan urusan 

pemerintahan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan papan dan/atau 

perumahan adalah merupakan perbuatan/tindakan yang diatur dalam 

kapasitas sebagai kebijakan/policy pejabat pemerintah. 

4. Kebijakan/Policy Pemerintah tersebut tidak dapat dinilai/tidak tunduk dalam 

kewenangan mengadili oleh badan peradilan dan merupakan 



kebijakan/policy Pemerintah. Dengan demikian lembaga peradilan termasuk 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang saat ini sedang memeriksa dan 

mengadili perkara a quo tidak mempunyai kewenangan untuk menilai atau 

menguji secara hukum masalah kebijakan Pemerintah Rl terkait dengan 

pemenuhan kebutuhan papan dan/atau perumahan. 

5. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor : 838 K/Sip/1970 

tanggal 3 Maret 1971 pada intinya menyebutkan bahwa perbuatan kebijakan 

penguasa (dalam hal ini Pemerintah Rl) tidak termasuk kompetensi 

Pengadilan untuk menilainya. 

Agung R.I. sebagaimana dimaksud di atas 

Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Hakim di seluruh 

Indonesia memberikan petunjuk : "Bahwa kebijakan penguasa tidak 

termasuk kompetensi Pengadilan untuk memeriksanya". 

8. Uraian di atas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak 

berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Para Penggugat, 

sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan 

Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). 

B. Gugatan Dengan Dasar Pelanggaran Terhadap Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik Merupakan Kewenanganan Peradilan Tata Usaha 

Negara. 

1. Bahwa dalam posita gugatan dari Para Penggugat pada hal 8 angka 14 pada 

pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah melanggar asas-asas umum 

penyelenggaraan Negara berdasarkan pasal 3 Undang Undang Nomor 28 

T ahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 



2. Asas-asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma 

kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum yang pada awalnya asas-asas umum 

pemerintahan yan·g baik dimasukkan ke dalam Undang Undang Nomor 28 

T ahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dimana dalam pasal 3 dikatakan bahwa asas­

asas umum penyelenggaraan Negara meliputi : 

(1) Asas Kepastian Hukum; 

(2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 

(3) Asas Kepentingan Umum; 

( 4) Asas Keterbukaan; 

(5) Asas Proporsionalitas; 

(6) Asas Profesionalitas; 

mengenai dasar atau alasan-alasan gugatan tata usaha negara, yaitu 

pasal53 ayat (2) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : 

"Aiasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah : 

a. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik. 

Dalam penjelasannya mengenai asas-asas ini dikatakan "Yang dimaksud 

dengan asas-asas pemerintahan yang baik adalah meliputi : 

(1) Kepastian hukum; 

(2) Keterbukaan; 

(3) Proporsionalitas; 

(4) Profesionalitas; 

( 5) Akuntabi/itas." 

4. Dengan demikian, fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah : 

(1) Sebagai pegangan bagi pejabat administrasi neg~ra dalam menjalankan 

fungsinya. 

(2) Sebagai alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan 

administrasi Negara (yang berwujud beschikking). 
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(3) Sebagai dasar pengajuan gugatan terhadap pejabat administrasi/tata 

usaha Negara di badan peradilan tata usaha negara. 

5. Pasal134 HIR menyebutkan sebagai berikut : 

"Jika Perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan Pengadilan 

Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta 

supaya Hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa, dan Hakim wajib pula 

mengakui karena jabatannya. " 

6. Uraian di atas menunjukkan bahwa pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak 

berwerang untuk memeriksa dan mengadili tindakan/perbuatan yang 

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga 

cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para 

, , -- P~"Aggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). 
' \ ;.--·- ·- '-. "i.t ' .,_·y . "11' 

1:/ .:(~~'! a oleh karena Tergugat dan Tergugat IV mengajukan Eksepsi 

~ l'<~eb n Absolut dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 134 HIR jo 

\ ~ HIR mohon kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu memutus Eksepsi 
• ,.! 

~ "lo.,:· ·~ .. 
' '· ensi Absolut, sebelum memeriksa pokok perkara. 

Sekalipun demikian sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, 

dan berbiaya ringan, bersama ini Tergugat I dan Tergugat IV menyampaikan 

Eksepsi Prosesuil dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut: 

Ill. EKSEPSI PROSESUIL : 

Gugatan Penggugat Merupakan Gugatan Kabur (Obscuur Libel). 

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formil gugatan yaitu 
I . 

persyaratan mengenai isi gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 

Rv angka 3 yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat : 

- identitas para pihak; 

-. dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar 

serta alasan-alasan tuntutan (posita/fundamentum petendi); 

-. tuntutan (petitum). 

Fundamentum petendi atau dasar tuntutan memuat dua hal yaitu : 

-. Bagian yang mengurai tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, 

dan; 

Bagian yang menguraikan tentang hukum. 
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Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus 

posisi, sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak 

atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan. 

2. Posita atau fundamentum petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (rechts 

grand) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum 

jelas tetapi tidak menjelaskan fakta (fetelijke grand), dalil gugatan seperti itu 

tidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak 

tentu (M. Yahya Harahap, SH, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta : 

Apri12005, cetakan Pertama). 

3. Dasar hukum diajukannya gugatan oleh Para Penggugat adalah perbuatan 

melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 

:0·t~~UHPerdata (vide gugatan halaman 17 angka 82}, namun Para Penggugat juga 

""~· ~'lri~nyatakan bahwa Para Tergugat telah melanggar asas-asas umum 
<:" '1' f ~~ ~ rintahan (vide gugatcim halaman 17 angka 81 }, sehingga dasar gugatan 

~ ~~ ~ Penggugat menjadi tidak jelas, apakah gugatan perbuatan melawan ... 
atau pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak 

memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan kata lain gugatan Penggugat 

kabur karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I 

dan Tergugat IV, maupun antara masing-masing Tergugat, sehingga sudah 

selayaknya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima 

(niet onvankelijk verklaard). 

IV. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA 

Tergugat I dan Tergugat IV Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 

1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 9 angka 21 s/d 27 antara lain 

menyebutkan : 

- Terkait dengan kebutuhan akan papan dan/atau perumahan ini, pemerintah 

hanya memiliki kemampuan untuk memenuhi sekitar 54,7 juta rumah bagi 

warga negaranya. 

Secara de facto patut diduga akan terdapat sekitar 21 juta jiwa lebih warga 

Indonesia yang tidak terpenuhi hak atas perumahan. Bukti ini sejalan 

dengan pernyataan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa danlatau 



Tergugat IV yang menyatakan "Kebutuhan rumah bagi masyarakat terus 

meningkat setiap tahun. Berdasarkan data survei penduduk BPS jumlah 

kebutuhan rumah di Indonesia pada tahun 2011 mencapai angka 13 juta 

unit rumah." 

Ketidakmampuan Tergugat I dan Tergugat IV menyediakan rumah bagi 

warga negaranya juga dapat dilihat dari banyaknya warga negara yang 

terpaksa tinggal dan menetap di wilayah pekuburan-pekuburan serta 

banyaknya fenomena manusia gerobak (tinggal dan hidup dalam gerobak). 

Program pembangunan Rumah Susun yang diusung oleh Tergugat I dan 

galan program rumah susun dikarenakan pola pendekatan yang 
'i \ V / i rapkan oleh Tergugat I dan Tergugat IV hanya pendekatan proyek 

·~- emata, serta tidak memiliki model dan sistem penyediaan perumahan 

rakyat secara utuh, termasuk memberdayakan dan mengorganisir keluarga­

keluarga penghuni permukiman kumuh dan informal. 

- Wilayah pekuburan serta gerobak tidak termasuk kedalam kategori tempat 

tinggal yang layak, termasuk tidak terpakainya ribuan rumah susun sehingga 

Tergugat I dan Tergugat IV telah gaga! memenuhi hak warga negaranya 

atas perumahan yang layak. 

2. Selanjutnya Penggugat dalam posita gugatan halaman 16 angka 71 pada 

pokoknya menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai kepala 

negara dan kepala pemerintal)an, Tergugat llebih banyak memberikan keluhan 

dan kebohongan kepada masyarakat Indonesia yang patut diduga hanyalah 

merupakan cara T ergugat I menjaga citra positif semata. 

3. Selain itu Penggugat dalam posita gugatan halaman 17 s/d 18 angka 79 s/d 85 

pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat IV telah 

melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 jo 1366 

serta pasal 1367 KUH Perdata karena tidak menjalankan kewajiban hukumnya 

untuk memenuhi hak konstitusional seluruh warga negara Indonesia sesuai 
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Undang Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28 I ayat (4), dan mengabaikan 

asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan pasal 3 Undang 

Undang Nomor 28 Tahun 1999. 

4. Dalil Penggugat dalam posita gugatan sebagaimana dikutip pada angka 1 s/d 3 

diatas adalah tidak benar, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat IV 

membantahnya dengan alasan : 

a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat melalui 

pertanggungjawaban perdata perbuatan melawan hukum sebagaimana 

diatur da/am pasa/ 1365 jo pasa/ 1366 jo pasa/ 1367 KUHPerdata (vide 

gugatan halaman 17 s/d 18 angka 82 s/d 84}. 

b. KUHPerdata pasal 1365 menyebutkan : 

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang 

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

ngganti kerugian tersebut." . 

~" - _ ~ ~utnya pasal1366 KUH Perdata menyebutkan : 

~~e ~ orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan 

~~e l;l tannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau 

, ~~~ '/ g hati-hatinya". 

'::~;_:::,Seaangkan pasal 1367 KUHPerdata menyebutkan : 

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan 

perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan 

orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang­

barang yang berada dibawah pengawasannya ... " 

c. Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPerdata terdapat 

unsur-unsur sebagai berikut : 

• Harus ada perbuatan; 

• Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum; 

• Harus ada unsur kesalahan; 

• Harus ada kerugian yang diderita; 

• Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang 

ditimbulkan. 

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu 

unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan 

perbuatan melawan hukum. 



Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum meliputi: 

• Melanggar ketentuan undang-undang; 

• Melanggar hak subyektif orang lain, atau 

• Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau 

• Bertentangan dengan kesusilaan, atau 

• Melanggar kepatutan. 

d. Dengan demikian perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan 

Tergugat I dan Tergugat IV telah memenuhi unsur-unsur perbuatan 

melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 

KUHPerdata sebagai berikut : 

1) Unsur perbuatan melawan hukum : 

Untuk membuktikan bahwa Tergugat I dan tergugat IV tidak melakukan 

perbuatan melawan hukum, .terlebih dahulu akan diuraikan perbuatan 

atau tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan 

"-.<~1- ugat IV berkaitan dengan masalah penyediaan kebutuhan akan 
.·_.. "'"~\:.- ./ ,/jti· ....--~ \ dan/atau perumahan terhadap warga negara yang mendasari f'l ~~} \ nya gugatan perk~ra a quo oleh Penggugat sebagai berikut : 

L s_ t . gat I melalui Tergugat IV telah melakukan realisasi pelaksanaan 

~ ~ .)t ulan pembangunan · Perumahan Swadaya bagi masyarakat 

~ erpenghasilan rendah berdasarkan Peraturan Menteri Negara 

Perumahan Rakyat Nomor : 14 tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bagi 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 

b) Bantu an stimulan adalah fasilitas pemerintah berupa sejumlah dana 

yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah penerima 

manfaat bantuan stimulan untuk membantu pelaksanaan 

pembangunan perumahan swadaya. 

c) Perumahan swadaya ad~lah rumah atau perumahan yang dibangun 

atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau 

berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/perluasan atau 

pembangunan rumah baru beserta lingkungan. 

d) Masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang 

mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 



[SALIN AN] 
dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah layak huni yang 

memiliki standar layak huni yaitu kecukupan luas, kualitas dan 

kesehata·n yang harus dipenuhi suatu bangunan rumah. 

e) Tujuan bantuan stimulan peru mahan swadaya adalah untuk 

memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu 

membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya 

sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang 

sehat dan aman. 

f) Lingkup bantuan stimulan perumahan swadaya adalah meliputi : 

- pembangunan rumah baru yaitu pembuatan bangunan rumah 

layak huni; 

-. peningkatan kualitas rumah yaitu memperbaiki komponen rumah 

dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau 

;-==- memenuhi syarat rumah layak huni; 
,?7~:c~ 

.y ~~~--- ~·H \\J""~i,:~, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum yaitu 

? 9 ' -e~elengkapan dasar dan fasilitas yang dibutuhkan agar perumahan 
t / / t'-'f1)) '- I ~ 
~-· ~} 't a pat berfungsi secara sehat dan a man. 

\. v ,.~, ... , 
~~-- ~· 4g{_Wc::ida tahun anggaran 2006 s/d 2011 Kementerian Perumahan 
~_// -· 

Rakyat telah memberikan bantuan stimulan pembangunan 

perumahan swadaya dan peningkatan kualitas perumahan di daerah­

daerah di seluruh propinsi di Indonesia. 

h) Kementerian Peru mahan Rakyat berdasarkan Keputusan Menteri 

Negara Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2011 tentang 

Penetapan Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Stimulan Prasarana, 

Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Rumah Susun Sejahtera Sewa 

Tahun 2011 telah memberikan bantuan stimulan prasarana, sarana 

dan utilitas umum Rumah Susun Sejahtera Sewa di beberapa daerah 

Kabupaten/Kota di Indonesia. 

i) Disamping itu Kementerian Perumahan Rakyat berdasarkan 

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nom or 57 T ahun 

2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Perumahan 

Rakyat Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penetapan Kabupaten/Kota 



Penerima Bantuan Stimulan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

(PSU) Kawasan Tahun 2011 juga telah memberikan bantuan 

stimulan · prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan di beberapa 

daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. 

Dari uraian tersebut dia~as membuktikan bahwa dalil Penggugat yang 

menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat IV tidak memiliki model dan 

sistem penyediaan perumahan rakyat secara utuh adalah tidak benar. 

Sedangkan perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 

1365 KUHPerdata sebagaimana didalilkan oleh Penggugat terhadap 

T ergugat I dan T ergugat IV tidak terpenuhi karena T ergugat I bersama 

Tergugat IV telah melaksanakan kewajiban hukumnya dalam penyediaan 

kebutuhan akan papan dan/atau perumahan terhadap warga negara. Hal 

ini sesuai dengan keterituan pasal 2 Peraturan Menteri Negara 

Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tanggal 3 Desember 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat yang 

bidang Perumahan Rakyat dalam 

merintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

erintahan negara. 

Dari uraian sebagaimana tersebut pada angka 1 } diatas, jelas bahwa 

unsur kesalahan tidak terpenuhi karena Tergugat I dan Tergugat IV telah 

melaksanakan kewajiban hukumnya sesuai Peraturan Menteri Negara 

Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tanggal3 Desember 2010 

3) Unsur Kerugian : 

a} Penggugat dalam posita gugatannya halaman 19 angka 88 pada 

pokoknya menyatakan bahwa Para T ergugat telah gaga I 

melaksanakan kewajiban hukumnya memenuhi hak konstitusional 

warga negara Indonesia, sehingga mengakibatkan kerugian 

konstitusional pada Para. Penggugat karena Para Penggugat tidak 

bisa menerima dan menjalankan hak konstitusional yang seharusnya 

menjadi milik Para Penggugat sebagaimana jaminan Undang Undang 

Dasar 1945. 



b) Dalil Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah tidak benar. 

Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa kerugian yang dapat 

dituntut ·ganti ruginya dalam hubungan dengan terjadinya suatu 

perbuatan melawan hukum, harus merupakan akibat langsung dari 

perbuatan melawan hukum dimaksud. Sedangkan kerugian yang 

didalilkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan diatas adalah 

bukan merupakan kerugian yang diakibatkan langsung oleh 

perbuatan Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat IV 

karena Tergugat I dan Tergugat IV telah melaksanakan kewajiban 

hukumnya sehingga tidak terjadi perbuatan melawan hukum, dengan 

demikian unsur adanya kerugian sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan pasal 1365 KUHPerdata juga tidak terpenuhi. 

4) Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian Yang Ditimbulkan 

a) Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan 

ketentuan pasal .1365 KUHPerdata adalah adanya hubungan kausal 

antara perbuatan dengan kerugian yang 

c) Sedangkan unsur kerugian sebagaimana diuraikan pada angka 3) 

diatas bukan merupakan kerugian yang dimaksud dalam ketentuan 

pasal1365 KUHPerdata, karena kerugian tersebut bukan merupakan 

kerugian yang nyata-nyata diakibatkan langsung oleh perbuatan 

melawan hukum dimaksud. Dengan demikian jelas dan tegas bahwa 

unsur adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara 

perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan dalam suatu perbuatan 

melawan hukum tidak terpenuhi. 

e) Dari uraian huruf d diatas, jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat IV 

tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan 

Tergugat I dan Tergugat IV tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan 
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melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 

KUHPerdata. 

f) Selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para 

Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 1367 KUHPerdata (vide 

gugatan halaman 18 angka 84). Dalil Penggugat tersebut adalah 

tidak benar dan Tergugat I dan Tergugat IV membantahnya dengan 

alasan sebagai berikut : 

1) Pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan : 

"Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang 

disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya 

atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah 

pengawasannya ... " 

2) Menurut Prof. Subekti, SH lazimnya pasal ini diartikan terbatas 

yaitu seseorang dapat dipertanggungjawabkan 

tua atau wali untuk anak yang belum dewasa, yang 

Majikan untuk buruhnya, dalam melakukan pekerjaan 

yang ditugaskan pada mereka. 

Guru sekolah dan kepala tukang untuk murid dan tukangnya 

selama mereka ini berada dibawah pengawasan mereka. 

(Prof. Subekti, SH, Pokok-pokok Hukum Perdata, lntermasa, 

Jakarta : 2001, Cet.29). 

3) Berdasakan ketentuan pasal 1367 KUHPerdata dan pendapat 

Prof. Subeki, SH dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak saja 

bertanggung jawab . untuk kerugian yang disebabkan oleh 

perbuatannya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab untuk 

kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang 

menjadi tanggungannya. 
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4) Berdasarkan ketentuan pasal 1367 KUHPerdata dan pendapat 

Prof. ·subekti, SH, dalil gugatan Penggugat sebagaimana dikutip 

diatas jelas tidak dapat dikaitkan dengan pertanggungjawaban 

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1367 KUHPerdata 

karena hubungan hukum T ergugat I dengan T ergugat IV bukan 

merupakan hubungan antara majikan dan buruh melainkan 

membantu Tergugat I dalam menyelenggarakan pemerintahan 

negara. 

g) Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi 

dan T ergugat I serta T ergugat IV juga tidak terbukti melakukan 

perbuatan sebagaima~a dimaksud dalam ketentuan pasal 1366 jo 

. ;·-': ._,0_~sal 1367 KUHPerdata, maka petitum gugatan Penggugat yang 

1
-';-; "'~"l:·'0 ~ n agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I karena salahnya 

,fr)~ "Y~-o' meminta maaf kepada rakyat Indonesia menjadi tidak relevan 

t ·~g f isamping itu tuntutan Penggugat agar Tergugat I mengganti 

\ V j l}au me-reshuffle susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2, 

~~,Y sebahagian dan/atau seluruhnya sudah dilaksanakan oleh 

Tergugat I berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 oktober 2011 . Dengan demikian 

cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya. 

Berdasarkan uraian, dasar hukum, pendapat ahli dan yurisprudensi tersebut 

diatas. Tergugat I dan Tergugat IV mahan dengan hormat kepada Majelis Hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memberikan 

putusan dengan sebagai berikut : 

PRIMAIR : 

DALAM EKSEPSI : 

1. Menerima Tanggapan Citizen Law Suit Tergugat I dan Tergugat IV; 

2. Menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai hak (standing) untuk 

mengajukan gugatan Citizen Law Suit; 

3. Menerima Eksepsi yang diajukan ol~h Tergugat I dan Tergugat IV; 

4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk 

memeriksa dan mengadili perkara a quo; 
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5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. -. - ...; 

DALAM POKOK PERKARA : 

1 . Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara; 

A tau, 

SUBSIDAIR: 

89 

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono). 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat V 

tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini ; 

L DALAM EKSEPSI 

secara seksama, 

ugat V mengajukan Eksepsi sebagai berikut: 

'"\c, .. ~JGAT TIDAK MEMBERIKAN NOTIFIKASI TERHADAP TERGUGAT V 

Bahwa isi somasi adalah bahwa akan diajukan suatu Gugatan Citizen Lawsuit 

terhadap penyelenggara Negara atas kelalaian negara dalam pemenuhan hak­

hak Warga Negaranya dan memberikan kesempatan bagi negara untuk 

melakukan pemenuhan jika tidak gugatan diajukan. Pada prakteknya somasi ini 

harus diajukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum gugatan didaftarkan. 

Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 17 menyebutkan bahwa 

Penggugat selaku perwakilan warga negara Indonesia telah mengirimkan surat 

peringatan dan/atau somasi terhadap Tergugat I dengan nomor surat 

285/SAPTA-FAKTA/SKIIX/2011 tertanggal16 September 2011 . 

Bahwa Penggugat hanya mengirimkan notifikasi kepada Tergugat I dan tidak 

mengirimkan notifikasi ataupun tembusan dari notifikasi tersebut kepada Para 

Tergugat yang lain khususnya Tergugat V dan selain itu Penggugat 

mendaftarkan gugatan sebelum 2 bulan notifikasi tersebut diterima oleh 



Tergugat I yaitu pada tanggal 28 September 2011, sehingga hal tersebut 

membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan pengaturan 

gugatan Citizen Lawsuit. 

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka terlihat bahwa prosedur 

pengajuan gugatan Citizen Lawsuit oleh Penggugat tidak sesuai dengan 

ketentuan dalam gugatan Citizen • Lawsuit pada umumnya, sehingga sudah 

sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat 

diterima. 

2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) 

a. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 18 angka 85 menyatakan bahwa 

Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPER jo Pasal 

1366 KUHPER, serta Pasal 1367 KUHPER dengan tidak melaksanakan 

kewajiban konstitusi untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan 

~-: nuhi jaminan sosial bagi seluruh rakyat yang memungkinkan 

~
l . ~. >er~ bangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermatabat 

~ 1~J~,l~ pemenuhan hak asasi. warga negara yang diamanatkan Pasal 28H 

, ~..._ja , dan ayat (3), Pasal 281 ayat (4) UUD 1945. Sementara disisi lain 

\\ •. · -,~~Jfgugat dalam halaman dan angka yang sama menyatakan bahwa Para 
~~ ----~· · 

· .·-. Tergugat telah melanggar· Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik. Padahal di 

dalam isi gugatan, Penggugat sama sekali tidak menguraikan dan 

menjelaskan perbuatan Para T ergugat yang telah melanggar Pasal 3 dan 

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan lnformasi Publik. Selain itu, terlihat bahwa tidak ada 

kesesuaian antara uraian mengenai perihal yang menjadi dasar 

permohonan (posita) dengan apa yang dimohonkan (petitum) dalam 

gugatan Penggugat. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka 

terlihat bahwa gugatan Penggugat kabur/tidakjelas (obscuur libel), sehingga 

sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya 

tidak dapat diterima. 

b. Bahwa pada umumnya dalam gugatan Citizen Lawsuit adalah untuk 

menghukum negara untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat 

mengatur umum (regeling) agar kelalaian tidak terjadi lagi dikemudian hari. 

Akan tetapi Penggugat dalam petitumnya halaman 20 angka 3 meminta 

kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat I karena salahnya untuk 



meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena gagal melaksanakan 

kewajiban hukumnya untuk memenuhi hak konstitusi rakyat Indonesia 

melalui siaran pers yang dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia 

dengan para menterinya, dan dalam petitum halaman 20 angka 4 meminta 

kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I untuk mengganti 

dan/atau me-reshuffle susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 baik 

sebahagian dan/atau seluruhnya khususnya terhadap para menteri yang 

dianggap tidak memiliki kemampuan menjalankan amanat UUD 1945. 

Berdasarkan keterangan tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa 

gugatan Penggugat adalah kabur/tidak jelas (obscuur libel), sehingga sudah 

sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak 

dapat diterima. 

II. DALAM POKOK PERKARA 
./.=:-:: ::..:~· 

.;/ ,.l.'i>uE.~· .I 
,,~· 1..<. ~~ ~ ' 

r
/!/ "" ·\ hwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat V dalam Eksepsi secara 

f! ~{ ~t i utandis mohon dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak 

'\) ~is h an dengan pokok perkara jni dan selanjutnya Tergugat V mengajukan 

\~\ \ ~~ n dalam pokok perkara sebagai berikut: 
'·~...._..:a.,. ,.~ 

·,,""'·- -"' ahwa T ergugat V dengan tegas membantah dan menolak dalil-dalil gugatan 

yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya. 

2. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak menguraikan hubungan antara 

Penggugat dengan Tergugat V dan juga Penggugat tidak menguraikan dan 

menjelaskan secara rinci kedudukan Tergugat V yang telah melakukan 

perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya Majelis Hakim yang 

memeriksa perkara ini untuk menolak atau setidak-tidaknya tidak menerima 

gugatan Penggugat. 

3. Bahwa Tergugat V menolak dalil Penggugat halaman 10 angka 30 yang 

menyatakan bahwa program Bantuan Langsung Tunai yang dijalankan oleh 

Tergugat V merupakan program yang sia-sia karena yang dibutuhkan oleh oleh 

warga negara Indonesia buk~nlah bantuan dalam bentuk uang yang 

penggunaannya tidak begitu berdampak dalam peningkatan taraf hidup mereka, 

karena menurut T ergugat V pemyataan tersebut opini atau pendapat dari 

Penggugat, karena program Bantuan Langsung Tunai yang dilaksanakan pada 
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\~- .. 

tahun 2008 dilakukan dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan 

Bakar Minyak diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan. 

Bahwa perlu Tergugat V jelaskan bahwa tujuan program Bantuan Langsung 

Tunai dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak 

adalah untuk: 

a. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan 

dasarnya. 

b. Mencegah penurunan tarat kesejahteraan masyarakat miskin akibat 

kesulitan ekonomi. 

c. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. 

4. Bahwa Tergugat V menolak dalil Penggugat halaman 10 dan halaman 11 angka 

p:;t:RJ ang menyatakan bahwasanya yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia 

//~~~ · program jaminan sosial yang bersifat permanen dan bukannya bersifat 

t l1 4@ ~ ari seperti program Bantuan Langsung Tunai, karena menurut Tergugat 

~ "'") , ' --t ~ erintah juga berkewajiban memberikan perlindungan sosial bagi 

'\:; \ ~~ rakat miskin untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan 
"'- ~ ... ~· 
'~"- nyesuaian harga Bahan Bakar Minyak. Bahwa selain itu program semacam 

Bantuan Langsung Tunai di berbagai negara juga dilaksanakan, dalam bentuk 

yang beragam seperti: pemberian discount harga, pemberian voucer (kupon), 

dari tabungan. 

Bahwa selain itu, menurut Tergugat V program jaminan sosial yang bersifat 

permanen pada saat ini telah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh 

Pemerintah. Hal ini ditandai dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada tanggal25 

November 2011 . Dimana nantinya seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan 

jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan 

pensiun dan jaminan kematian. 

5. Bahwa Tergugat V menolak petitum Penggugat halaman 20 angka 4 yang 

meminta kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat I untuk mengganti 

dan/atau me-reshuffle susunan Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 baik 

sebahagian dan/atau seluruhnya khususnya terhadap para menterinya yang 

dianggap tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan amanat UUD 1945. Hal 



ini dikarenakan kewenangan untuk me-reshuffle atau mengganti susunan 

kabinet Menteri adalah kewenangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan 

(Eksekutif) dan bukanlah kewenangan pengadilan (Yudikatif) untuk me-reshuffle 

atau mengganti susunan kabinet Menteri, hal ini berdasarkan Pasal 17 ayat (2) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Bahwa yang diuraikan di atas oleh Tergugat V sudah merupakan argumentasi 

yuridis sehingga tidak perlu menanggapi datil-datil Gugatan Penggugat selebihnya, 

karena pada faktanya Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum 

kepada Penggugat. Sehingga oleh: sebab itu sudah sepatutnya Gugatan 

Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat 

diterima. 

Berdasarkan segala argumentasi yuridis yang telah Tergugat V kemukakan 

di atas adalah cukup beralasan, maka dengan hormat mohon kepada Majelis 

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan 

OZ:,E!{J j i Sebagai berikut: 

.< ~~~ 
I[ I~ ~ 'l ·. ALAM EKSEPSI 

~ ) , . - ---Mengabulkan eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya. 

\~'\..~) -----Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat 

diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). 

II. DALAM POKOK PERKARA 

------Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 

------Menyatakan Tergugat V tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum. 

------Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara 

ini. 

------Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya 

(Ex Aequo Et Bono). 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat VI 

telah menyampaikan jawabannya tertanggal 1 Nopember 201 0 sebagai berikut: 

I. DALAM EKSEPSI 

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo 

a. Bahwa sebagaimana didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya halaman 

5 angka 1 butir 1 , hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para 



Tergugat adalah hubungan antara Warga Negara dengan Pemerintah, 

dimana Tergugat VI sebagai Pemerintah yang memiliki Tugas dan 

Fungsinya d iatur dalam Undang-undang. 

b. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami sampaikan bahwa 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jelas tidak berwenang untuk memeriksa 

dan mengadili Gugatan Para Penggugat. Untuk itu, TERGUGAT VI 

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini 

di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dapat berkenan menyatakan dirinya 

tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya 

menyatakan menolak Gugatan · Para Penggugat seluruhnya atau setidak­

tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. 

4~ /:f Ba -~ :--sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR jo Pasal 136 HIR, Eksepsi 

~ 7 - ~~ jukan oleh TERGUGAT VI sebagaimana telah diuraikan diatas, 
v P. "' 

~ u :.. gan dengan masalah tidak berwenangnya lembaga peradilan dalam 

\, \ ~ J .i/ engadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili 

~~:~~ara ini (Kompetensi Absolut). Oleh karena itu, kami memohon kepada 

Majelis Hakim agar Jawaban/Eksepsi TERGUGAT VI dapat diputus terlebih 

dahulu sebelum pemeriksaan atas pokok perkara. 

2. Gugatan dalam bentuk Citizen Law Suit tidak dikenal dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia 

a. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam bentuk Citizen Law Suit sampai 

dengan saat ini belum diatur atau tidak dikenal dalam sistem hukum maupun 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu kami selaku 

Kuasa Hukum Tergugat menolak dengan tegas segala bentuk gugatan 

apapun yang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Indonesia dalam rangka untuk tetap menjaga tertib hukum dan 

kepastian hukum yang ada dalam masyarakat ; 

b. Bahwa Citizen Law Suit adalah Gugatan perbuatan melawan hukum atas 

nama kepentingan umum yang dikenal dengan sistem hukum Common Law, 

yang dapat diajukan oleh setiap orang dengan pengaturan dari Negara atau 

dengan kata lain harus ada aturannya terlebih dahulu supaya jelas prosedur 

dan mekanismenya sehingga tidak dilakukan secara serampangan ; 



c. Bahwa penggunaan Gugatan ~itizen Law Suit yang belum diatur dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hanya akan 

memberikan peluang bagi terjadinya ketidakpastian hukum dan gejolak 

sosial ddi tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut dimungkinkan terjadi 

karena sesuai dengan ketentuah yang ada dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hanya memberikan peluang 

kepada hakim untuk mencari dan menemukan hukum secara substantif 

serta yang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, namun 

tidak memberikan peluang kepada hakim untuk menciptakan hukum secara 

prosedural ; 

d. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang 

~.;;:--~~mor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan tidak 
.·?"" .. c..!:.RJ ,:., ·,_, 

(

l//; ~..._ ::~~~ menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang 

j ~)ty~~ \ n dengan dalih . bahwa tidak ada hukumnya atau hukumnya tidak 

~ ~)~I Si melainkan wajib memeriksa dan mengadillinya. Namun karena 
Q.. 

\ ~~ an Warga Negara (Citizen Law Suit) belum diatur dalam peraturan 

, '---~'P · ndang-undangan yang ada di Indonesia maka sudah sepantasnya 

apabila diperhatikan juga ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

- Hakim tidak dapat menciptakan peraturan yang mengikat setiap orang 

secara umum ; 

- Lembaga Hukum Acara Perdata Asing sepanjang belum ada landasan 

undang - undangnya, demi kepastian hukum tidak dapat diterapkan, 

kebebasan Hakim tidaklah mutlak tetapi dibatasi oleh Undang-Undang, 

ketertiban umum dan kesusilaan ; 

- Penemuan hukum yang sering dikatakan "penerobosan" tidak dapat asal 

saja dilakukan (menerobos) tetapi ada metode atau aturan permainannya. 

(Vide: Prof. Dr. Soedikno Mertokusumo, SH., Gugatan Actio Popularis dan 

Batas Kewenangan Hakim, www.hukumonline.com. Senin 18 Desember 

2006 ). 

e. Bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat yang diajukan dalam bentuk 

Citizen Law Suit belum diatur atau tidak dikenal dalam sistem hukum serta 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka kami 



memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk 

menyatakan Gugatan tidak dapat diterima. 

3. Penggugat tidak mempunyai hak (standing) untuk mengajukan gugatan Citizen 

Law Suit 

a. Bahwa seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, maka Gugatan Citizen 

Law Suit sebagaimana praktek yang dikenal di negara lain seperti Amerika 

Serikat, pengajuan Gugatan seperti ini mengharuskan pengadilan untuk 

memeriksa dan menentukan terlebih dahulu apakah pihak Penggugat 

memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan Gugatan. Sehubungan 

dengan hal tersebut, ada sebuah artikel yang diterbitkan oleh Defenders of 

Wildlife and Centre for Wildlife Law yang berjudul " Using Citizen Suits 

Statutes to protect Biodiversity" yang mengemukakan :" Standing pada 

dasarnya berupa tuntutan bahwa seseorang Penggugat memiliki 

~~epentingan nyata dan pribadi dalam sengketa serta benar-benar menderita 

fi··<.c.Efii.J,~~ugian." · · 

(, 'J ?~ i 
1
njutnnya Timothy J. Miller dalam tulisannya yang berjudul 'Friends of the 

II ~ ~.~ V Laid Law : A New lncentiveti stay on the Bali", juga mengemukakan 

~) ~ "Ma~k~mah Agung AS telah mengidentifikasi unsur kunci bagi 

· ··e·· . ndrng, yartu . 
':.c--~0/ ' 

-- Pertama, Penggugat harus menderita kerugian dalam kenyataan dalam arti 

tertumpu dan tertuju pada pihak Penggugat serta bukan hanya 

teoritis dan hipotesis ; 

Kedua, kerugian dapat dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh 

Tergugat; 

Ketiga, dapat dilihat keluar bahwa kerugian yang timbul dapat diperbaiki 

oleh putusan yang menguntungkan." 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka menjadi jelas bahwa di Negara 

yang mengenal adanya bentuk Gugatan Citizen Law Suit, dalam rangka 

melindungi kepentingan umum dan masyarakat, tidak setiap orang dapat 

mengajukan Gugatan Citizen Law Suit, karena terlebih dahulu harus 

dipenuhi persyaratan yang menumbuhkan hak (Standing) bagii seseorang 

untuk mengajukan Gugatan semacam itu ; 

(Vide : Putusan Perkara Nomor: 43/PDT.G/2006/PN.JKT.PST, halaman 28-

29). 
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b. Bahwa selanjutnya juga berdasarkan praktek di Amerika Serikat, untuk 

dapat mengajukan Gugatan dalam bentuk Citizen Law Suit maka para 

Penggugat harus menunjukan -adanya kerugian yang diderita oleh Para 

Penggugat itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan ciri khas ketentuan dalam 

pasal 1365 KUH Perdata dimana dalam perkara ini oleh para Penggugat 

telah dijadikan sebagai salah satu alasan hukum Gugatannya sebagaimana 

dinyatakan dalam halaman 11 angka 35 sebagai berikut: 

- "Buruknya pelayanan kesehatan yang diterima oleh warga negara 

Indonesia khususnya warga miskin, merupakan kelalaian danlatau 

kesalahan dari Menteri Kesehatan ... .. dst-nya tidak dikutip". 

- Berdasarkan hal terse but maka jelas bahwa bahwa T ergugat telah 

melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan tindakan­

~ · dakan yang bertentangan dengan undang-undang atau kecermatan 

'\/;"" - ..,., atut. 

1~ ·~ 7C 

~ ~ ~ asal 1365 KUH Perdata menentukan : 'Tiap perbuatan melanggar 

\ \_ ~ yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang 

~~¢( karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian 
"""( ., .. ;.,·~: . :. =:..... 

tersebut". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seseorang yang 

menggugat orang lain telah rt:~elakukan perbuatan melanggar hukum (PMH) 

harus mendalilkan bukan saja adanya PMH tetapi juga harus mendalilkan 

bahwa PMH itu benar-benar membawa kerugian bagi orang atau pihak yang 

mengajukan Gugatan. 

Dalam perkara a quo, Gugatan Penggugat sama sekali tidak mendalilkan 

kerugian apa yang nyata-nyata langsung diderita oleh 9 (sembilan) orang 

Penggugat sebagai akibat dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh 

para T ergugat khususnya T ergugat VI. 

d. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka menjadi semakin jelas bahwa 

Penggugat tidak memiliki hak (Standing) untuk mengajukan Gugatan dalam 

bentuk Citizen Law Suit di dalam perkara ini. Oleh karena itu sudah 

sewajarnya apabila Majelis Hakim menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat 

diterima. 



4. Gugatan Kabur (Obscuur Liebel) 

a. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mempunyai 

landasan hukum yang jelas. Sebagaimana yang tercantum dalam Gugatan 

halaman 12 angka 40 disebutkan " bahwa berdasarkan point 32-39 diatas, 

maka Tergugat I dan Tergugat VI tidak dapat memenuhi hak warga 

negaranya atas kesehatan, termasuk tidak berhasil melindungi anak dan 

remaja Indonesia dari paparan zat adiktif (rokok)". 

Berkaitan dengan dalil yang · telah diuraikan oleh Penggugat tersebut, 

ternyata Penggugat dalam posita gugatannya juga tidak menguraikan 

secara jelas aturan mana yang telah dilanggar oleh T ergugat IV, sehingga 

dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sesuai dengan 

ketentuan dalam Pasal 163 HIR, maka barang siapa yang mendalilkan 

_,<--- esuatu maka dirinya juga harus membuktikannya . 
. __,E. RlJ~ . ,v, . . 

i: § ~ ~~ · Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak jelas atau 

1\ ·~ ~b imana antara Posita dengan Petitum tidak bersesuaian atau tidak 

\ \ ~r;l'i, en. Dalam Posita Gugatan yang diajukan Penggugat pada halaman 

\\, '~1~€\mpai dengan 12 angka 32 hingga 40 tidak menjelaskan sama sekali 
... ~'"::::-:-=.~; ;::;..-

kerugian-kerugian yang telah diderita oleh warga masyarakat, terlebih lagi 

kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, Penggugat juga tidak 

menyatakan sama sekali apabila Tergugat telah melakukan Perbuatan 

Melawan Hukum, akan tetapi didalam Petitumnya Para Penggugat 

menyatakan bahwa Para Tergugat telah bersalah dan telah terbukti telah 

melakukan Perbuatan Melawan Hukum .... ... dst-nya tidak dikutip". 

Selanjutnya Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan Tiap perbuatan 

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, 

mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut". Hal tersebut jelas menunjukan hubungan 

kausalitas antara "perbuatan melawan" hukum dengan "ganti kerugian". 

Sebagaimana diketahui, kesesuaian dan konsistensi antara posita dan 

petitum adalah sebuah keharusan dalam hukum acara perdata sesuai yang 

tersirat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Rl Nomor : 

67/K/Sip/1975 tanggal13 Mei 1975. 

II. DALAM POKOK PERKARA 



1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap 

merupakan bagian dan karenanya mohon dianggap telah diulangi pula dalam 

Pokok Perkara. 

2. Bahwa TERGUGAT VI menolak s~luruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali 

terhadap hal-hal yang secara tegas diakui demi keuntungan TERGUGAT VI. 

3. Bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatannya 

pad a halaman 11 angka 32 dan 33' yang menyatakan : 

Angka 32 : 

"Warga negara Indonesia (dalam hal ini warga miskin) juga memiliki hak untuk 

mendapatkan layanan akan fasilitas kesehatan, dimana TERGUGAT I juga 

a~~mengeluarkan program Jaring Pengaman Sosial dalam bentuk Jaminan 

} ' . Ke ..,.' tan Masyarakat... .. dst-nya tidak dikutip". 

3( ~(cr R • • · 
~ 1 : ~ ah ~ rogram Jaminan . Kesehatan Masyarakat salah satu tujuannya adalah 

·V \~~~, erikan ~arga . mi~k:~ dalam bentuk pemberian layanan kesehatan 

~t$ ...... dst-nya tldak d1kut1p . . 

Berdasarkan dalil yang dikemukakan Para Penggugat di atas, dapat 

TERGUGAT VI sampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat khususnya masyarakat miskin, Kementerian Kesehatan 

Rl telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Rl dengan Nomor : 

686/MENKES/SKA/1/201 0 tentarig Program Jaminan Kesehatan Masyarakat 

(Jamkesmas), untuk memberikan fasilitas kesehatan masyarakat khususnya 

masyarakat miskin, dan Peraturan lainnya yaitu, Peraturan Menteri Kesehatan 

Rl Nomor: 2562/MENKES/ PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan 

Persalinan dimana Peraturan tersebut dibuat dalam rangka menurunkan angka 

kematian lbu dan anak dan mempercepat pencapaian MDG's (Millenium 

Development Goals) telah ditetapkan kebijakan bahwa setiap Jbu yang 

melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Program 

Jaminan Persalinan (Jampersal). Kementerian Kesehatan sejak tahun 2005 

telah melaksanakan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi 

Masyarakat Miskin/JPKMM atau lebih dikenal dengan Askeskin, yang kemudian 

berubah nama menjadi Program Jamkesmas hingga saat ini, yang kesemuanya 

memiliki tujuan yaitu memberikan penjaminan pelayanan kesehatan terhadap 

masyarakat. 



4. Selanjutnya sebagaimana dikemukakan Para Penggugat dalam Gugatannya 

pada halaman 11 angka 34 dan 35 yang menyatakan : 

Angka 34 : 

"Bahwa pemenuhan hak atas kesehatan akan bisa dijalankan apabila negara 

menyediakan sarana dan fasllitas kesehatan yang memadai dan 

terjangkau ..... dst-nya tidak dikutip". 

Angka 35: 

"Dinyatakan bahwa hanya terdapat sekitar 763 buah rumah sakit pemerintah 

diseluruh Indonesia yang berkewajiban untuk memberikan layanan kesehatan 

bagi sekitar 70 juta jiwa warga miskin dan/atau kuantitas rumah sakit tidak 

sepadan dengan jumlah warga miskin yang harus dilayani. .. dst-nya tidak 

dikutip". 

Argumnen tersebut dapat TERGUGAT VI tanggapi bahwa setiap peserta 

. _ mpunyai hak mendapat pelayanan kesehatan dasar, meliputi pelayanan 

. ;0:-t Ri' tan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat I nap Tingkat 

{{( ~; ""'5-. (RITP), pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), 

;.I ~'a~ p Tingkat Lanjutan (RITL) dan Pelayanan Gawat Darurat, manfaat 

... ~n7r Y/ yang iberikan ~alam bentuk pelayanan keseh~tan yan~ bersifat 

~~~~ruh (komprehenstf) berdasarkan kebutuhan medtk sesuat dengan 
~ /--~ 

"'': sta~dar pelayanan medik. Pelayanan Kesehatan di Indonesia menerapkan 

pelayanan yang terstruktur dan Pelayanan Berjenjang berdasarkan Rujukan, 

artinya Pemerintah telah berupaya memberikan Pelayanan Kesehatan secara 

maksimal untuk masyarakat. 

5. Bahwa sebagaimana tercantum dalam Gugatannya pada halaman 11 

bersambung ke hal a man 12 angka 36 s/d 40 dapat TERGUGA T VI jelaskan 

bahwa Gugatan Para Penggugat tidak beralasan karena prinsip-prinsip 

Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang merupakan kovenan 

lnternasional dan diinisiasi oleh WHO telah diadopsi dan juga telah terakomodir 

di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka Gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada 

TERGUGAT VI, harus ditolak dan dikesampingkan atau setidak-tidaknya 

dinyatakan tidak dapat diterima. 



Untuk itu TERGUGAT VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi 

I. DALAM EKSEPSI 

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT VI untuk seluruhnya ; 

- Menyatakanmenolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-

tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima. 

II. DALAM POKOK PERKARA 

Menyatakan menolak gugatan ~enggugat untuk seluruhnya atau setidak­

tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; 

Menyatakan tidak benar TERGUGAT VI melakukan Perbuatan Melawan Hukum 

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini. 
~·-: 

~~-·, L. ~; 

{Jt;;,~'J- · ang, bahwa at~s gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat VII 

~J~'y : J aikan jawabannya te~Oggal 1 Nopember 2010 sebagai berikut: 

'*~ / PSI : . 

~~ Tergugat VII menolak dengan tegas semua dalil Penggugat kecuali 

apa yang diakuinya secara tegas. 

2. Tentang Gugatan Citizen Law Suit (CLS) Dalam Sistem Hukum Acara Perdata 

Indonesia 

Bahwa sampai saat ini peradilan Indonesia belum mempunyai hukum acara 

sebagai dasar pengajuan gugatan "Hak Gugat Warga Negara" (Citizen Law 

Suit!CLS).Akan tetapi dalam praktek peradilan Indonesia sejumlah gugatan 

Citizen Law Suit/CLS sudah pernah diajukan oleh Warga Negara, dan gugatan 

tersebut telah diputus oleh Pengadilan. 

Literatur mengenai gugatan Citizen Law Suit/CLS juga masih sangat terbatas di 

Indonesia, sehingga belum banyak informasi yang dapat diperoleh tentang 

bagaimana suatu gugatan Citizen Law Suit/CLS diajukan ke Pengadilan. 

Literatur yang membahas mengenai syarat-syarat pengajuan hak warga negara 

ini antara lain ditemukan dalam buku" Panduan Bantuan Hukum di Indonesia", 

Jakarta: YLBHI dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Edisi Kedua, 2008. 

Dalam halaman 500 s.d 503 disebutkan bahwa syarat-syarat pengajuan hak 

gugat warga negara adalah: 1. adanya standing, 2. adanya pemberitahuan 



(notifikasi) dan 3.waktu, bentuk dan isi pemberitahuan. Tergugat VII akan 

membahas lebih lanjut mengenai syarat-syarat ini dikaitkan dengan gugatan 

Penggugat. 

3. Bahwa sesuai syarat-syarat pengajuan hak gugat warga Negara sebagaimana 

dimaksud pada butir 2, Tergugat VII akan menanggapi gugatan Penggugat 

sebagai berikut: 

a. Standing (Kewenangan Mengajukan Gugatan) 

Para Penggugat tidak mempunyai kerugian langsung dengan objek gugatan, 

khususnya yang terkait dengan pendidikan pada butir 41 s.d 45 gugatan, 

karena para Penggugat tidak lagi berstatus sebagai peserta didik. Oleh 

karena itu, para Penggugat tidak mempunyai standing (kewenangan 

mengajukan gugatan) a quo. 

M~~~ J Pemberitahuan) 

.• ..., m hukum common law pengajuan gugatan Citizen Law Suit/CLS 

~ ~a ~t an bahwa orang perorangan warga negara harus melakukan 

\ ~e9 , uan terlebih dahulu t~ntang maksud dan tujuan dari pengajuan 

~t6n ebeium pendaftaran dan pengajuan gugatan. Pemberitahuan 

dimaksud harus merinci pelanggaran dan tuntutan yang spesifik untuk 

kemudian menjadi dasar pengajuan gugatan. Rincian pelanggaran dan 

tuntutan tersebut diberikan kepada pelanggar dan instansi yang 

bertanggung jawab menerapkan peraturan perundang-undangan yang 

memberikan hak Citizen Law Suit. Pemberitahuan dalam Citizen Law Suit 

bertujuan untuk: 

a. memberikan dorongan intensif bagi pelanggar agar melakukan penataan; 

b. memberikan kesempatan separa fair kepada Tergugat untuk mengajukan 

bantahan dalam kesempatan paling awal dari proses penanganan 

perkara; 

c. kegagalandalam menyediakan pemberitahuan yang memenuhi syarat 

dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menolak gugatan; 

d. memberikan pendidikan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan 

dengan dilengkapi bukti dan fakta yang akurat. 

Pemberitahuan (notice) harus dikirimkan selambat-lambatnya 60 (enam 

puluh) hari sebelum tuntutan hukum diajukan. Batas waktu pemberitahuan 

tersebut dapat dijadikan dasar dan alasan untuk mengajukan mosi 



penolakan gugatan Citizen Law Suit. Pemberitahuan Citizen Law Suit harus 

dibuat dalam bentuk tertulis dan . dikirimkan kepada pelanggar yang dituduh 

maupun pada iristansi yang bertanggung jawab. 

Ternyata sampai dengan gugatanini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat, yaitu sejak terdaftar pada tanggal 28 September 2011 , Penggugat 

belum pernah menyampaikan pemberitahuan kepada Tergugat VII 

mengenai kegagalanuntuk melaksanakan kewajiban hukum dan memenuhi 

hak konstitusi rakyat Indonesia terkait dengan layanan bidang pendidikan. 

Padahal pengajuan gugatan Citizen Law Suit harus didahului dengan suatu 

pemberitahuan (notifikasi) dari pihak yang berkeberatan kepada 

pemerintah.Oieh karena itu, · kegagalan para Penggugat untuk 

memberitahukan mengenai kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara 

_ d~~m bidang pendidikan kepada Tergugat VII menjadi alasan bagi Hakim 
. r.· ~ ' · ....... 

. /<":;>:·~~~- -'• "'menolak gugatan. 
1; ,:, r ~ 

;? ci ~J:: ; _ ~-
1: ~ ~ i~ \ ~ ·• 
1\ ~ l > ktJ'k~pada Pihak · 

~J'7~~ atau pelanggaran yang dituduhkan wajib diberitahukan secara 

~tJ![s oleh Penggugat kepada pihak yang dianggap melanggar dalam 
.~ 

waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tuntutan hukum 

(gugatan) diajukan.Ternyata Penggugat tidak melakukan pemberitahuan 

(notifikasi) sebagaimana dikemukakan dalam huruf b. Oleh karena itu, 

adalah patut dan adil apabila Majelis Hakim menolak gugatan para 

Penggugat. 

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, 

Tergugat VII memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan 

untuk memberikan putusan sebagai berikut: 

1. Menerima eksepsi dari Tergugat VII; 

2. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya. 

DALAM POKOK PERKARA: 

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat VII dalam eksepsi mohon masuk 

dalam perkara. 

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 41 gugatan adalah 

tidak benar dan tidak beralasan hukum, hal mana terbukti dari uraian berikut: 



a. Kementerian Pendidikan Nasional mempunyai kebijakan yang dituangkan 

dalam Renstra tahun 2010-2014: 

1) Program Pendidikan Dasar · 

Tujuan: Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar 

bermutu dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota; 

2) Strategi Pelaksanaan Program 

a) Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk 

penerapan sistem pembelajaran SD bermutu yang merata di seluruh 

provinsi, kabupaten, dan kota; 

b) Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan 

~?;,~:~~~ pendidikan SD bermutu yang merata di seluruh provinsi, kabupaten, 

/]; . ~~fan kota 
Tabel1 . !If'('® '~ . . 

• • 1 :~ Kine~a Utama 201Q-2Q14 Persentase Lulusan SD/SDLB yang 

\.._~e~~ an ke SMP/SMPLB 
. / 

~"""'· lndikator Kinerja Utama Kendi TAHUN 

si 

Awal 

{2009) 

2010 2011 2012 2013 2014 

(%) (%) (%) (%) (%) 

IKU 1.3 APM SD/SDLB 32.94 82.9 8~.0 83.2 83.40 83.57 

4 1 9 

IKU 1.3.1 Provinsi ber-APM >83.57% 81 .8 82.5 83.1 83.7 34.4 85.0 

IKU 1.3.2 Kota ber-APM >83.57% 85.3 86.2 87.2 88.1 89.1 90.0 

IKU 1.3.3 Kabupaten ber-APM >83.57% 71.1 74.9 "i. 7 82.5 86.2 90.0 

IKU 1.4 Disparitas APK Pendidikan 12 12 10 8 5 3 

Dasar Antar Kab/Kota 

IKU 1.5 Persentase Peserta ' Didik 1.7 1.5 1.3 1.1 G.9 C.? 

SD/SDLB Putus Sekolah 

IKU 1.6 Persentase Lulusan SD/SDLB 90.0 91.4 92.8 =l,.2 95.6 97.0 

Yang Melanjutkan Ke 

SMP/SMPLB 



3) Kegiatan pelaksanaan program 

a) Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD; 

b) Penyediai:m Subsidi Pendidikan SD/SDLB Berkualitas; 

c) Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB; 

d) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis. 

b. Anggaran Pembangunan Manusia (APM) 

Tabel2 

Anggaran Pembangunan Manusia (triliun rupiah) 

NO SASARAN APM TAHUN 

2008 2009 

1 Penanganan 60,5 80,1 

Kemiskinan 

2010 2011 

75 1 146,3 

, -;·'\ -ttz-~ndidikan 55.30 84,92 90,82 91,00 

1(.-:: ;~:~~~hatan 14,04 15,74 18,79 13,98 

~ k ~~J ITBANG KOMPAS,DRATGH (dioiah dari APBN, BPS, dan UNDP) 
\\-) 
~?, ,)) "=-- Ciasarkan apa yang diuraikan di atas tampak jelas bahwa dalil Penggugat 

dalam butir 41 gugatan yang menyatakan bahwa T ergugat I telah lalai dalam 

memenuhi hak warga negaranya atas pendidikan dengan hanya merujuk pada 

data UNESCO, lndeks Pembangunan Pendidikan Indonesia [education 

development index) dalam EFA Global Monitoring Report 2011 adalah dalil 

yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum. 

3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 42 gugatan adalah 

tidak benar dan tidak beralasan hukum. Pemerintah telah berupaya dan bekerja 

keras untuk melakukan pembangunan pendidikan di Indonesia antara lain 

tercermin dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 

tentang Wajib Belajar sebagai pelakasanaan amanat Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Wajib belajar adalah 

program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh setiap warga negara 

Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. 

Pasal 3 menyatakan: 



a. Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, pendidikan 

nonformal, dan pendidikan informal; 

b. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada 

jE7njang pendidikan dasar yang meliputi SD, Ml, SMP, MTs dan bentuk lain 

yang sederajat. 

c. Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal 

dilaksanakan melalui program paket A, program paket B, dan bentuk lain 

yang sederajat. 

Pasal 4 menyatakan: 

Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah 

sesuai kewenangannya, atau masyarakat. 

Pasal 13 menyatakan: 

~~· •'"' "' :« ~,arakal berkewajiban mendukung penyelenggaraan program wajib belajar. 

1 { ~ ~~~ wajib belajar yang dianut Indonesia saat ini bukanlah konsep 

~ 5 ~ ~-jfFory education yang mewajibkan orangtua untuk menyekolahkan \:J ~arJa, melainkan konsep pendidikan semesta (universal education) yang 

~-~ IJ)7ankan pada peran negara untuk menyediakan layanan wajib belajar. 

~"--~erintah telah melakukan berbagai upaya termasuk menyediakan sarana 

prasarana pendidikan, antara lain, untuk meningkatkan ketersediaan layanan 

pendidikan untuk sekolah dasar me,lalui pembangunan sekolah baru dan ruang 

belajar serta perbaikan sarana prasarana yang ada. Dalam melaksanakan 

program sesuai Renstra Kemdiknas 201 0-2014, digunakan strategi sebagai 

berikut: 

a. penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem 

pembelajaran SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu yang merata di seluruh 

kabupaten/kota dan provinsi; 

b. penyediaan subsidi untuk meningkatkan kete~angkauan layanan pendidikan 

SD/SDLB dan SMP/SMPLB bermutu yang merata di seluruh kabupaten/kota 

dan provinsi. 

Dengan demikian tidak ada alasan bagi seorang anak untuk tidak dapat 

menempuh pendidikan. 

lndikator Kinerja Utama Persentase SD/SDLB Bersatandar SNP Akreditasi 

Minimal B 



NO KONO TAHUN 

INOIKATOR KINERJA UTAMA lSI 201 201 201 201 2014 

AWAL 0 1 2 3 (%) 
(2009) (%) (%) (%) (%) 

IKU Persentase so memiliki sarana 10 28 46 74 92 100 

1.8 komputer 

IKU Persentase kabupaten/kota memiliki 28.0 39. 50. 62. 73. 85.0 

1.9 SO SBIIRSBI 4 8 2 6 

IKU Persentase SO/SOLB menerapkan 32.0 41. 51 60. 70. 80.0 

1.10 KTSP dengan baik 6 2 8 4 

IKU Persentase SO/SOLB Berstandar 30 35 40 50 60 70 

1.11 SNP Akreditasi Minimal B 

.. ~' Tabel.4 {j ~~' enurunan Angka Putus Sekolah Selama Tiga Tahun Terakhir 
~ \ l ' 
~ ~~o -!;Ef'.JJANG PENOIOIKAN TAHUN RATA-

• J? "'I 2007- 2008- 2009- 2010- RATA 
,~P'/ ...•. j 

2008 2009 2010 ' 2011 .......... / 
1 Siswa Putus Sekolah SO 475.145 437.608 445.075 410.619 442.111 

,75 

2 Persentase siswa put us 1 31 ' 1,64 1,65 1,50 1,65 

sekolah (%) 

3 Jumlah siswa 26.627. 26.984. 27.328. 27.869. 27.202. 

427 824 601 752 651 

Tabel. 5 

T abel Contoh Perhitungan Angka Putus Sekolah 

JENJANG JUMLAH SJSWA LULUSAN PUTUS 

PENOJOIKAN SEKOLAH 

2008/20 2009/20 2009/20 2008/20 2008/20 

09 10 10 09 09 

A b c 

Sekolah Oasar (SO) 26.984.8 27.328. 4.732.5 3.943.6 445.075 

24 601 48 96 
. . 

Angka Putus Sekolah (c) d1h1tung dengan rum us sebaga1 benkut: a + b 

keterangan: 

2009/20 

10 

d 

-65 



f ~ft. T IN·AN : l ·~ , ~ \.• . n J 
~-------~---------

a = siswa tahun sebelumnya dikurangi siswa tahun berjalan; 

b = siswa baru tingkat 1 tahun berjalan dikurangi jumlah lulusan ; 

c = angka putus sekolah d = persentase angka putus sekolah; 

Berdasarkan tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa pada peri ode tahun 2007-

2008 jumlah siswa SD 26.627.427_, sedangkan siswa putus sekolah SD 475.145 

(1 ,81 %}, tahun 2008-2009, jumlah siswa SD 26.984.824, siswa putus sekolah 

SD 437.608 (1,64%), tahun 2009-2010 jumlah siswa SD 27.328.601 , siswa 

putus sekolah SD 445.075 (1 ,65%), dan tahun 2010-2011 jumlah siswa SD 

27.869.752 siswa putus sekolah SD (1 ,50%). Kemudian apabila jumlah tahun 

per periode tersebut dirata-ratakan antara jumlah siswa dengan siswa SD yang 

putus sekolah menghasilkan angka 442.111 (1 ,65%).Dari jumlah tersebut 

ditemukan perbedaan angka yang jumlahnya sangat signifikan antara data 

enggugat dengan data Tergugat VII miliki yaitu terdapat selisih angka 85.739. 

/~~~tRl~ ngka ini menunjukkan bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam 

/1 - -f ... ~ a adalah dalil yang mengada-ada. 
II ,. ~ c 
ti 7. -~ ( u. 
1\ ,~ ""'- ~ \>, 4.0wj a yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 43 gugatan adalah 

~,:!~ _ enar dan tidak beralasan hukum. Penyelenggaraan pendidikan 
~ ::~:"'--

"'-"'" ... sanakan berdasarkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh 

Indonesia, yang disebut dengan standar nasional pendidikan sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin 

mutu pendidikan nasional. Pasal 71 menyatakan bahwa kriteria kelulusan ujian 

nasional dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri. 

Selanjutnya Pasal 72 ayat (1) menyatakan bahwa peserta didik dinyatakan lulus 

dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: 

a) menyelesaikan seturuh program pembelajaran; 

b) memperoleh nilai minimal baik , pada penilaian akhir untuk seluruh mata 

p~lajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata 

pelajaran kewarganegaraan .dan kepribadian, kelompok mata pelajaran 

estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; 

c) Julus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi; dan 

d) Julus Ujian Nasional. 

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2005, setiap tahun diterbitkan kriteria kelulusan peserta didik yang ditetapkan 

oleh Menteri Pendidikan Nasional dengan kriteria yang sama. Untuk tahun 



2010-2011 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 

Tahun 2011tentang Ujian Sekolah/Madrasah Dan Ujian Nasional Pada Sekolah 

Dasar/Madrasah lbtidayah Dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 

2010-2011 . Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 

2011 menyatakan peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah: 

a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; 

b. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata 

pelajaran: 

1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 

2) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; 

3) kelompok mata pelajaran estetika; dan 

4) kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan; 

c. lulus US/M untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 

dan 

d. lulus UN. 
-··~- ~-~ --~-...... 

, ,.?(,u<J j · - am Pasal 21 ditentukan bahwa: 

. (l'J ~"' -]::,__~ a.(,.... "teria kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah untuk semua 

l ~!(~~ ~ ta pelajaran ditetapkan . oleh satuan pendidikan masing-masing 

, :: \ -~ J;, dasarkan perolehan nilai sekolah/madrasah; 

\{ \,.~/ 
~~t( nilai sekolah/madrasah diperoleh dari rata-rata gabungan dari ujian 

sekolah/madrasah dan nilai rata-rata raper semester 7, 8, 9, 10, dan 11 

dengan pembobotan 60% (enam puluh persen) untuk nilai ujian 

sekolah/madrasah dan 40% (empat puluh persen) untuk nilai rata-rata raper. 

Nilai gabungan tersebut pada huruf b disebut nilai sekolah/madrasah. 

Kemudian dalam Pasal 22 ditentukan bahwa: 

a. kelulusan peserta didik dari ujian nasional ditentukan berdasarkan nilai akhir; 

b. nilai akhir diperoleh dari nilai rata-rata gabungan nilai sekolah/madrasah dari 

mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai ujian nasional dengan 

formula 60% (enam puluh persen) nilai ujian nasional dan 40% (empat puluh 

persen) sekolah/madrasah; 

c. kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan 

pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kelulusan sebagaimana 

dimaksud pada pasal20. 



Kelulusan peserta didik ditentukan berdasarkan nilai akhir yang diperoleh dari 

nilai gabungan nilai sekolah/madrasah pada mata pelajaran yang 

diujinasionalkan da·n nilai ujian nasional dengan pembobotan 40% (empat puluh 

persen) untuk nilai sekolah/madrasah dan 60% (enam puluh persen) untuk nilai 

ujian nasional. 

Untuk tahun 2010-2011 telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nemer 45 Tahun 2010 tentang Kriteria Kelulusan Ujian Nasional Tahun 

Pelajaran 201 0/2011 . Peraturan Menteri Pendidikan ini antara lain mengatur 

mengenai kriteria kelulusan bagi peserta didik dari satuan pendidikan 

SMP/MTS/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK. Kriteria kelulusan tersebut 

adalah samadengan kriteria kelulusan peserta didik sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nemer 2 Tahun 2011 . 

Pendidikan Nasional Nemer 45 Tahun 2010 Pasal 2, 

ian di atas tampak jelas bahwa penilaian terhadap kelulusan 

standar penilaian pendidikan yang berlaku secara 

Sementara kelulusan peserta didik ditentukan oleh nilai 

sekolah/madrasah yang terdiri dari rata-rata gabungan dari ujian 

sekolah/madrasah dan nilai rata-rata raper semester 7, 8, 9, 10, dan 11 serta 

hasil ujian nasional. Dengan kata Jain, dapat dikemukakan bahwa: 

a. penyusunan seal ujian nasional telah mempertimbangkan disparitas kondisi 

pendidikan menurut wilayah; 

b. penyusunan seal dilakukan oleh para guru mata pelajaran yang terpilih dari 

seluruh wilayah Indonesia; 

c. penetapan seal dilakukan berdasarkan atas pertimbangan oleh guru dan 

tenaga ahli materi yang menegaskan bahwa seal tersebut hanya mengukur 

kemampuan siswa secara minimal. 

Berdasarkan apa yang diuraikan di atas tampak jelas bahwa dalil Penggugat 

dalam butir 43 gugatan yang menyatakan kelulusan peserta didik hanya 

berdasarkan hasil ujian semata tanpa mempertimbangkan aspek lainnya adalah 

dalil yang mengada-ada dan tida.k beralasan hukum. 



5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 44 gugatan adalah 

tidak benar dan tidak beralasan hukum. Privatisasi adalah penjualan sebagian 

atau semua saham sebuah perusahaan milik pemerintah kepada publik, baik 

melalui penjualan langsung ke perusahaan swasta nasional dan asing maupun 

melalui bursa efek. Memprivatisasikan adalah mengalihkan dari milik 

pemerintah (Negara) menjadi milik perorangan (swasta) (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat 

2008, halaman 1102-1103). 

Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan bahwa 

pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip nirlaba,yaitu prinsip 

keg_iatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, 
. ) 

C 
s~""'hing. ga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan 

~~AA~ meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan, 
.,." '\t 

:/ _l,~~~~a ,; , s berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada 

? ~/ ([§?!on J?~~erta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian. 
~ . . > ~ I 

. I 
~ ' ,1" , A, ' 

.. '- .. ~ J :j I 
~"'~"'"Kern an Pasal 58 huruf g ayat (l)menyatakan organ dan pengelolaan satuan 

~-:::P~ndidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan tata 

kelola yang ditetapkan oleh badan hukum nirlaba yang sah berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara dalam ayat (2) 

ditentukan bahwa pengelolaan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh 

masyarakat diselenggarakan berdasarkan prinsip nirlaba, yaitu prinsip kegiatan 

satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga 

seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk 

meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan, danakses 

berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta 

didik dan peserta didik, tanpa pengecualian. 

Pasal 53A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 menyatakan 

bahwa satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan tinggi yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan 

kewenangan masing-masing wajib ~engalokasikan tempat bagi calon peserta 

didik berkewarganegaraan Indonesia, yang memiliki potensi akademik memadai 



dan kurang mampu secara ekonomi, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 

jumlah keseluruhan peserta didik baru. 

Dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ditentukan bahwa Menteri 

Pendidikan Nasional menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik 

memperoleh akses pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak 

mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau 

peserta didik di daerah khusus. Jaminan memperoleh akses pendidikan 

tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan biaya pendidikan oleh 

Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan 

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 

Dari uraian di atas, telah jelas bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia 

_,_c:ij~9~~rkan pada prinsip nirlaba, berkeadilan, merata, dan terbuka.Pemerintah 

/:·:: m-eill~'¢t· an bantuan pend!dikan kepada peserta didik yang orang tua/walinya .· ,.,. 

:i? . .:-~l .1' pu membiayai pendidikan sehingga yang bersangkutan dapat 

;! ~,( ~ :. I h akses pendidikan. Pemerintah tidak pernah melakukan kebijakan v \\~.,.e. ~!;, ti ... atau mengalihkan perguruan tinggi tertentu menjadi milik perorangan 

~~ enyebabkan pendidikan tinggi menjadi tidak terjangkau bagi warga 

m1s in di Indonesia, tetapi Pemerintah justru memberikan bantuan pendidikan 

kepada peserta didik yang miskin dan mengalokasikan paling sedikit 20% 

tempat bagi calon peserta didik baru yang memiliki potensi akademik memadai 

tetapi kurang mampu secara ekonomi. 

Berdasarkan hal di atas, tampak jelas bahwa apa yang didalilkan oleh 

Penggugat pada butir 44 Gugatan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak 

beralasan hukum. 

6. Bahwa mengenai dalil-dalil Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugat VII 

tanggapi karena sudah termuat dalam jawaban di atas. 

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan di atas, 

Tergugat VII memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan 

untuk memberikan putusan sebagai berikut: 

1. Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan 

tidak dapat diterima. 



~ 

\ 
2. Menghu~um Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam 

perkara ini. 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat VIII 

telah menyampaikan jawabannya terta(lggal 1 Nopember 2010 sebagai berikut: 

DALAM EKSEPSI 

A. Pengadilan Negeri [in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Tidak Berwenang 

Untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut) 

Berdasarkan Pasal 134 HIR yang menyebutkan: "Jika perselisihan itu suatu 

perkara yang tidak termasuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap 

waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya Hakim menyatakan 

dirinya tidak berkuasa, dan Hakim wajib pula mengakui karena jabatannya," serta 

Pasal 132 Rv yaitu "dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok 

perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang 
,:--=-~ ' < ... \:"-'l..i ~lldakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak .. ~ ·/' zt 

;; ~-/>~ '7 nang", mahan agar Majelis Hakim yang terhormat memeriksa terlebih dahulu 

( 2 . e ~ angan absolut Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili perkara a 

\ o.. q ebelum memeriksa Jawaban atas pokok perkara, berdasarkan hal-hal 

~ \ \J J.,., gai berikut: 
~'~" ~ Gugatan Dalam Bentuk Citizen Law Suit Tidak Diatur Dalam Perundang-

undangan Di Indonesia 

Bahwa Penggugat dalam gugatan menyatakan dalil sebagai berikut: 

a. "Bahwa meskipun mekanisme citizen Jaw suit atau actio pupolaris belum 

dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, namun dalam prakteknya 

terdapat beberapa yurisprudensi terkait dengan mekanisme hukum citizen 

lawsuit...':· (Halaman 6, angka 1 0) ; 

b. "Bahwa dengan adanya beberapa yurisprudensi dan terobosan hukum 

diatas, serta kompetensi yang dimi/iki oleh PARA PENGGUGA T, maka 

sangat beralasan jika gugatan Perbuatan Melawan Hukum melalui 

mekanisme citizen law suit yang diajukan oleh PARA PENGGUGA T ini 

dinyatakan dapat diterima oleh Majelis Hakim." (Halaman 7, angka 11) 

Sehubungan dengan dalil Para Penggugat sebagaimana dikutip di atas, Tergugat 

VIII membantahnya dengan alasan sebagai berikut: 



(SALIN~N] 
a. Gugatary Citizen Law Suit adalah gugatan perbuatan melawan hukum atas 

nama kepentingan umum (on behalf of the public interest) terhadap negara atau 

pemerintah yang secara nyata merugikan kepentingan umum dan 

kesejahteraan secara luas (pro bono publicio). Gugatan ini dikenal dalam 

sistem hukum common law, yang dapat diajukan oleh setiap orang dengan 

pengaturan negara atau dengan kata lain harus ada pengaturannya terlebih 

dahulu. Hal ini dimaksudkan agar mekanisme gugatan Citizen Law Suit ini tidak 

dilakukan secara asal-asalan atau . menggugat organ pemerintah/negara atau 

pih.ak swasta ; 

b. Gugatan Citizen Law Suit tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan di 

Indonesia. Gugatan perwakilan yang diakui di Indonesia adalah bentuk 

perwakilan kelompoklc/ass action (vide Peraturan Mahkamah Agung Alo. 1 

Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok) yang diatur dalam 

beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-undang No. 41 

~~~ij 1999 tentang Kehutanan d~n Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang 

/1/r: 1-;P~_,e~-~ ngan Konsumen. Oleh karena itu Tergugat VIII secara tegas menolak (( ;f Jr . ., ':1 .. 
\\ % 1 .,~ ~ bentuk gugatan apa pun yang belum ada pengaturannya dalam 

\ ·) ~ p..9ra · n perundang-undangan di Indonesia, dengan dasar agar tata tertib 

\\,~ dan kepastian hukum yang ada ditengah masyarakat tetap terpelihara 

n terjaga ; 

c. Tergugat VIII menolak dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa dengan 

adanya beberapa yurisprudensi dan terobosan hukum gugatan mekanisme 

Citizen Law Suit dalam praktek hukum di Indonesia dan menjadi terobosan 

hukum, dengan dasar : 

1) Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan 

yurisprudensi dan merupakan salah satu sumber hukum. Namun demikian, 

Indonesia dengan sistem hukum Civil Law, tidak mewajibkan hakim terikat 

dengan putusan pengadilan yang telah ada sebelumnya. Hal ini berbeda 

dengan negara-negara ya~g menerapkan sistem hukum Common 

Law/Anglo Saxon dan menganut sistem "the binding force of precedent" 

atau asas "stare decisis" atau asas "stare decisis et quita non movere". ; 

2) Berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata yang menyatakan bahwa . "Kekuatan 

sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah 

lebih luas daripada sekadar mengenai soal putusannya. Untuk dapat 



(SACIN~N] 

memajukan kekuatan itu, per/utah bahwa soal yang dituntut adalah sama. 

/agipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam 

hubungan yang sama pula". 

Dengan demikian, kekuatan putusan hakim yang telah ada sebelumnya hanya 

mengikat para pihak yang terkait perkara itu, dan tidak serta merta dapat 

dijadikan dasar dalam memutus perkara yang lain. 

d. Terkait dengan mekanisme gugatan citizen law suit atau actio popularis, 

Profesor Sudikno Mertokusumo menyatakan pendapat sebagai berikut : 

1 ) Setiap orang tidak bebas mengajukan gugatan dengan cara yang 

dikehendakinya. Hakimlah yang berkuasa dalam menerima, memeriksa dan 

memutus perkara dengan tunduk pada peraturan hukum acara yang ada 

dan tidak menuruti justiciabelen (pencari keadilan/penggugat) yang memilih 

sendiri caranya berperkara yang tidaklbelum ada dasar hukumnya ; 

2) Hakim tidak boleh mengadopsi lembaga hukum acara asing (kecuali sudah 

dilarang menciptakan peraturan yang mengikat secara umum (Pasal 

tetapi dibatasi oleh undang-undang, 

5) Penemuan hukum yang sering dikatakan sebagai "penerobosan" tidak dapat 

asal saja dilakukan (menerobos), tetapi ada metode atau aturan 

permainannya. Kita harus tetap taat asas dan taat sistem. 

Dari pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo tersebut di atas dapat disimpulkan 

bahwa Hakim diberikan peluang untuk mencari dan menemukan hukum secara 

substantif, namun tidak memberikan peluang pada Hakim untuk menciptakan 

hukum secara prosedural. 

B. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI .HAK ATAU KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL 

STANDING) SEBAGAI PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN 

CITIZEN LAW SUIT 

1. Bahwa seandainya Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini bahwa 

gugatan Citizen Law Suit sebagaimana praktek yang dikenal di Negara 



penganut paham common law, dapat diterapkan di negara Republik Indonesia, 

maka pengajuan gugatan semacar:n ini mengharuskan pengadilan memeriksa 

dan menentukan terlebih dahulu apakah Para Penggugat memiliki hak dan 

kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan Citizen Law Suit ; 

2. Terkait dengan belum diaturnya hukum acara mengenai Citizen Law Suit, 

apabila landasan hukum yang akan diterapkan dalam proses pemeriksaan 

perkara a quo adalah Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Hukum Acara Gugatan 

Kelompok, maka jelas bahwa Para Penggugat tersebut tidak memenuhi 

kriteria/persyaratan sebagai Perwakilan Kelompok sebagaimana dirumuskan 

dalam Pasal 1 huruf b,c, dan d Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara 

Gugatan Perwakilan Kelompok, dimana pihak yang dapat maju mewakili 

kelompok adalah pihak yang mengalami kerugian itu sendiri, yang memiliki 

kesaman fakta atau peristiwa, dasar hukum dan tuntutan ; 

3. Asas dasar utama yang penting dalam hukum acara perdata kita adalah ASAS 

POINT D'INTERET POINT D'ACTION yang berarti bahwa barangsiapa 

. •-'':~~J.O unyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan. 
// T,, . • . ..., " 

</ / ~e gan disini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum 
Q '\) F-. '"\ 7 

} ~/f:~~? :I ngsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan 

~u !. ntara penggugat dan tergugat dan hubungan hukum itu langsung 

\ ~.-.. EJj:§l9hllt, endiri secara konkrit oleh penggugat; 
~ ' ···~· _#' 
~ - :-: --:-_-:::;::::;.-.-;-, ' 

4. Kepentingan hukum secara langsung dan hubungan sebab akibat, harus 

dialaminya sendiri. Jika setiap orang dimungkinkan untuk menggugat tanpa 

syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan 

pengadilan akan kebanjiran gugatan-gugatan ; 

5. Asas penting lainnya dalam hukum acara perdata adalah asas ACTOR/ 

INCUMBIT PROBA T/0 yang berarti barangsiapa mempunyai sesuatu hak atau 

mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa 

itu (Pasal 163 HIR). Penggugat harus membuktikan adanya hubungan antara 

dirinya dengan hak atau kepentingan yang dituntutnya ; 

6. Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa Para Penggugat tidak 

memiliki hak (standing) untuk mengajukan gugatan dalam bentuk Citizen Law 



Suit di dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah 

selayaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankeliik Verklaard) . 

C. GUGATAN PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN KABUR (OBSCUUR 

LIBEL) 

1. Oasar hukum diajukannya gugatan oleh Para Penggugat adalah perbuatan 

melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 

1366 KUHPe~data (vide gugatan halaman 17, bagian 3, angka 82), namun Para 

Penggugat juga menyatakan bahwa Para Tergugat mengabaikan asas-asas 

umum pemerintahan yang baik (vide gugatan halaman 17, bagian 3, angka 81}, 

sehingga dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas, perbuatan melawan 

hukum atau pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik : 

aha Negara (kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara) ; 

demikian, gugatan Para Penggugat kabur/obscui/r libel, sehingga 

gugatan Para Penggugat sudah selayaknya tidak dapat diterima (Niet 

Onvankelijk Verk/aard) . 

II . DALAM POKOK PERKARA 

A. Tergugat VIII Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan 

mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan Pasal 3 

Undang Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

Bahwa sebagaimana kami uraikan dalam bagian eksepsi di depan, bahwa dalil 

"pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik" pada dasamya 

merupakan "alat uji" dalam menilai keputusan administrasi/tata usaha negara, yang 

merupakan dasar gugatan terhadap Keputusan Pejabat T ata Usaha Negara 

(kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara). Oleh karena itu tidak perlu kami 

buktikan bahwa Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum 

berdasarkan Pasal 3 Undang Undang No. 28 tahun 1999. 



_____ .. _118. 

[SALINANj 
B. Tergugat VIII Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum berdasar Pasal1365 

jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 KUHPerdata ; 

Para Penggugat menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah terbukti melakukan 

perbuatan melawan hukum karena d~ngan menyalahi ketentuan Pasal 1365 jo. 

Pasal1366 jo. Pasal1367 KUHPerdata. 

1. Pasal 1365 KUHPerdata 

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti 

kerugian tersebut. " 

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 

- Harus ada perbuatan melawan hukum 

- Harus ada unsur kesalahan 

- Harus ada kerugian yang diderita 

- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang 

ditimbulkannya . 

.. - Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur tidak 
,~;-~~ ,;.':/ r ~~r; enuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai 

f f( ~: -, ~ · atan melawan hukum. 

/1 g -~ menguji apakah perbuatC;Jn Tergugat VIII termasuk dalam perbuatan 
11 .... 

\~ an hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata, 

u diuraikan menurut unsur-unstJr perbuatan melawan hukum itu sendiri: 

Unsur Melawan Hukum 

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat VIII lalai menjalankan tugas dan 

kewajiban karena tidak berhasil dalam : (gugatan halaman 12-13, nomor 46-

54): 

(1) Penuntasan pelanggaran-pelanggaran HAM; (halaman 12-13, nomor 46 

dan 48) 

(2) Memberikan rasa aman calam melaksanakan ibadah dan kepastian 

hukum dalam kasus-kasus kerusuhan ; (halaman 12-13, nomor 47 dan 

54) 

(3) Kegagalan menuntaskan kasus-kasus korupsi ; (halaman 12-13, nomor 

50, 51 dan 52) 

(4) Pemenuhan rasa keadilan di masyarakat, dalam hal adanya disparitas 

penjatuhan hukuman. 

adalah tidak benar, karena hal tersebut bukan tugas dan kewajiban Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. 



Dalam hal penuntasan kasus pelanggaran HAM dan penuntasan kasus­

kasus korupsi, · merupakan tugas bersama, baik secara institusi maupun 

individu aparat dari Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Peradilan (di bawah 

kekuasaan Mahkamah Agung), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan 

Komisi Pemberantasan Korupsi.' 

Dalam hal memberikan rasa aman dalam melaksanakan ibadah dan 

kepastian hukum dalam kasus-kasus kerusuhan, pada dasarnya merupakan 

tugas dan tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia. 

Dalam hal pemenuhan rasa keadilan, khususnya disparitas penjatuhan 

hukuman, pada dasarnya merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman 

yang dijalankan oleh lembaga peradilan, dimana tugas, tanggung jawab dan 

kewenangan tersebut terpusat pada Mahkamah Agung . 

. _.;.; - ~ ~: ~:·7:.~ ... 
. ·~.· .,,~y;,G E •<...: J 1_.-~'~ 

., <>{i· U ' N<esalahan · · 

i' $'; ~' ~~j.r dapat dikenakan Pasal 1365 jo. Pasal 1365 tentang Perbuatan 

'i::'. ,
1awan Hukum, undan~-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar 

I 

\._,~~~a pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (schuld) dalam 

~elaksanakan perbuatan t~rsebut; 

(2) Berdasarkan uraian Tergugat VIII mengenai unsur perbuatan melawan 

hukum, secara nyata tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan oleh 

Tergugat VIII, karena apa yang dinyatakan oleh Para Penggugat sebagai 

kesalahan Tergugat VIII, pada dasarnya bukan tugas dan tanggung 

jawab Tergugat VIII ; 

Dengan tidak terpenuhinya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan 

melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, 

maka gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya. 

c. Unsur Kerugian 

(1) Adanya kerugian (schade) yang dialami korban merupakan syarat agar 

gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan ; 

(2) Para Penggugat sama sekali tidak menjelaskan lebih lanjut kerugian apa 

yang nyata-nyata langsung diderita oleh Para Penggugat; 
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(3) Dengan tidak terpenuhinya unsur kerugian dalam suatu perbuatan 

melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, 

maka gugatan Para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya. 

d. Unsur Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian 

( 1 ) Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan 

Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya hubungan kausal (hubungan 

sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan ; 

(2) Oleh karena Tergugat VIII tidak melakukan perbuatan yang bersifat 

melawan hukum, maka Tergugat VIII jelas tidak memenuhi kualifikasi 

perbuatan melawan hukum, sehingga Para Penggugat tidak dapat 

menghubungkannya dengan kerugian 

a apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam surat gugatan 

Iaman 12-13, nomor 46-54, bukan merupakan tugas dan tanggung 

jawab Tergugat VIII , sehingga tidak bisa dikatakan bahwa Tergugat VIII 

lalai atau kurang hati-hati. · 

3. Pasal 1367 KUHPerdata 

"Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk 

mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang 

kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawah-bawahan 

mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini 

dipakainya" 

Bahwa hubungan kerja antara Tergugat I dengan Tergugat VIII bukan 

merupakan hubungan kerja antara majikan dengan pelayan, sehingga 

ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa unsur-unsur perbuatan 

melawan hukum dalam ketentuan Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 

KUHPerdata sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat tidak terpenuhi, 

dengan demikian gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat 
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VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga cukup beralasan 

bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk 

menalak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. 

Sesuai ketentuan Pasal 134 HIR ja. Pasal 136 HIR eksepsi yang diajukan 

aleh Tergugat VIII sebagaimana diuraikan di atas adalah mengenai masalah tidak 

berwenangnya Lembaga Peradilan (in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) 

untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kampetensi Absalut), aleh karena 

itu kami mahan kepada yang terharmat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar terlebih dahulu memutus 

eksepsi tentang kewenangan mengadili sebelum pemeriksaan berlanjut pada 

pakak perkara. 

Berdasarkan uraian dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, bersama ini 

perkara ini berkenan untuk 

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat VIII 

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk 

memeriksa dan mengadili perkara a quo. 

3. Mengatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima 

DALAM POKOK PERKARA: 

1 . Menalak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan Tergugat VIII tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 

3. Menyatakan bahwa mengganti atau me-reshuffle susunan kabinet merupakan 

hak preragatif Presiden; 

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara SUBSIDIAIR: 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mahan putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono). 
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Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat IX 

telah menyampaikan jawabannya tertanggal 1 Nopember 2010 sebagai berikut: 

I. TANGGAPAN TERHADAP GUGATAN CITIZEN LAW SUIT: 

A. Gugatan Dalam Bentuk Citizen law Suit, Tidak Dikenal Dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Di lndonesi 

1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 6-7 angka 10 butir a dan b yang 

pada pokoknya menyatakan : 

II bahwa meskipun mekanisme Citizen law Suit atau actio pularis belum 

dikenal dalam sistem hukum di · Indonesia, namun dalam pakteknya 

terdapat beberapa yurisprudensi terkait dengan mekanisme hukum Citizen 

law Suit diantaranya: 

1.1 Putusan gugatan perbuatan melawan hukum atas penanganan buruh 

migran Indonesia (TKI) yang di deportasi dan Malaysia di Nunukan di 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara 

Nomoi:28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST yang diputus pada tanggal 8 

~~"'-- esember 2003 oleh Maj~lis Hakim : Andi Samson Nganro, S. H. 
~ 1 . 

,.. ' "'! 

t( \ aku Ketua Majelis Hakim dan H.lskandar Tjake, S. H. dan A/y . ., 
v 
z 
"" .... 

mengeluarkan putusan dalam perkara gugatan Citizen law Suit 

mengenai korban ujian nasional nomor perkara No.228/Pdt G/2007/PN 

Jkt.Pst. Dalam putusanya tanggal 21 Mei 2007 Majelis Hakim yang 

diketuai oleh Ny. Andriani Nurdin, S.H. memutuskan mengakui 

gugatan Citizen law Suit dan menerima gugatan dari Penggugat. 

........ dst 

2. Selanjutnya dalam posita gugatan halaman 7 angka 11 yang pada pokoknya 

menyatakan : 

II Bahwa dengan adanya beberapa yurisprudensi dan terobosan hukum 

diatas, serta kompetensi yang dimiliki oleh Para penggugat, maka sangat 

beralasan jika gugatan perbuatan melawan Hukum melalui mekanisme 

Citi/en law Suit yang diajukan oleh Para Penggugat ini dinyatakan dapat 

diterima oleh Majelis Hakim. II 

3. Sehubungan dengan dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, 

Tergugat IX membantahnya dengan alasan sebagai berikut: 



3.1 Gugatan Citizen Law Suit adalah gugatan perbuatan melawan hukum 

atas nama kepentingan umum (on behalf of the public interest) yang 

dikenal dalam sistem hukum common law, yang dapat diajukan oleh 

setiap orang dengan p~ngaturan Negara atau dengan kata lain harus 

ada aturannya terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar mekanisme 

gugatan seperti ini tidak dilakukan secara asal-asalan atau asal 

menggugat organ Pemerintah/Negara atau pihak swasta; 

3.2 Bahwa gugatan Citizen Law Suit tidak dikenal dan tidak diatur dalam 

ketentuan perundang-undangan di Indonesia Oleh karena itu 

T ergugat IX secara tegas menolak segala bentuk gugatan apa pun 

yang belum/tidak diatur· dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan di Indonesia agar tercipta tertib hukum serta kepastian 

• .j.·:,.· •• u~;./ hukum; 

(li.\,i wa Tergugat ix menolak dalil Penggugat yang menghubungkan v\ ~ ~ ar gugatan Citizen Law Suit dengan hak asasi manusia (vide 

~'>......,~ / sita gugatan halaman 5 : angka 3. 4 dan 5 karena hal tersebut akan 

·~ ~ memberi peluang bagi timbulnya ketidakpastian hukum; 

3.4 Dalil Para Penggugat pad a halaman 6 angka 1 0 butir a dan b yang 

menyatakan Majelis Hakim telah mengakui dan menerima gugatan 

Citizen Law Suit dalam dunia hukum di Indonesia dewasa ini antara 

lain dengan putusan gugatan perbuatan melawan hukum atas 

penanganan buruh migran Indonesia (TKI) yang di deportasi dan 

Malaysia di Nunukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 

Perkara Nomor:28/Pdf.G/2003/PN.JKT.PST yang diputus pada 

tanggal 8 Desember 2003 dan gugatan perkara gugatan Citizen Law 

Suit mengenai korban ujian nasional nomor perkara No 

228/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. yang diputus tanggal 21 Mei 2007. Bahwa 

kedua putusan tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya literatur 

dan dasar penerimaan gugatan Citizen Law Suit. Bandingkan dengan 

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah mempunyai 

kekuatan hukum tetap; yaitu putusan perkara perdata 

No.178/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tanggal 3 November 2003 yang 

pada intinya menyatakan bahwa gugatan Citizen Law Suit dalam 

kasus tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankeljk Verklaard); 
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3.5 Dalil Para Penggugat pada halaman 6 angka 9 huruf a dan b yang 

merujuk ketentuan pasal 16 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Undang­

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

sebagai dasar hukum pengajuan gugatan Citizen Law Suit, adalah 

dalil yang keliru karena meskipun ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang­

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

menyatakan bahwa hakim itu wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nlai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat, namun yang dimaksud disini adalah hukum materilnya 

bukan hukum formil. Hal lni sesuai dengan pendapat Prof. Sudikno 

Mertokusumo dalam www.hukumonline.com hari Senin tanggal 18 

Desember 2006 yang menyata.kan: 

a, _Hakim tidak dapat m~nciptakan peraturan yang mengikat secara 

,/ •: •:};3.!"~-~ m; . 

{/"f.~ . ·~-·~- ~ . . (.) /4(/~ ~ 
~ ""'l(~~-~ ~ 

\ t ,., ,.\!:fA ~ ga hukum perdata asing sepanjang belum ada landasan 

~~ ,., \ y ni! ng-Undangnya, demi kepastian hukum tidak dapat 

'\ · ·~~:0· rapkan, kebebasan hakim tidaklah mutlak tapi dibatasi 

Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan; 

c. Penemuan hukum yang sering dikatakan "Penerobosan" tidak 

dapat asal saja dilakukan (menerobos) tetapi ada metode atau 

peraturan permainannya. 

Dari pendapat Prof.Sudikno Mertokusumo tersebut diatas, maka 

dapat disimpulkan bahwa Hakim diberikan peluang untuk 

mencari dan menemukan hukum secara substantf, namun tidak 

secara prosedural ; . 

3.6 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam bentuk Citizen Law 

Suit sama sekali belum diatur dalam sistem hukum dan peraturan . 

perundang-undangan di Indonesia, maka mohon majelis hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan 

Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). 

B. Penggugat Tidak Empunyai Hak (Standing) Untuk Mengajukan Gugatan Citizen 

Law Suit 
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1. Bahwa seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, quod non, gugatan 

Citizen Law Suit sebagaimana praktek yang dikenal di negara lain seperti 

Amerika Serikat, pengajuan gugatan seperti ini mengharuskan pengadilan 

memeriksa dan menentukan, terlebih dahulu apakah pihak Penggugat 

memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan semacam ini. Dalam 

hubungan dengan ini artikel yang diterbitkan oleh Defenders of Wildlife and 

Centre for Wildlife Law yang berjudul "Using Citizen Suits Statutes to protect 

Biodiversity" mengemukakan : 

" Standing is essentially the ·requirement that Plaintiff posses a real and 

personal stake in the controcersy, and actually be injured 

T erjemahannya : 

Stf!nding pada dasarnya berupa tuntutan bahwa seseorang Penggugat 

memiliki kepentingan nyata dan ·pribadi dalam sengketa, dan benar-benar 

menderita kerugian. 

· .. ::~~~-~-.~~~~. ' 

/~-?;~~--~tny_a Timothy J. Milter d~!~m tulisannya yang berjudul "Friends of the 

1_/ .20~ ~ La1d Law: A New Jncent1v1ty stay on the Ball", mengemukakan: 

H . . ~ 11 i:* ih• ~ ited States Supreme Courts has identified three key elements to 

'( \;~ 'g. First the Plaintiff must have suffer an "injury-in fact" that is". 

~"·( Concentrate and particularized and (b) actual or imminent, not 

conjectural or hypothetical. 

1.2 Second, the injuri must be 'fairly traceable" to the defendants conduct. 

1.3 Third.it must appear outside that the injure will be redressed by a 

favorable decision." 

T erjemahannya : 

Mahkamah Agung AS telah mengidentifikasikan 3 (tiga) unsur kunci bagi 

standing. 

1.1 Pertama. Penggugat harus menderita : kerugian dalam kenyataan 

"berupa: (a) tertumpu dan tertuju (pada pihak Penggugat) dan 

(b) nyata ata1,.1 bakal terjadi tidak hanya teoritis atau 

hipotesis". 

1.2 Kedua, kerugian dapat dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan 

oleh T ergugat ; 



fCA"1I N A.1N ~··-······· -··· · · - --- ~·-"··-~ 

1.3 Ketiga, dapat terlihat bahwa kerugian dapat diperbaiki oleh putusan 

yang menguntungkan. 

Uraian di .atas menunjukkan bahwa di negara yang mengenal adanya 

bentuk gugatan Citizen law Suit. untuk melindungi kepentingan umum 

dan masyarakat, tidak setiap orang dapat mengajukan gugatan Citizen 

law Suit. karena terlebih dahulu harus dipenuhi persyaratan yang 

menimbulkan hak (standing) bagi seseorang untuk mengajukan 

gugatan semacam itu. 

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan praktek di Amerika Serikat, untuk dapat 

mengajukan gugatan dalam bentuk Citizen law Suit. para Penggugat 

harus menunjukkan adanya kerugian langsung yang diderita oleh Para 

Penggugat, namun dalam gugatan a quo para Pengugat tidak 

, -.. :-~::: enunjukkan adanya kerugian yang diderita. Hal ini sesuai dengan isi 
_,.-./·· . ~ ~."l;· H:}(J ./ 

.:/; /;" ~ m gugatan yang pada intinya meminta Tergugat I melakukan 

{J. ~ taan maaf kei>ada Warga Negara Indonesia dan tidak secara 

~ t ~ , s meminta maaf kepada para Penggugat. 

:. \ V ; 
'\~· ~ • rdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa para Penggugat tidak 

memiliki hak (standing) untuk .mengajukan gugatan dalam bentuk Citizen 

law Suit di dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan tersebut sudah 

selayaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard). 

II. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOlUT: 

A. Pengadilan Negeri (in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Tidak 

berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Suatu Perkara yang T ermasuk 

Dalam Kewenangan legislasi 

1. Penggugat dalam posita gugatan halaman 11 angka 38 menyatakan 

bahwa: 

" T ergugat I dan T ergugat VI juga tidak menaruh prioritas terhadap 

pemenuhan hak atas kesehatan warga negaranya termasuk 

perlindungan terhadap rokok (zat adiktif). Hal ini dibuktikan dengan 

meskipun negara telah mensahkan Undang-Undang Nemer 36 

Tahun 2009 tentang . Kesehatan yang menjadi landasan yuridis 

terhadap fakta tembakau dan/atau rokok adalah zat adiktif namun 

sampai dengan saat : ini, Tergugat I dan Tergugat VI belum 

menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai amanat dari 



pemberlakuan mensahkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, dimana secara yuridis Rancangan Peraturan 

Pemerintah dimaksud seharusnya diselesaikan pada bulan Oktober 

2010." 

Terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana dikutip tersebut di 

atas, T ergugat I membantahnya dengan alasan sebagai berikut: 

2.1 Fungsi Legislasi tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan 

Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: ayat (1) 

Presiden berhak mengajukan rancangan Undang­

Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 2 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: ...:,.,._ 
-;/ ... ,~::::rv ~~t . (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang 

/ y ~~~ 
1J<-5'I·/~ ¢ ··~ kekuasaan membentuk Undang-Undang. 

U f ~· ~ :ti (2) Setiap Rancangan Undang-Undang \ · .. YJ dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

\~ \.. ~ .J dan Presiden untuk mendapat 

'"'~ -= persetujuan bersama. 

ayat (3) Jika Rancangan Undang-Undang itu tidak 

dapat persetujuan bersama. Rancangan 

Undang-Undang itu tidak diajukan lagi 

dalam persidangan Dewan Perwakilan 

Rakyat masa itu. 

ayat ( 4) Presiden mengesahkan Rancangan 

Undang-Undang yang telah disetujui 

bersama untuk menjadi Undang-Undang. 

ayat (5) · Dalam Rancangan Undang-Undang yang 

telah disetujui bersama tersebut tidak 

disahkiin Presiden dalam waktu tiga 

puluh hari semenjak Rancangan 

· Undang-Undang tersebut disetujui, 

Rancangan Undang-Undang tersebut 

sah menjadi Undang-Undang dan wajib 

diundangkan. 



2.2 Dari bunyi Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang­

Undang Dasar 1945 sebagaimana dikutip di atas, jelas 

bahwa kekuasaan membentuk Undang-Undang adalah 

fungsi legislasi yang merupakan kewenangan Presiden 

dengan persetujuan DPR Rl: 

2.3 Selanjutnya Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang 

Nomor 1 0 T a hun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa 

dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan 

harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang baik. yaitu meliputi: 

a. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan Yang 

dimaksud dengan "Kesesuaian antara jenis dan 

materi muatan" adalah bahwa dalam pembentukan 

h'. . f Peraturan Perundang-undangan harus benar-
r ~e,u ~./ 

_,,;f/_ _ -~ nar memperhatikan materi muatan yang tepat 

~1/ ~tr~;~ s; gan jenis Peraturan Perundang-undangan. 
,, \,, .. \ > .., 

\ ~- at dilaksanakan : 

"-~ '· __. -~ ang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" 
· =::._ ~-::::·"" 

adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan harus memperhitungkan 

efektititas Peraturan Perundang-undangan tersebut 

di dalam masyarakat, baik secara fi/osofis, yuridis , 

maupun sosiologis. 

c. Kedayagunaan dan kehasilgunaan : 

Yang dimaksud dengan kedayagunaan dan 

kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan 

Perundang-undangan dibuat karena memang 

benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam 

mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bemegara. 

d. Kejelasan rumusan : 



Yang dimaksud dengan "kejelasan rumusan" 

adalah bahwa setiap Peraturan Perundang­

undangan harus memenuhi persyaratan teknis 

penyl!.lsunan Peraturan Perundang-undangan. 

sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta 

bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti , 

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam 

interpretasi dalam pelaksanaanya. 

e. Keterbukaan: 

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah 

bahwa dalam proses pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan mulai dari perencanaan, 

.-/'·~:C.~ persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat 
l/ - ~ -.."r f!/'7 ~_., ansparan dan terbuka. 

~ ?( ~j)l ~ . 
\ t:') ~ D ~ uraian · tersebut diatas, jelas dan tegas bahwa 

\ .. \~~ asarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
', . ... -:..._,_ ........ 

;. =.;fentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, kewenangan untuk membuat Undang­

Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden 

adalah merupakan kewenangan legislasi Presiden 

bersama dengan DPR Rl. sehingga Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan 

mengadilinya. 

1 . Para Penggugat dalam pes ta gugatan halaman 17 

point 81 tentang melanggar Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang E?. • -AUPB) yang pada intinya 

mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan 

perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

(AAUPB) sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 

T a hun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi. Kolusi dan 

Nepotisme 

2. Bahwa kewenangan untuk menguji apakah suatu 

tindakan/perbuatan bertentangan atau tidak 
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bertentangan dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik adalah merupakan 

kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang­

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara. 

3. Uraian diatas menunjukkan bahwa Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk 

memeriksa dan mengadili tindakan/perbuatan yang 

bertentangan dengan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik, sehingga cukup alasan 

bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para 

Penggugat tidak dapat diterima (N/e/ Onvankelijk 
;;~-- ·:~::-~ 
~ ~>r-:::~:'·' -'~ Verklaard). 

/{-r .• 'i HIR menyebutkan sebagai berikut : 

.a :e selisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan Pengadilan 

~e r. , maka pada setiap waktu. dalam pemeriksaan perkara itu dalam 

~ riksaan perkara itu dapat diminta supaya Hakim menyatakan dirinya tidak 

erkuasa dan Hakim wajib pula mengakui karena jabatannya." 

Bahwa oleh karena Tergugat IX mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut 

dalam perkara ini. mohon kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu memutus Eksepsi 

Kewenangan Absolut sebelum memeriksa pokok perkara a quo. 

1.EKSEPSI PROSESUIL 

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) 

1 . Dasar hukum diajukannya gugatan ol.eh para Penggugat adalah perbuatan 

melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 jo 

1366 KUHPerdata serta pasal 1367 KUHPerdata (vide posita gugatan angka 

82, 83, 84 dan 85 halaman 17 -18). 

2. Para Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan beberapa ketentuan 

yang telah dilanggar oleh Tergugat antara lain Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi .Manusia (vide posita gugatan angka 87 
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halaman 19. akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara terinci 

perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan secara nyata oleh 

masing-masing · Tergugat I hingga Tergugat XIII tersebut. Hal ini 

mengakibatkan gugatan penggugat merjad kabur. 

3. Dilain itu para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 82, 83, 84 dan 

85 halaman 17-18 mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan 

perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 

1365 jo 1366 KUHPerdata, namun dalam posita gugatan halaman 17 angka 

81 penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat melanggar Asas-Asas 

Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Sehingga tidak jelas apakah para 

T ergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar Asas­

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) 

~;~·:.·~~~~~0 .. 
./-' ,1.•,'--'' · 'J ./,"":;,, 

~
;;:;; t ~i!~-~dasarkan uraian diatas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis 

. z ~~~ v."\: 
11 J (~~ ~.;. ~im untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur. 

,~J.l ~- :; ·; 
; 

~ ;,/ N DALAM POKOK PERKARA 

~~gat IX Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige 
...... ~.":::::.-.;~.::--:-:. . 

Overheidsdaad). 

1. Para Penggugat pada posita gugatan halaman 14 angka 60 - 62, pada intinya 

mendalilkan : 

1.1 Bahwa buruknya keadaan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja 

Indonesia khususnya bagi TKI yang berada di luar negeri merupakan 

bentuk ketidakmampuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang 

pada saat gugatan ini diajukan dijabat oleh Muhaimin Iskandar dan/atau 

Tergugat IX. (Vide gugatan halaman 14 angka 60); 

1.2 Bahwa ketidakpedulian Tergugat I dan Tergugat IX terhadap keberadaan 

TKI yang bekerja di luar negeri juga terbukti dengan kasus terlantamya 

sekitar 1 00 orang TKI di Arab . Saudi hingga berbulan-bulan tanpa 

mendapat respon dan/atau perlindungan dari Tergugat I dan Tergugat IX. 

(vide gugatan halaman 14 anqka 61 ); 

1.3 Bahwa setelah mendapat desakan dan masyarakat luas. pada akhimya 

Tergugat I melalui Tergugat IX menyatakan akan segera melakukan 

moratorium terhadap beberapa negara tujuan utama TKI. namun hingga 
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saat ini moratorium itu tidak dilaksanakan sama sekali oleh Tergugat I 

dan Tergugat IX (vide gugatan .halaman angka 62): 

1.4 Bahwa Tergugat IX telah gagal melaksanakan kewajiban hukumnya 

memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia, (vide gugatan 

halaman 19 angka 88). 

2. Dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas adalah tidak benar dan 

tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat IX membantahnya dengan 

alasan-alasan sebagai berikut: 

2.1 Penggugat mengajukan gt:Jgatan a quo dengan mendasarkan pada 

ketentuan 1365 KUHPerdata. 

, ' , ~.:.pa~al1365 KUHPerdata berbunyi: 
~ :.-,_.;.-·--........:..., :~ 

; c./l ~ I • ~ perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada 

,~;· }' · £~1,. ~~g lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan 
-(~~~f ~ jl . 

ir'l...f·· ~r,~gian itu, mengganti kerugian tersebut" 
t ,.r • 

~Fi~i~ t. ati maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata terdapat 
'"- / 

unsur~ sebagai berikut: . 

a. Harus ada perbuatan melawan hukum. 

b. Harus ada unsur kesalahan; 

c. Harus ada kerugian yang diderita; 

d. Harus ada hubungan kausal c:mtara perbuatan dengan kerugian yang 

ditimbulkan. 

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur 

tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai 

perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 

KUHPerdata tersebut. 

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum tidak lagi 

menganut pendirian/rumusan yang sempit, tetapi telah menganut rumusan dalam 

arti yang luas yaitu : 

a. Melanggar undang-undang: 

b. Melanggar hak subjektif orang lain; 

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku; 

d. Melanggar kaidah tata susila dan atau kepatutan. 
' 
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Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, maka dalam 

perkara a quo perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Tergugat IX 

memenuhi unsur-unsur melawan hukum sebagaimana diisyaratkan ketentuan 

pasal 1365 KUHPerdata tersebut, a. U.nsur Perbuatan Melawan Hukum 

Dalil para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa : 

a.1 T ergugat IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena dianggap 

gagal perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia khususnya bagi TKI 

yang berada di luar negeri (vide gugatan halaman 14 angka 60), adalah 

tidak berdasar atas hukum karena Tergugat IX telah memberikan 

perlindungan T enaga Kerja Indonesia khususnya bagi TKI yang berada di 

luar negeri sebagai berikut: 

Pemerintah telah berkomitmen untuk melindungi TKI yang bekerja di luar 

negeri dengan meningkatka,n kerjasama dalam hal peningkatan kualitas 

penempatan dan perlindungan TKI melalui Kerjasama Bilateral, Regional 

dan Multilateral; 

' \ ~em mtah telah berkomitmen untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri 

~. -~ gan meningkatkan kerjasama upaya bilateral yang menghasilkan Memorandum 

of Understanding (Moll) perlindungan 

TKI dengan beberapa negara yaitu : 

·Malaysia; 

• Korea Selatan; 

• Jordania; 

• Kuwait; 

• Taiwan; 

• Uni Arab Emirat; 

• Lebanon 

• Jepang; 

• Qatar; 

• Australia. 

Sedangkan isi dari Mou tersebut pada umumnya memuat tentang: 

• Tugas dan kewajiban negara pengirim dan penerima dalam melindungi hak-hak 

pekerja dan pengguna; 

• Hak dan kewajiban pengguna dan pek~rja ; 

• Prosedur dan mekanisme penempatan dan perlindungan TKI; 

• Komponen biaya penempatan; 

• Kondisi kerja TKI (gaji, hari libur), situasi kerja; 



• Mekanisme pembayaran gaji TKI. 

Selain itu dilakukan juga perlindungan tenaga kerja yang bekerja di luar negeri 

melalui peningkatan partisipasi aktif dalam forum regional dan multilateral melalui: 

• International Labour Oiganization (ILO) partisipasi aktif dalam sidang dan laporan 

tahunan terkait issue on migration; 

• International Organization Migration (10M) partisipasi aktif dalam pertemuan rutin 

dalam sidang JOM terkait dengan migration; 

b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 14 '.'E'. X 2010 

tentang Pelaksana Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Substansi 

dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini terutama untuk 

mensinergikan dan menegaskan peran dan tanggungjawab pusat dan daerah 

dalam upaya pelayanan penempatan dan perlindungan TKI; 

,/._·-;:~1?!:;, putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 14/MEN/X/2010 

~
. :..,p-:· ( ng Satuan Tugas · Khusus Penanganan Kasus Warga Negara 

~~ ~~(frf[.~~~~Y),· ~]1; -n · sia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman ' 1 t;ff»~ ~ · . .::1 h~/f/ ~f h) '-.{ ........ .::,. \\.,.V l r turan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 5/MEN/11 2009 

'~ tang Pelaksanaan Penyiapan Calon TKI Untuk Bekerja di Luar Negeri. 

2) Revitalisasi BLK-LN 

a) Perbaikan/penyempurnaan kurikulum pelatihan; 

b) Peningkatan sarana dan prasarana pelatihan; 

c) Peningkatan kualitas kompetensi instruktur. 

3) Peningkatan peran perbankan dalam perlindungan TKI 

a) KUR; 

b) Pembayaran gaji TKI; 

c) Remitansi; 

d) Penyimpanan deposito TKI. 

4) Pengetatan pengawasan dan verifikasi dokumen penempatan TKI; 

5) Pengetatan tempat transit sesuai dengan norma dan standar yang ada 

melalui peninjauan lapangan·dan pemanggifan PPTKIS; 

6) Melakukan moratorium penempatan TKI ke beberapa Negara penempatan 

TKI seperti Jordan, Kuwait, Malaysia, Syiria dan Saudi Arabia. 

• Di Luar Negeri 



1) Peningkatan kerjasama secara · bilateral dan partisipasi aktif dalam forum-

forum regional dan multilateral; 

2) Perbaikan shelter TKI; 

3) Penambahan dan penguatan fungsi Atase Ketenagakerjaan; 

4) Pendirian Perwalu PPTKIS (mewajibkan PPTKIS membentuk Perwalu di luar 

negeri); 

5) Penjajakan pembentukan kantor pelayanan TKI di negara-negara 

penempatan TKI; 

6) Pengetatan verifikasi Job Order/Demand Letter dan Perjanjian Kerja. 

vii. Membentuk Satgas TKI yang khusus melakukan pembelaan terhadap TKI yang 

menghadapi perkara hukum di negara penempatan (vide Keputusan Presiden 

Rl Nomor 17 Tahun 2011 tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga 

Keputusan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perlindungan TKI di luar 

negeri melalui inventarisasi masalah dan evaluasi kebijakan yang melibatkan 

Kementehan/Lembaga terkait. Selain itu tim ini juga bertugas melakukan 

evaluasi mekanisme penempatan dan perlindungan TKI, MoU penanganan 

TKI bermasalah dan menyusun sejumlah rekomendasi untuk 

menyelesaikannya; 

ix Tergugat IX telah berusaha semaksimal mungkin dalam rangka memberikan 

perlindungan bagi para Tenaga Kerja Indonesia khususnya yang berada di 

luar negeri dengan menciptakan mekanisme penempatan dan pengerahan 

tenaga kerja yang mengedepankan aspek perlindungan terhadap harkat dan 

martabat serta keselamatan dan kesehatan TKI sejak masa pra penempatan, 

selama bekerja di negara penem.patan sampai kembali ke tanah air; 

Bahwa dalam hal perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri 

Pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kelja dan Transmigrasi memberikan 

aturan yang ketat mengenai persyaratan bagi calon TKI agar dapat 



ditempatkan di luar negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang­

Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan 

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yaitu : 

• Berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon 

TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang­

kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun; 

• Sehat jasmani dan rohani 

• Tidak dalam kadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; 

• Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

(SL TP) atau yang sederajat. 

Dap untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI harus memiliki 

dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 

pendidikan terakhir, akte kelahiran, atau 

t keterangan lahir; 

at keterangan statu perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan 

--=~"" copy buku nikah; 

• Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali; 

• Sertifikat kompetensi kerja: 

• Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan 

psikologi; 

• Paspor yang diterbitkan oleh kantor lmigrasi setempat; 

• Visa kerja; 

• Perjanjian penempatan 1 Kl; 

• Perjanjian kerja; 

• Dan Kartu T enaga Kerja Luar Negeri ; 

xi. Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang 

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang 

diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004, terdapat 3 (tiga) jenis 

perlindungan bagi TKI yaitu: 

• Perlindungan TKI Pra Penempatan 

Perlindungan TKI pra penempatan meliputi beberapa hal yaitu : 

1) Pemberian informasi kepada calon TKI yang dilakukan oleh pelaksana 

penempatan TKI swasta dan sebelumnya wajib mendapatkan persetujuan 



dari lnstansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dalam 

hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan transmigrasi. lnformasi tersebut 

meliputi tata· cara perekrutan, dokumen yang diperlukan, hak dan 

kewajiban TKI, situasi, kondisi dan resiko di negara tujuan serta tata cara 

perlindungan TKI; 

2). Pelaksanaan Rekrut dan Seleksi melalui dinas yang membidangi 

ketenagakerjaan di kabupaten/kota (Permenakertrans Nomor 

PER.14/MENN/201 0); 

3). Khusus TKI yang akan bekerja di sektor domestik diwajibkan mengikuti 

pelatihan 200 jam dan memiliki sertifikat kompetensi (Permenakertrans 

PER.23/MENIIX/2009 dan Kepdirjm Binalattas Nomor 

.163/LA TSSIIX/2009; 

5) Mewajibkan setiap calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri 

dalam program asuransi TKI ((Permenakertrans Nomor PER.O?N/2010); 

6). Standar penampungan/asrama TKI; Pengetatan tempat transit sesuai 

dengan norma dan standar yang ada dan melakukan peninjauan 

lapangan dan pemanggilan PPTKS (Permenakertrans Nomor 

PER.O?/MEN/IV/2005; 

7). Pengetatan verifikasi Job Order, Demand letter, Perjanjian Kerja oleh 

Atase/Perwaki I an Rl (Surat Edaran Menakertrans 

No.SE.04/MEN/IV/2011; 

8). Mewajibkan setiap i alon TKI sebelum berangkat mengikuti Pembekalan 

Akhir Penempatan (PAP) (Permenakertrans Nomor PER.14/MEN/X/201 0 

Perlindungan TKI selama Penempatan 

Selama TKI bekerja di .luar negeri tetap mendapat perlindungan, 

khususnya dari pelaksana penempatan TKI swasta maupun Pemerintah. 

Perlindungan TKI selama penempatan meliputi hal-hal sebagai berikut: 
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~ <',AL--~~3.Q._8-·-- . 
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1) Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI di 

tempat kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana 

dimaksud dalam perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani 

oleh TKI bersangkutan; 

2). Pendataan (Welcoming Program) bagi TKI yang baru tiba dan 

memonitor TKI yang akan berakhir kontrak kerja; 

3) Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan TKI di luar 

negeri dengan menetapkan jabatan atase Ketenagakerjaan pada 

perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; 

#{·!J)~m memberikan perlindungan selama penempatan di luar negeri 

{;jl_J.,,~~Pe"'..,W...,~ ilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan 

« r ~Jff~"tn: asan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta 

'\ ' ~ ~ 1 yang ditempatkan di luar negeri; 

\~~_/ 
'"'.>.,..c.---

~,,, _~-.5 .. - erlindungan TKI selama penempatan di luar negeri dilakukan 

dengan memberikan bantuan hukum sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan 

kebiasaan internasional; · 

6) Pembelaan atas pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian kerja 

dan/atau Peraturan Perundang-undangan di negara di mana TKI 

ditempatkan 

Perlindungan TKI Purna Penempatan 

Perlindungan TKI Purna Penempatan meliputi hal-hal berikut: 

1) Kepulangan TKI dapal terjadi karena berakhirnya perjanjian kerja, 

pemutusan hubungan kerja, terjadinya perang, wabah penyakit di 

negara tujuan, mengalami kecelakaan kerja sehingga tidak bisa 

menjalankan pekerjaan lagi. meninggal dunia di negara tujuan, 

cuti atau dideportasi oleh Pemerintah setempat; 

2) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan, pelaksana 

penempatan TKI berkewajiban 

a) Mencari informsi tentang sebab-sebab kematian dan 

memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya 



paling lambat 3 X 24 jam sejak diketahuinya kematian 

tersebut. 

b) Memberitahukannya kepada pejabat perwakilan Republik 

Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan; 
' 

c) Memulangkan jenazah ke tempat asal dengan cara yang 

layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, 

termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara 

agama TKI yang bersangkutan; 

d) Mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI 

atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan; 

e) Memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI 

ngurus pemenuhan terhadap semua hak yang 

hal terjadi perang, wabah penyakit dan deportasi, 

perwakilan Republik Indonesia. Badan Nasional Penempatan 

dan Perlindungan TKI, Pemerintah pusat dan daerah 

bekerjasama mengurus kepulangan TKI; 

4) Kepulangan TKI dan negara tujuan sampai tiba di daerah asal 

menjadi tanggungjawab pelaksana penempatan TKI; 

5) Kepengurusan kepulangan TKI meliputi: 

a) Kemudahan fasilitas kepulangan TKI; 

b) Pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam 

kepulangan; 

c) Pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari 

kemungkinan adanya tindakan pihak lain yang tidak 

bertanggungjawab dan dapat merugikan TKI dalam 

kepulangan. 
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xii. Bahwa tujuan Penempatan dan pengerahan Tenaga Kerja Indonesia di luar 

negeri sebagainiana dijelaskan <?leh Zaeni Asyhadie, S.H., M.Hum dalam 

bukunya berjudul Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan 

Kerja) yaitu : 

• Mempererat hubungan antarnegara (negara pengirim dan negara 

penerima; 

• Mendorong terjadinya pengalaman kerja dan alih teknologi; 

• Meningkatkan pembayaran di dalam neraca pembayaran negara (devisa). 

xin. Dalam rangka pemberdayaan TKI dan menstimulir pertumbuhan setra-setra 

ekonomi baru di daerah basis rekrut TKI (38 Kabupaten/Kota) yang bertujuan 

untuk mengurangi jumlah TKI :ke luar negeri, khususnya pada sector 

-/~-;."""; estic workers, dilakukan pembinaan daerah basis rekrut TKI melalui 
If' ,. <- ·' - ./ ' ": 

/sl~::~. ftan berbagai kegiatan da~ program-program yang mendekatkan pada 

/, J ( .~ ... :/2?.~1. t1 \ daerah asal TKI antara lam : 
I I .~ . ~-'· } ~ 
!\ t) lr-~ -. ~ usaha baru · t \ ~~ ]I ologi tepat guna 

,,..,_"'·~--~{- adat karya produktif 
~-··· 

• Desa produktif 

• Mobil terampil 

• Rumah terampil 

• Program Link and Match dengan Kementerian Pendidikan Nasioal 

Sehingga dalil para penggugat yang menyatakan pengerahan dan 

penempatan T enaga Kerja Indonesia di luar negeri karena kegagalan 

Pemerintah in casu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk 

menciptakan lapangan kerja di Indonesia adalah tidak berdasar. 

a.2 Bahwa ketidakpedulian Tergugat I dan Tergugat IX terhadap 

keberadaan TKI yang bekerja di luar negeri juga terbukti dengan kasus 

terlantarnya sekitar 1 00 orang TKI di Arab Saudi hingga berbulan­

bulan tanpa mendapat respon dan/atau perlindungan dari Tergugat I 

dan Tergugat IX. (vide gugatan halaman 14 angka 61), adalah tidak 

berdasar atas hukum karena; 

Bahwa salah satu perlindungan Pemerintah Rl terhadap TKI yang 

bekerja di luar negeri adalah pemulangan TKI overstayer dari Arab 

Saudi dimana Kemeterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 



berkoordinasi dengan Perwakilan Rl di Jeddah, dengan rincian 

sebagai berikut 

Kloter 1 Dewasa 346 orang 

Anak-Anak 3 orang 

Bayi 2 orang 

Jumlah 351 orang 

Kloter II Dewasa 334 orang 

Anak-Anak 11 orang 

Bayi 11 orang 

Jumlah 356 orang 

Oewasa 308 orang 

Anak-Anak 18 orang 

Bayi 14 orang 

Jumlah 340 orang 

Kloter IV Oewasa 320 orang 

Anak-Anak 2 orang 

Bayi 6 orang 

Jumlah 328 orang 

.3 Bahwa setelah mendapat desakan dari masyarakat luas. pada akhirnya 

Tergugat I melalui Tergugat IX menyatakan akan segera melakukan 



moratorium terhadap beberapa negara tujuan utama TKI, namun hingga saat 

ini moratorium itu tidak dilaksanakan sama sekali oleh Tergugat I dan 

Tergugat IX, dalil tesebut tidak berdasar atas hukum karena: 

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

terkait degan moratorium/penghentian sementara penempatan T enaga Kerja 

Indonesia di luar negeri yaitu : 

i. Surat Edaran Nomor SE. 342/MEN/PPTK-TKLN/X/2009 tentang Penghentian 

Sementara Pelayanan Penempata,n TKI ke Kuwait Untuk Peke~a Sektor 

Domestik (PLRT) tanggal14 September 2009; 

ii. Surat Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor B . 

. ;/~~J~~- · TK-TKLNNI 2009 perihal Penghentian Sementara Penempatan TKI ke 
,-.. ~ .. - ./ : 

j 1 ~~/~1 &$1 tanggal 26 Juni 2009; 

1l(?~ ~ . 
r1 '::J ""{~ c 
\\) irfl ur: v. Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

\~~ \ Y/ /MEN/PPTK-TKLNNII/2010 tentang Penghentian Sementara Pelayanan 

~ mpatan TKI ke Yordania Untuk Pekerja Sektor Domestik (PLRT) tanggal 

29 Juli 2010: 

iv. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 

SE.OS/MENNI/2011 tentang Penghentian Sementara Pelayanan Penempatan 

TKI ke Arab Saudi Untuk Pekerja Sektor Domestik (PLRT) tanggal 23 Juni 

2011; 

v. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor : 

KEP. 157/PPTKNI11/2011 perihal Penghentian Sementara Penempatan TKI 

Negara Syria Untuk Pekerja Sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) 

tanggal 09 Agustus 2011 ; 

Dengan demikian bahwa Pemerintah melalui Tergugat IX telah 

memberlakukan moratorium keberbagai negara 

a.4. Bahwa Tergugat IX telah gagal melaksanakan kewajiban hukumnya 

memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia, (vide gugatan 

halaman 19 angka 88) dalil tesebut tidak berdasar hukum karena : 

Bahwa selain memberikan perlindungan bagi para Tenaga Kerja 

Indonesia khususnya yang berada di luar negeri dengan menciptakan mekanisme 



penempatan dan pengerahan tenaga kerja yang mengedepankan aspek 

perlindungan terhadap harkat dan martabat serta keselamatan dan kesehatan TKI 

sejak masa pra penempatan, selama bekerja di negara penempatan sampai 

kembal i ke tanah air. Pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan yang 

bertujuan untuk menekan angka pengangguran, dan menciptakan lapangan kerja 

sehingga hak-hak warga negara atas pekerjaan yang layak sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu : 

i. Pemerataan pembangunan nasional 

Dalam pemerataan pembangunan diupayakan pemerataan kesempatan kerja 

bagi setiap warga negara Pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka 

menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta 

pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pembentukan tenaga 

profesional yang mandiri dan beretos kerja tinggi dan produktif. 

·;}~kan perencanaan ketenagakerjaan mendorong pemerataan kesempatan 

rj 7:~- tar daerah dengan niemperhatikan potensi angkatan kerja setempat. ... 
c 
V • ,. 

rkan data Kementerian Teriaga Kerja dan Transmigrasi 

semester I Tahun 2011 terdapat 728.440 orang pencari kerja terdaftar 

engan jumlah lowongan kerja terdaftar sebesar 326.617 dan jumlah pencari 

kerja ditempatkan sebanyak 227.169 orang pekerja. Presentase lowongan kerja 

terhadap pencari kerja yang terdaftar sampai dengan semester I lanun 201 0 

sebesar 44,83%. Selanjutnya persentase penempatan terhadap pencari kerja 

yang terdaftar sebesar 31 , 19 % dan persentase pemenuhan lowongan terhadap 

lowongan yag terdaftar 69,55%. 

Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011 

telah terjadi peningkatan penciptaan Kesempatan Kerja dari tahun 2009 yang 

sebelumnya sebesar 104.870.663 meningkat menjadi 109.670.339 sehingga 

terjadi peningkatan sebesar 4. 799.736 kesempatan kerja. 

ii. Peningkatan penanaman modal asing 

Dengan adanya investasi modal asing membuka kesempatan kerja bagi Tenaga 

Kerja Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal mewajibkan perusahaan penanaman modal asing memenuhi kebutuhan 

akan tenaga kerja dengan warga negara Indonesia untuk mengisi lowongan 

pekerjaan di perusahaan modal asing, sehingga Tenaga Kerja Indonesia harus 



sebanyak mungkin didayagunakan pada proyek-proyek pembangunan dan 

kegiatan lainnya di Indonesia, iii. Pembatasan penggunaan tenaga kerja asing ; 

Pada prinsipnya orang asing tidak dilarang bekerja di Indonesia tapi dibatasi 

sepanjang pekerjaan tersebut belum mampu dikerjakan oleh T enaga Kerja 

Indonesia. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi menentukan 

jabatan/pekerjaan yang terbuka atau tertutup sama sekali bagi Tenaga Kerja 

Asing. 

Penggunaan Tenaga Kerja Asing bertujuan untuk: 

• Alih keterampilan dan teknologi dari Tenaga Kerja Asing ke Tenaga Kerja 

Indonesia; 

• Memenuhi jabatan yang belum diisi oleh TKI; 

• Mengamankan modal investasi asing di Indonesia; 

• Meningkatkan hubungan bilateral antara dua negara. 

ta Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi terdapat 77.295 orang 

yang bekerja di Indonesia dari total keseluruhan Tenaga Kerja 

esia sebesar 117 ~70.485 orang sehingga persentase dari jumlah 

a kerja asing di Indonesia hanya sebesar 0,065 % dari keseluruhan 

h tenaga kerja yang bekerja di Indonesia. 

iii . Program transmigrasi dan keluarga berencana Penduduk Indonesia termasuk 

dalam golongan struktur umur muda yang sebagian besar adalah angkatan 

kerja sehingga penduduk dengan struktur umur muda memerlukan banyak 

lapangan kerja. Dengan adanya transmigrasi diharapkan terjadi pemerataan 

jumlah penduduk sehingga pemerataan pembangunan ketenagakerjaan tidak 

terfokus pada satu titik saja. 

Dengan adanya keluarga berencana diharapkan dapat menekan angka 

kelahiran sehingga jumlah golongan struktur usia muda yang memerlukan 

banyak lowongan pekerjaan dapat ditekan. 

iv. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja 

Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja bertujuan untuk mempersiapkan tenaga 

kerja indonesia yang profesional dan mandiri serta beretos kerja tinggi dan 

produktif. 
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Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010 menunjukan bahwa 

lebih dari 46 % angkatan Kerja Indonesia berpendidikan SO ke bawah. Dari jumlah 

tersebut sebagian besar berada di daerah-daerah jauh dari arus informasi dan 

pengetahuan. Begitu juga dengan kondisi TKI di luar negeri sebagian besar hanya 

bekerja pada sektor domestik dan pada umumnya mereka adalah wanita. 

Untuk tahun 2010 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan 

pendidikan dan pelatihan tehadap 45.436 peserta dan pada tahun 2011 

Kementerian lenaga Kerja dan Transmigrasi telah melakukan pendidikan dan 

[selatihan tehadap 97.229 peserta yang diharpkan dapat membantu meningkatkan 

keahlian dan keterampilan para peserta sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang 

mandiri dan beretos kerja tinggi. 

mandiri yang dapat memperluas lapangan kerja, baik di daerah pedesaan maupun 

daerah perkotaan. 

Bursa kesempatan kerja 

Bursa kesempatan kerja adalah sumber informasi bagi pencari pekerjaan dan 

peminta tenaga kerja dan merupakan tempat pertemuan antara permintaan dan 

penawaran kesempatan kerja. Dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1980 

tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan dalam langka mengatur penyediaan 

tenaga kerja dalam kualitas yang memadai serta memberikan pelayanan sebaik­

baiknya kepada pencari kerja termasuk penempatan kerja yang tepat guna, maka 

diperlukan data mengenai keadaa~ lowongan pekerjaan sehingga pemerintah 

dapat mengatur penyebaran tenaga kerja secara efektif dan efisien. 

Padat karya sebagai jaring pengaman sosial Untuk membantu pengangguran dan 

penduduk miskin maka Pemerintah menciptakan program padan karya sebagai 

jaring pengaman sosial. Dengan adanya program padat karya maka pengangguran 

dan penduduk miskin mendapat imbalan berupa upah sebagai jerih payah 

melakukan pekerjaan 



Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011 terdapat 7.600 

kelompok usaha produktif yang meiaksanakan 380 program padat karya yang telah 

di berikan oleh Kememterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyerap 

sebanyak 32.912 orang Tenaga Kerja di seluruh Indonesia. 

Dengan berbagai program yang telah ditempuh oleh Pemerintah maka pada awal 

tahun 2011 jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 8,1 juta orang atau 6, 

8 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 30 juta orang atau 12, 

5 persen. Upaya ini terus ditingkatkan agar tahun depan, jumlah pengangguran 

terbuka dapat diturunkan lagi menjadi 6,4-6,6 persen, dan jumlah penduduk miskin 

terus berkembang menjadi sekitar 10,5-11 ,5 persen. 

Berkaitan dengan itu, sejak Desember 201 0 semua pemangku kepentingan mulai 

/(~~::;• 'em_:~::ht=rl~::· :~;:~~= ~===~c:::~:~ :::p:::: :!~:n:~:~ 
f f/' ,.,.: · )~~ "' nas1onal Upaya ke arah percepatan dan perluasan pembangunan 
fl L ' - : .... ·" > 
~ ·~-;) : el<on Ttl dituangkan dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 

~·:,::~)] i Indonesia (MP3E\), • , 

'-=-~ 
Sehingga datil para penggugat yang menyatakan pengerahan dan penempatan 

Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri karena kegagalan Pemerintah in casu 

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk menciptakan lapangan kerja di 

Indonesia adalah tidak berdasar. 

Tentang Unsur Kerugian 

Penggugat dalam posita gugatannya halaman 9 angka 88 mengenai kerugian yang 

pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut 

b.1 Para Tergugat telah gagal melaksanakan kewajiban hukumnya memenuhi hak 

konstitusional warga negara Indonesia, sehingga mengakibatkan kerugian 

konstitusional pada para Penggugat karena para Penggugat tidak bisa 

menerima dan menjalankan hak konstitusional yang seharusnya menjadi milik 

para penggugat sebagaimana yang dijamin UUD 1945; 

b.2 Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa kerugian yang dapat dituntut ganti 

ruginya dalam hubungan dengan terjadinya perbuatan melawan hukum harus 

merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum dimaksud; 
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b.3 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan kerugian konstitusional 

yang nyata-nyata ·langsung diderita oleh para Penggugat yang mengajukan 

gugatan a quo dan pihak mana yang secara nyata menderita kerugian 

tersebut, Gugatan para penggugat juga tidak ada yang menyertakan alat bukti 

yang dapat menunjukkan bahwa para Penggugat mengalami kerugian. 

b.4 Berdasarkan uraian diatas maka ;jelaslah bahwa gugatan para Penggugat tidak 

memenuhi ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, oleh karena itu gugatan para 

Penggugat harus di tolak untuk seluruhnya. 

Tentang Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian yang Ditimbulkan 

, c .. J. Salah satu unsur dan perbuatan .melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 
--~·~;c~r. /~;--~·:-

,;/.,:2 ' ~ :~- · 5 KUHPerdata adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) 

{
, i ~~~~ .,.tit ra perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. 

\,? 1\~~ ~» c 
~ ~~ ' " .... '-.J....... ~ 

~_:.$ uraian yang telah dikemukan diatas maka jelaslah bahwa T ergugat IX 

~) ah melaksanakan kewajiban hukumnya, memberikan perlindungan hukum 

terhadap Tenaga Kerja Indonesia khususnya bagi TKI yang berada di luar 

negeri sehingga Tergugat IX tidak melakukan perbuatan melawan hukum. 

c.3. Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam 

ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak terpenuhi, maka Tergugat IX tidak 

terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak 

gugatan Para Penggugat seluruhnya. 

Tentang Unsur Kesalahan 

Dari uraian unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut pada tersebut 

diatas. jelas bahwa unsur ke-salahan (schuld) tidak terpenuhi karena Tergugat IX 

telah melakukan kewajiban hukumnya dengan aktif memberikan perlindungan 

hukum kepada Tenaga Kerja Indonesia khususnya bagi TKI yang berada di luar 

negeri sehingga dengan demikian terbukti bahwa Tergugat IX tidak melakukan 

perbuatan melawan hukum. 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas. maka jelaslah bahwa unsur­

unsur perbuatan melawan hukum dalam ketantuan Pasal 1365 KHUPerdata 

sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak terpenuhi, dengan 

demikian gugatan para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat IX telah 

melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan perlindungan hukum 

kepada lenaga Kerja Indonesia khususnya bagi TKI yang berada di luar negeri, 

sehingga secara yuridis maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara a quo agar menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR jo Pasal 136 HIR eksepsi yang diajukan 

oleh Tergugat IX sebagaimana diuraikan diatas adalah mengenai masalah tidak 

mengadili sebelum 

Berdasarkan uraian, dasar hukum sebagimana diuraikan diatas, bersama ini 

perkenankanlah Tergugat IX mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan 

dengan amar sebagai berikut: 

PRIMAIR : 

DALAM EKSEPSI : 

I. Menerima Tanggapan tentang Citizen law Suit yang disampaikan Tergugat IX ; 

II . Menyatakan para Penggugat tidak mempunyai hak (legal Standing) untuk 

mengajukan gugatan Citizen law Suit; 

Ill. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk 

memeriksa dan dan mengadili perkara a quo: 

IV. Menerima Eksepsi yang diajukan T ergugat IX; 

V. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ; 

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa 

dan dan mengadili perkara a qu: 
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. Menerima Eksepsi yang diajukan tergugat XI ; 

5. menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima; 

DALAM POKOK PERKARA : 

1 . Menolak gugatan Penggugat t..lntuk seluruhnya ; 

2. Menghukum Para penggugat untuk membayar semua biaya perkara ; 

SUBSIDAIR : 

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono). 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat X 

~J.§!~Il menyampaikan jawabannya tertanggal 25 Oktober 2010 sebagai berikut: 
_.,....; ~·" - .... 

;. ; :·;~>~{·'·~~ ETENSI ABSOLUT . . . 

(/ ,~;1 >~t~.., rgugat X menolak seluruh dahl-dahl Para Penggugat kecuah yang secara 

(I (Z • ~ ui dalam jawaban ini; · 

\\ ~a ~ setelah Tergugat X membaca dan mencermati substansi gugatan 

~~~.'·~P~!iggugat, maka dalam eksepsi ini perlu Tergugat X tegaskan bahwa Para 

- --p~nggugat mengajukan dan memasukkan Tergugat X sebagai pihak dalam 

perkara a quo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkesan dipaksakan, agar 

Tergugat X dapat dinyatakan sebagai pihak yang turut bersalah atas kebijakan 

yang didasarkan pada aturan tertentu yang dilaksanakan oleh Tergugat X 

dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dari Kementerian Negara yang 

telah diamanatkan dalam Undang-U_ndang. 

2. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat X 

sebagai pembantu pelaksana program kerja Tergugat I, Jayak digugat di 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai gugatan Citizen Law Suit. Di 

Indonesia gugatan Citizen Law Suit belum diatur secara spesifiklkhusus dengan 

aturan atau Undang-Undang tertentu sehingga persyaratan atas gugatan 

tersebut belum jelas. Maka gugatan yang diajukan Para Penggugat dapat 

dinyatakan sebagai gugatan rekaan saja berdasarkan asumsi Para Penggugat. 

Apabila Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat X telah melakukan 

perbuatan melawan hukum dalam menjalankan pemerintahan dengan 

menerbitkan serta melaksanakan kebijakan berupa peraturan yang 

bertentangan dengan Undang-Undang karena tidak memenuhi hak 

konstitusional seluruh warga Negara Indonesia sesuai dengan Undang-undang 
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Dasar 1945 Pasal 28 I ayat (4), maka Para Penggugat seharusnya mengajukan 

gugatan ke Mahkamah Agung melalui permohonan Hak Uji Materiil, atas 

kebijakan yang menurut Pengg1.,1gat peraturan tersebut bertentangan dengan 

Undang-undang yang lebih tinggi, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji 

Materiil. 

3. Bahwa Tergugat X dalam menjalankan pemerintahan didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Kementerian Negara, maka· tidak mungkin Tergugat X dalam 

menjalankan tugasnya menyimpang dari ketentuan yang ada atau menjalankan 

pemerintahan dan mengeluarkan kebijakan berdasarkan pada keinginan 

T ergugat X semata. 

, ( .;>//" ·S&~{beda dengan Kementehan teknis yang melaksanakan langsung kegiatannya 

!if C;j' 7~J ¥~ asarkan tingkat kebutuhan masyarakat. 
I .: -'Y::~~ -,.. . li (;) 4. tf ~~~Yi ,, ... 

~~ ~ ~ 
A 1,: a a Para Penggugat mendalilkan Tergugat X telah melakukan perbuatan 

~ lawan hukum dengan melakukan program E- KTP yang ditargetkan. 

Senyatanya program E-KTP tersebut dilakukan Tergugat X dengan dasar 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 

Sehingga setiap kebijakan yang dilakukan Tergugat X tidak dapat dilaksanakan 

tanpa didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berdasarkan uraian tersebut, apabila Para Penggugat merasa keberatan 

dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Tergugat X terkait 

dengan Program E-KTP tersebut adalah merupakan alasan yang tidak 

berdasarkan hukum dan mengada-ada, karena Progam E-KTP tersebut masih 

dalam proses. Sehingga tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat 

menyatakan bahwa Tergugat X telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

5. Bahwa selayaknya Para Penggugat lebih tepat mengajukan gugatannya ke 

Mahkamah Agung. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat 

(3) PERMA No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang menyatakan : 

" Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan : 



(1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan 

peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap 

peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi; 

(2) Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan 

terhadap berlakunya suatu 'peraturan perundang-undangan yang diduga 

bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih 

tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan. " 

Sehingga jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat menjadi tidak relevan 

apabila keberatan Para Penggugat ·terhadap program kerja yang dilaksanakan 

Kementerian yang dipimpin oleh Tergugat X diajukan di Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat. 

.··> : 6 Bahwa dalil-dalil Para Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan 

;<;~;!!.~~· ~atan diajukan berdasarkan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan 
/;.-,; -~~\~ (( J ®)\ ~~~ T ergugat X menjadi tidak tepat dan tidak berdasarkan atas hukum. Dengan 

~ '@/, e~lm Para Penggugat berusaha mengalihkan serta mengkait-kaitkan program 

\ ~) yang dilakukan oleh Tergugat X seolah-olah dilakukan dengan cara 

·.__,... elakukan perbuatan melawan hukum, dan tidak sesuai dengan pelaksanaan 

program kerja Kementerian T ergugat X, mulai dari penerbitan kebijakan sampai 

pelaksanaannya. Di mana pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sesuai dengan 

mekanisme, prosedur, kewenangan dan ketentuan peraturan perundang­

undangan yang berlaku. 

7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Para Penggugat di dalam 

memasukkan Tergugat X sebagai Pihak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum karena perbuatan melawan 

hukum yang didalilkan Para Penggugat kepada Tergugat X adalah tidak terbukti 

dan merupakan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Apabila terbukti ada penye/ewengan terhadap pelaksanaan Program Kegiatan 

yang dilakukan oleh Tergugat X, hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. 

Dengan demikian cukup beralasan apabila kami mohon kepada Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menolak gugatan Para Penggugat atau 

setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk 

verklaard). 



2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR!TIDAK JELAS (OBSCURE LIBELUM) 

8. Bahwa dalil ataupun substansi Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, 

dapat dinyatakan kabur karena Para Penggugat mempermasalahkan program 

e-KTP sebagai suatu perbuatan melawan hukum oleh Tergugat X di lain sisi 

pelaksanaan program tersebut belum selesai. Dengan kata lain Para 

Penggugat mengasumsikan Tergugat X telah salah dalam melakukan 

program kerjanya, akan tetapi Para Penggugat juga tidak dapat menjelaskan 

secara rinci perbuatan melawari hukum mana yang dilanggar oleh Tergugat X 

(karena program tersebut masih dalam pelaksanaan) yang menyebabkan 

kerugian Para Penggugat. 

9. Bahwa Para Penggugat di dalam Gugatannya hanya menjelaskan bahwa 

Program Tergugat X tidak berjalan sesuai rencana. Para Penggugat tidak 

mempunyai kewenangan untuk menilai suatu kebijakan yang dilakukan oleh 

·-·· ·<, Tergugat X yang menjadi kewenangannya. Selebihnya Para Penggugat tidak 
_.-;,:··<·::-.··;.\.·· = i<J I I 

~--~..,· / 1 at menjelaskan alasan apa yang melatarbelakangi dalil maupun alasan 

l(_~ d ~ri ara Penggugat yang memyatakan pelaksanaan program tersebut tidak il ')h ~~l c 
-~ · ~-... d ~ berjalan lancar. 

- ~ . . 

· \~~ 
" ·-...t~~ rdasarkan uraian tersebut menjadi tidak relevan apabila Para Penggugat 

dalam petitum gugatannya tetap memaksakan bahwa Tergugat X telah 

bersalah dan mendalilkan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. 

Selanjutnya dapat dinyatakan gugatan Para Penggugat kabur karena Para 

Penggugat tidak dapat menjelaskan secara eksplisit/jelas hubungan antara 

posita Gugatan yang menjelaskan bahwa Tergugat X telah melakukan 

perbuatan melawan hukum, sedangkan dalam petitum Gugatannya Para 

Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo 

untuk menyatakan Tergugat X bersalah karena telah melakukan perbuatan 

melawan hukum yang didasarkan pada gugatan Citizen Law Suits. 

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka sudah cukup beralasan hukum bagi 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk 

menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidak­

tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet 

OntVan Kelijk Verklaard); 



,. 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Bahwa Tergugat X dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para 

Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dan apa yang 

termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

dengan bagian dalam pokok perkara ini; 

2. Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada 

halaman 15 angka 64 yang meny~takan " ..... program E-KTP .... hingga saat ini 

tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya". Bahwa dalil Para Penggugat ini 

tidak beralasan hukum karena Para Penggugat dalam dalil gugatannya 

semakin menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui secara rinci 

sejauhmana keberhasilan pelaksanaan teknis terhadap program dimaksud 

karena bukan kewenangan ataupun kapasitas dari Para Penggugat untuk 

menilai keberhasilan maupun kegagalan dari Program E-KTP yang 

·.; }.'::~·~~~anakan oleh Tergugat X. Perlu Tergugat X sampaikan bahwa 

;/ .::.:'~' ;r:/f2t1J~.~} asilan Kementerian yang dipimpin Tergugat X yang memperoleh 

\{ ~'( ~e c: t dari UKP-PPP (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan 

V. "" ,.Pe ndalian Pembangunan) dengan predikat memuaskan 2, berkaitan 

~rnlr: , an Status Pencapaian lnstruksi. Presiden No.9 Tahun 2011 tentang 

~ encana Aksi Pencegahan d<;1n Pemberantasan Korupsi. Predikat ini 

menandakan bahwa program kerja yang telah dilakukan oleh T ergugat X 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mencapai target yang 

ditentukan dalam pelaksanaannya. Sehingga dalil Para Penggugat yang 

menyatakan program kerja a quo tidak berjalan sebagaimana mestinya 

menjadi tidak relevan dan harus dikesampingkan; 

3. Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada 

halaman 15 angka 65 yang menyatakan " ... .. ..... ...... Tergugat I melalui Menteri 

Dalam Negeri dan/atau Tergugat X tidak segera melakukan penertiban NIK 

secara nasional, justru terpaku pada target E-KTP yang diberi tenggatnya 

waktu hingga tahun 2012". Bahwa alasan dan dalil Para Penggugat tersebut 

adalah tidak benar dan menunjukkan bahwa Para Penggugat tidak paham, 

faktanya target E-KTP adalah merupakan proses penerbitan Nomor lnduk 

Kependudukan (NIK) secara nasional. Di mana pelaksanaan E-KTP diawali 

dEmgan pembuatan NIK. NIK .ini diperoleh dari data kependudukan yang 

sudah ada dan berlaku, kemudian dihimpun dalam bentuk chip 

kependudukan. Sehingga masing-masing penduduk telah terdata secara 



otomatis dengan NIK tersebut setelah itu ditindaklanjuti dengan konsolidasi 

data, dimana dilakukan pencocokan data faktual diantaranya pencatatan sidik 

jari dan tandatangan. Maka menjadi tidak masuk akal apabila Para Penggugat 

menyatakan Tergugat X tidak segera melakukan penertiban NIK. Oleh karena 

itu dalil Para Penggugat yang seperti ini haruslah ditolak karena tidak 

beralasan hukum. 

4. Bahwa Tergugat X menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada 

halaman 15 angka 66 yang menyatakan " ..... dimana untuk melakukan 

pengurusan di pengadilan, masyarakat dibebankan untuk mengeluarkan biaya 

yang tidak sedikit yakni berkisar antara Rp. 800 ribu .... .. ". Pemyataan Para 

Penggugat ini adalah tidak beriar dan tidak berdasarkan hukum, karena 

T ergugat X selaku pemrakarsa pembuat kebijakan sebagaimana tugas pokok 

dan fungsinya tidak menetapkan tarif pengurusan Program E-KTP tersebut 

dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

'::/ , , > , Aq~· · · istrasi kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

/ 'fi:~:,ff.~..; '. i mana kewenangan penetapan tarif pengurusan tentang pelaksanaan 

:j ~~ ~ f, dminstrasi kependudukan tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat X, 

~ ) \ VP~QJ}fo Para Penggugat mempersoalkan hal tersebut dan manyatakan bahwa 

~~~rupakan tanggung jawab T~rgugat X maka dalil Para Penggugat yang 

seperti ini tidak dapat dipertimbangkan dan haruslah ditolak, karena 

pelaksana teknis pengurusan surat dari pengadilan adalah menjadi 

kewenangan pengadilan yang bersangkutan, dan apabila Para Penggugat 

membebankan keberatan tersebut pada Tergugat X jelas-jelas atas masalah 

tersebut tidak ada korelasinya dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat X. 

Para Penggugat juga menyatakan apabila anak usia 1 (satu) tahun keatas 

yang lahir setelah Tahun 2006 harus menyertakan surat dari Pengadilan. 

Proses di Pengadilan bukan kewenangan serta tugas dan fungsi Tergugat X. 

5. Bahwa Tergugat X selebihnya : tidak akan menanggapi dalil-dalil Para 

Penggugat tersebut karena semua dalil-dalil dari Para Penggugat tersebut 

tidak beralasan hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Dengan demikian, maka Tergugat X mohon kepada Majelis 

Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mengesampingkan dan tidak 

rrienjadikannya sebagai bahan pertimbangan; 



Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, 

mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan 

putusan dengan amar putusan sebagai berikut: 

DALAM EKSEPSI 

1. Menerima Eksepsi Tergugat X untuk seluruhnya; 

2. Memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat X terkait dengan kompetensi absolut 

sebelum pemeriksaan pokok perkara; 

DALAM POKOK PERKARA 

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 

menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk 

verklaard); 

Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat XI 

telah menyampaikan jawabannya tertanggal 1 Nopember 2010 sebagai berikut ; 

I. TANGGAPAN TERHADAP GUGATAN CITIZEN LAW SUIT : 

A. Gugatan Dalam Bentuk Citizen Law Suit, Tidak Dikenal Dalam Peraturan 

Perundang-Undangan Di Indonesia 

1. Penggugat dalam posita guga~an halaman 6-7 angka 10 butir a dan b yang 

pada pokoknya menyatakan : · 

"bahwa meskipun mekanisme Citizen Law Suit atau actio pularis belum 

dikenal dalam sistem hukum di Indonesia, namun dalam pakteknya 

terdapat beberapa yurisprudensi terkait dengan mekanisme hukum 

Citizen Law Suit diantaranya: 

1.1 Putusan gugatan perbuatan melawan hukum atas penanganan buruh 

migran Indonesia (TKI) yang di deportasi dan Malaysia di Nunukan di 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor 

28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST yang diputus pada tanggal 8 Desember 



2003 oleh Majelis Hakim : Andi Samson Nganro, S.H. selaku Ketua 

Majelis Hakim dan H.lskandar Tjako. S.H. dan Aly. Andriani Nurdin, 

S.H,.M.H:, masing-masing sebagai anggota majelis hakim yang telah 

mengakui adanya gugatan warga negara . .. ...... . dst 

1.2 Bahwa Mtijelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah 

mengeluarkan putusan ~ dalam perkara gugatan Citizen Law Suit 

mengenai korban ujian nasional nomor perkara 

No.228/Pdt.G/2007/PN Jkt.Pst. Dalam putusanya tanggal 21 Mei 

2007 Majelis Hakim yang diketuai oleh Ny. Andriani Nurdin, S.H. 

memutuskan mengakui gugatan Citizen Law Suit dan menerima 

gugatan dari Penggugat... .. ... . dst 

2. Selanjutnya dalam posita gugatan halaman 7 angka 11 yang pada 

~:-:~nya menyatakan : 

0r~~ dengan adanya beberapa yurisprudensi dan terobosan hukum 
II =- I h ~}M I - ~ 
: ; 

1 
/ ( 1~ ual~~· ) erta kompetensi yang dimiliki oleh Para penggugat, maka sangat 

~~ ~ berdl; an jika gugatan perbuatan melawan Hukum melalui mekanisme 

\. Y.rJ. Law Suit yang diajukan oleh Para Penggugat ini dinyatakan dapat 

-- ~--~==~;;m. :t:rima oleh Majelis Hakim." 

3. Sehubungan dengan dalil .Penggugat sebagaimana tersebut di atas, 

T ergugat XI membantahnya dengan alasan sebagai berikut: 

3.1 Gugatan Citizen Law Suit adalah gugatan perbuatan melawan hukum 

atas nama kepentingan umum (on behalf of the public interest) yang 

dikenal dalam sistem hukum common law, yang dapat diajukan oleh 

setiap orang dengan pengaturan Negara atau dengan kata lain harus 

ada aturannya terlebih dahulu: Hal ini dimaksudkan agar mekanisme 

gugatan seperti ini tidak dilakukan secara asal-asalan atau asal 

menggugat organ Pemerintah/Negara atau pihak swasta; 

3.2 Bahwa gugatan Citizen Law Suit tidak dikenal dan tidak diatur dalam 

ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu 

T ergugat XI secara tegas menolak segala bentuk gugatan apa pun 

yang belum/tidak diatur : dalam Ketentuan peraturan perundang-



undangan di Indonesia agar tercipta tertib hukum serta kepastian 

hukum; 

3.3 Bahwa Tergugat XI menolak dalil Penggugat yang menghubungkan 

dasar gugatan Citizen Law Suit dengan hak asasi manusia (vide 

posita gugatan halaman 5 angka 3. 4 dan 5 karena hal tersebut akan 

memberi peluang bagi timbulnya ketidakpastian hukum; 

3.4 Dalil Para Penggugat pada halaman 6 angka 1 0 butir a dan b yang 

menyatakan Majelis Hakim telah mengakui dan menerima gugatan 

Citizen Law Suit dalam dunia hukum di Indonesia dewasa ini antara 

lain dengan putusan gugatan perbuatan melawan hukum atas 

penanganan buruh migran Indonesia (TKI) yang di deportasi dan 

Malaysia di Nunukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan 

Perkara Nomor:28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST yang diputus pada 

//.;_~~~ J~ nggal 8 Desember 2003 dan gugatan perkara gugatan Citizen Law 

/ i ,~~ mengenai korban ujian nasional nomor perkara {{ l ~ ~- 28/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst. yang diputus tanggal 21 Mei 2007. 

~ "'" a kedua putusan tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya '\> .... ~l atur dan dasar pene~imaan gugatan Citizen Law Suit. Bandingkan 

--=---,..... dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu putusan perkara perdata 

No.178/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST tanggal 3 November 2003 yang 

pada intinya menyatakan bahwa gugatan Citizen Law Suit dalam 

kasus tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankeljk Verklaard); 

3.5 Dalil Para Penggugat pada halaman 6 angka 9 huruf a dan b yang 

merujuk ketentuan pasal 16 ayat (1) dan pasal 28 ayat (1) Undang­

Undang Nomor 4 Tah~n 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman 

sebagai dasar hukum pengajuan gugatan Citizen Law Suit, adalah 

dalil yang keliru karena meskipun ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang­

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

menyatakan bahwa hakim itu wajib menggali, mengikuti dan 

memahami nilai-nlai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat, namun yang dimaksud disini adalah hukum materilnya 

bukan hukum formil. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Sudikno 



SA ·-:~¥N. · ·· AN~ · ~ ~ r. • SIS 
.. •!. irA ''~ ' '\1 

Mertokusumo dalam www.hukumonline.com hari Senin tanggal 18 

Desember 2006 yang menyatakan: 

a. Hakim tidak dapat menciptakan peraturan yang mengikat secara 

umum; 

b. Lembaga hukum perdata asing sepanjang belum ada landasan 

Undang-Undangnya, demi kepastian hukum tidak dapat 

diterapkan, kebebasan hakim tidaklah mutlak tapi dibatasi Undang­

Undang, ketertiban umum dan kesusilaan: 

c Penemuan hukum yang senng dikatakan "Penerobosan" tidak 

dapat asal saja dilakukan (menerobos) tetapi ada metode 

atau peraturan permainannya ; 

,_- ;;~ . ;-_;:;~oari pendapat Prof.Sudikno Mertokusumo tersebut diatas, maka 
• '/ 7 

1; 'i( '5 /·::. ~ 1'?-., pat disimpulkan bahwa Hakim diberikan peluang untuk mencari dan 

(l~. ~ ~ nemukan hukum secara substantf, namun tidak secara prosedural; 

'~ \ .. ~ 1 P k c· · L s · ~ ~~ ahwa oleh karena gugatan enggugat dalam bentu rtrzen aw urt 

sama sekali belum diatur dalam sistem hukum dan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia, maka mohon majelis hakim yang 

memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan 

Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). 

B. Penggugat Tidak Empunyai Hak (Standing) Untuk Mengajukan Gugatan 

Citizen Law Suit. 

1. Bahwa seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, quod non, gugatan 

Citizen Law Suit sebagaimana praktek yang dikenal di negara lain 

seperti Amerika Serikat, pengajuan gugatan seperti ini mengharuskan 

pengadilan memeriksa dan menentukan terlebih dahulu apakah pihak 

Penggugat memiliki hak dan kapasitas untuk mengajukan gugatan 

semacam ini. Dalam hubungan dengan ini artikel yang diterbitkan oleh 

Defenders of Wildlife and Centre for Wildlife Law yang berjudul "Using 

Citizen Suits Statutes to protect Biodiversity mengemukakan : 

"Standing is essentially the ~equirement that Plaintiff posses a real and 

personal stake in the controcersy, and actually be injured." 

T erjemahannya : 
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Standing pada dasarnya berupa tuntutan bahwa seseorang Penggugat 

memiliki kepEmtingan nyata dan pribadi dalam sengketa, dan benar-benar 

menderita kerugian. 

Selanjutnya Timothy J. Miller dalam tulisannya yang berjudul "Friends of 

the Earth V; 

Laid Law: A New lncentivity stay on the Ball", mengemukakan: 

"The United States Supreme Courts has identified three key elements to 

standing. First the Plaintiff must have suffer an "injury-in fact" that is". 

1.1 Concentrate and particularized and (b) actual or imminent, not 

conjectural or hypothetical. 

1.2 Second, the injuri fTlUSt be "fairly traceable" to the defendants 

conduct. 

.· .... .. ::' Third. it must appear outside that the injure will be redressed by a 
d~0cN, . . 

~~r~-·:/ ~ ¢a or~~;a ~ecision ," 
1/ ,; I " P. ;: <J> \f) ih~ .,. h Agung AS telah mengidentifikasikan 3 (tiga) unsur kunci bagi 

\y , ¥.-t~~din ~ - ~ ~?/''7-

',:.~~~:,~1 ~ rtama. Penggugat harus menderita : kerugian dalam kenyataan 

"berupa: (a) tertumpu dan tertuju i pada pihak Penggugat) dan 

(b) nyata atau bakal terjadi tidak hanya teoritis atau 

hipotesis* 

1.2 Kedua, kerugian dapat dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan 

oleh Tergugat. 

1.3 Ketiga, dapat terlihat bahwa kerugian dapat diperbaiki oleh putusan 

yang menguntungkan. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa di negara yang mengenal adanya 

bentuk gugatan Citizen ~aw Suit. untuk melindungi kepentingan umum 

dan masyarakat, tidak setiap orang dapat mengajukan gugatan Citizen 

Law Suit. karena terlebih dahulu harus dipenuhi persyaratan yang 

menimbulkan hak (standing) bagi seseorang untuk mengajukan 

gugatan semacam itu. 

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan praktek di Amerika Serikat, untuk dapat 

mengajukan gugatan dalam bentuk Citizen Law Suit. para Penggugat 

harus menunjukkan adanya kerugian langsung yang diderita oleh Para 

Penggugat, namun dalam . gugatan a quo para Pengugat tidak 



menunjukkan adanya kerugian yang diderita. Hal ini sesuai dengan isi 

petitum gugatan yang pada intinya meminta Tergugat I melakukan 

permintaan · maaf kepada Warga Negara Indonesia dan tidak secara 

khusus meminta maaf kepada para Penggugat. 

3. Berdasarkan uraian di atas, maka jelas bahwa para Penggugat tidak 

memiliki hak (standing) untuk mengajukan gugatan dalam bentuk Citizen 

Law Suit di dalam perkara ini. Oleh karena itu gugatan tersebut sudah 

selayaknya tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard). 

II. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT: 

A Pengadilan Negeri (in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Tidak 

berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Suatu Perkara yang Termasuk 

Dalam Kewenangan Legislasi. 

dalam posita gugatan halaman 11 angka 38 menyatakan 

at I dan Tergugat VI juga tidak menaruh prioritas terhadap 

uhan hak atas kesehatan warga negaranya termasuk 

terhadap rokok (zat adiktif). Hal 

tembakau dan/atau rokok adalah zat adiktif, namun sampai dengan saat 

ini, Tergugat I dan Tergugat VI belum menerbitkan Rancangan 

Peraturan Pemerintah sebagai amanat dari pemberlakuan mensahkan 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana 

secara yuridis Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud seharusnya 

diselesaikan pada bulan Oktober 2010." 

2. Terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana dikutip tersebut di atas, 

T ergugat XI membantahnya dengan alasan sebagai berikut: 

2.1 Fungsi Legislasi tersebut tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan 

Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi 

sebagai berikut: 

Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: 
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ayat (1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang­

Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

Pasal 2 UUD 1945 berbunyi sebagai berikut: 

ayat ( 1 ) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan 

membentuk . Undang-Undang. 

ayat (2) Setiap Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat 

persetujuan bersama. 

ayat (3)Jika Rancangan Undang-Undang itu tidak dapat persetujuan 

bersama, Rancangan Undang-Undang itu tidak diajukan lagi 

dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 

ayat (4) Presiden mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang 

telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-Undang. 

(5) Dalam Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui 

bersama tersebut tidak disahkan Presiden dalam waktu 

tiga puluh hari semenjak Rancangan Undang-Undang 

tersebut disetujui, Rancangan Undang-Undang tersebut 

sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. 

2.2 Dari bunyi Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 

sebagaimana dikutip di atas, jelas bahwa kekuasaan membentuk 

Undang-Undang adalah fungsi legislasi yang merupakan kewenangan 

Presiden dengan persetujuan DPR Rl; 

2.3 Selanjutnya Penjelasan Pasal 5 iUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan 

bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus 

berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

yang baik. yaitu meliputi: 

a. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan : 

Yang dimaksud dengan "!<esesuaian antara jenis dan materi muatan" 

adalah bahwa dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
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harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan 
' 

jenis Peraturan Perundang-undangan. 

b. Dapat dilaksanakan : 

Yang dimaksud dengan asas "dapat dilaksanakan" adalah bahwa 

setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 

memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut 

di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. 

c. Kedayagunaan dan kehasilgunaan : 

Yang dimaksud dengan kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah 

bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang 

benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

~~~~ . 
,1'.5 /'- . · <ei~~an rumusan : 
~ ~ ' ' 

~~ )~--~ \~ ., imaksud dengan "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap 
:; \\ r-\· ~ c (,~ ""'D(2 /.~r ttl~ n Perundang-~ndangan harus memenuhi persyaratan teknis 
"- \.._f ... 
/ , ~jfn unan Peraturan Perundang-undangan. sistematika dan pilihan 
,-, \ '--· ~'! ~· 

'~~.kat atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah 

imengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi 

dalam pelaksanaanya. 

e. Keterbukaan : 

Yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam 

proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari 

perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat 

transparan dan terbuka. 

2.4 Dari uraian tersebut diatas, jelas dan tegas bahwa berdasarkan Undang­

Undang Nomor 1 0 T ahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, kewenangan untuk membuat Undang-Undang, 

Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden adalah merupakan 

kewenangan legislasi Presiden bersama dengan DPR Rl , sehingga 

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa 

dan mengadilinya. 
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B. Lembaga Peradilan (in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Tidak 

Berwenang Untuk Memeriksa dan Mengadili Suatu Perkara yang Termasuk 

Kebijakan Politik. (Policy) Pemerjntah. 

1 . Para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 11 point 36 

menyatakan bahwa salah satu kelalaian dari Tergugat I dan Tergugat VI 

dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak atas 

kesehatan warga negaranya adalah keengganan Tergugat I untuk 

meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) termasuk 

juga Tergugat VI sebagai leading sector bidang kesehatan. 

2. Bahwa tindakan Tergugat I untuk meratifrkasi Framework Convention on 

Tobacco pengertian melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam 

ketentuan pasal1365 KUHPerdata. 

3. Bahwa kebijakan/policy Pemerintah tersebut tidak dapat dinilai/tidak tunduk 

<;~~.<J"ii.J J da kewenangan mengadili oleh badan peradilan. Dengan demikian 

~./.>l~· tZ. 
7 

ga peradilan yang memeriksa dan mengadili perkara a ( i 11 0 tidak 

!t (-; ~( (~ ~ unyai kewenangan untuk menilai atau menguji secara hukum . ! 7. :"{i!j/) :.. 
\~/ . ,m s ah kebijakan//Jo//cy Pemerintah. 

\ \."~ ..... # I ' . ..,__ /.~. 
·,~<~,~ .. ;r:._., usan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 204/Pdt.G/2008/PN. Jkt.Pst 

tanggal 31 Maret 2009 menyatakan bahwa "kewenangan untuk 

meratifikasi Konvensi lnternasional atau membuat Undang-Undang adalah 

merupakan kewenangan kebijakan politik Presiden bersama dengan DPR 

Rl dan hal tersebut tidak tunduk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata". 

5. Selain itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 

MA/Pemb/0159/77 tanggal 25 Februari 1977 yang ditujukan kepada 

semua Ketua Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri dan Hakim di seluruh 

Indonesia memberikan petunjuk bahwa kebijakan penguasa tidak 

termasuk kompetensi pengadilan untuk memeriksanya. Uraian diatas 

menunjukkan bahwa Pengaditan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang 

untuk memeriksa dan mengadili perkara yang termasuk kewenangan 

kebijakan politik (policy) Pemerintah, sehingga cukup alasan bagi Majelis 

Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima 

(Niet Onvankelijk Verklaard). 
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C.Lembaga Peradilan ( in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) Tidak 

Berwenang Untuk ·Memeriksa dan Mengadili Suatu Perkara yang Merupakan 

Pelanggaran Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 

1. Para Penggugat dalam posita gugatan halaman 17 point 81 tentang ,. 

melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang 

pada intinya mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan 

perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sesuai pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 

dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 

2. Bahwa kewenangan untuk menguji apakah suatu tindakan/perbuatan 

diatas menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili tindakan/perbuatan 

yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. 

sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan 

Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard). 

Pasal 134 HIR menyebutkan sebagai berikut: 

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak termasuk kekuasaan 

Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan 

perkara itu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya Hakim 

menyatakan dirinya tidak berkuasa dan Hakim wajib pula mengakui 

karena jabatannya." 

Bahwa oleh karena T ergugat XI mengajukan Eksepsi Kewenangan 

Absolut dalam perkara ini, mohon kiranya Majelis Hakim terlebih dahulu 

memutus Eksepsi Kewenangan Absolut sebelum memeriksa pokok 

perkara a quo. 
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Ill. EKSEPSI PROSESUIL 

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) 

1. Dasar hukum diajukannya gugatan oleh para Penggugat adalah perbuatan 

melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 jo 

1366 KUHPerdata serta pasal 1367 KUHPerdata (vide posita gugatan angka 

82, 83, 84 dan 85 halaman 17-18). 

2. Para Penggugat dalam posita gugatannya menyebutkan beberapa ketentuan 

yang telah dilanggar oleh T ergugat XI antara lain Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (vide posita gugatan angka 87 

halaman 19, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan secara terinci 

perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan secara nyata oleh 

masing-masing Tergugat I hingga Tergugat XIII tersebut. Hal ini 

~ 
w,:~ ·n ""c para Penggugat dalam posita gugatannya halaman 82, 83, 84 dan 

\::- · h !fa an 17-18 mendalilkan bahwa para Tergugat telah melakukan 

\ ~-~IJ3 melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 

. ·· ·--t36~i 1366 KUHPerdata, namun dalam posita gugatan halaman 17 angka 
~-'·'-"· "· 

81 penggugat mendalilkan bahwa para Tergugat melanggar Asas-Asas 

Umum Pemerintahan yang B'aik (AAUPB). Sehingga tidak jelas apakah para 

T ergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar Asas­

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB); 

4. Berdasarkan uraian diatas, maka secara yuridis cukup beralasan bagi Majelis 

Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat kabur. 

IV. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA 

A Tergugat XI tidak melakukan perbuatan melawan hukum 

( onrechmatige overheidsdaad). 

1. Para Penggugat pada posita gugatan halaman 15 angka 68 - 70, pada 

intinya mendalilkan : 

a. Bahwa terkait dengan permasalahan transportasi dan perhubungan, 

maka T ergugat I melalui Menteri Perhubungan atau T ergugat XI tidak 

melakukan langkah-langkah signifikan untuk memberikan layanan 

dalam bidang transportasi bagi warga Negara Indonesia. Fakta ini 



dapat dilihat dari rubuhnya Tol Cipularang Bandung yang terjadi 

hingga 2 kali. 

b. Bahwa permasalahan transportasi kemudian dirasa semakin 

memuncak pada saat Lebar.an 2011 . dimana jumlah dan Iebar jalan 

yang tidak sepadan dengan jumlah laju pertumbuhan kenderaan. 

Fakta ini dibuktikan dengan meningkatnya angka kecelakaan pada 

lebaran tahun 2011 meningkat sebesar 34,61% jika dibandingkan 

dengan angka kecelakaan pada tahun sebelumnya. 

c. Bahwa kemudian menanggapi fenomena tingginya angka kecelakaan 

yang terjadi selama lebaran 2011 . Menteu Perhubungan Freddy 

Numberi dan/atau Tergugat XI justru mengeluarkan pemyataan yang 

dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu T ergugat XI 

membantahnya dengan al~san-alasan sebagai berikut: 

a. Penggugat mengajukan gugatan a quo dengan mendasarkan pada 

ketentuan 1365 KUHPerdata. 

Pasal: 1365 KUHPerdata berbunyi: 

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya 

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. " 

Apabila dicermati maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 

KUHPerdata terdapat unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Harus ada perbuatan melawan hukum; 

2. Harus ada unsur kesalahan; 

3. Harus ada kerugian yang diderita; 

4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian 

yang ditimbulkan . 

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila 

salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak 

dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum 



sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 

KUHPerdata tersebut; 

Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan hukum 

tidak lagi menganut pendirian/rumusan yang sempit, tetapi telah 

menganut rumusan dalam arti yang luas yaitu : 

- melanggar undang-undang; 

- melanggar hak subjectif orang lain. 

- perbuatan yang bertehtangan dengan kewajiban si pelaku; 

- melanggar kaidah tata susila dan atau kepatutan ; 

Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut diatas, 

maka dalam perkara aqua perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah 

perbuatan Tergugat XI memenuhi unsur-unsur melawan hukum 

sebagaimana diisyaratkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata tersebut. 

/{~~' Perbuatan Melawan Hukum 

;/~·~>; ~~ 7 dalil Penggugat pada posita gugatannya halaman 15 

1/ S]_ t:;~; n .. 68 yang menyatakan bahwa terkait dengan 
II w v ~ 
\\ ,._ pe m salahan transportasi dan perhubungan, maka Tergugat I 

\,\..~~I ui Menteri Perhubungan yang pada saat gugatan ini 
"' -~-~ ' ajukan dijabat oleh Freddy Numberi dan/atau Tergugat XI 

tidak melakukan langkah-langkah signifikan untuk memberikan 

layanan dalam bidang transportasi bagi warga Negara 

Indonesia. Fakta ini dapat dilhat dari rubuhnya Tal Cipularang 

Bandung yang terjadi hingga 2 kali adalah tidak berdasar 

hukum karena pembangunan Tal Cipularang Bandung 

bukanlah tugas dan kewenangan dari Kementerian 

Perhubungan (vide pasal 7 ayat 2 UU No.22 Tahun 2009 

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Pasal 111 

Peraturan Menteri Perhubungan No.KM.60 Tahun 2010 

tentang Organisasi dan T ata Kerja Kementerian 

Perhubungan). 

b. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatannya halaman 15 

angka 69 yang menyatakan bahwa permasalahan transportasi 

kemudian dirasa semakin memuncak pada saat Lebaran 

2011, dimana jumlah dan Iebar jalan yang tidak sepadan 

dengan jumlah laju pertumbuhan kenderaan. Fakta ini 



dibuktikan dengan meningkatnya angka kecelakaan pada 

lebaran tahuri 2011 meningkat sebesar 34,61 % jika 

dibandingkan dengan angka kecelakaan pada tahun 

sebelumnya adalah tidak berdasar hukum karena : 

1. selaku Koordinator Angkutan Lebaran Terpadu 2011 

(1432 H), Menteri Perhubungan telah mengambil langkah­

langkah sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai 

berikut: 

1.1. Mengambil langkah kebijakan khusus di bidang 

transportasi dengan berkoordinasi dengan instansi 

terkait ; 

1.2. Menetapkan wilayah dan waktu penyelenggaraan 
~'-'"::::,... 

,_ v·' ': 't'~"'""·· angkutan Lebaran; 

~/~t/~1~~~Membeniuk dan menyelenggarakan Pasko Angkutan 
' ~ 1 • ., 

;. A ~ Lebaran Terpadu untuk pemantauan dan 

' \ 
1 

• , _~J) // pengendalian yang diikuti oleh instansi terkait; 
'~~. (!~/ 

' """"·'·,.--
1.4. Melaporkan pelaksanaan lnstruksi Presiden No.3 

tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan 

Angkutan Lebaran Terpadu meliputi persiapan, 

pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan Angkutan 

Lebaran Terpadu tahun 2011 (1432 H); 

1.5. Membentuk Tim Koordinasi melalui Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor KM. 218 tahun 2011 tanggal 23 

Maret 2011, tentang Pembentukan Tim Koordinasi 

Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 

2011 (1432 H); 

1.6. Membentuk Pasko Angkutan Lebaran Terpadu melalui 

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 

selaku Koordinator Pelaksana Tingkat Nasional 

Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2011 (1432 H) 

Nomor SK. 1844/AJ.201 /DRJD/2011 tanggal 19 Me 

2011, tentang Posko Tingkat Nasional Angkutan 



Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432 H) Kementerian 

Perhubungan; 

1.7.Melakukan pengaturan lalu lintas dengan 

berkoordinasi dengan instansi terkait melalui 

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat 

Nomor SK.2679/AJ.307/DRJD/2011 tanggal 29 Juli 

2011 tentang Pengaturan Lalu Lintas dan Pengaturan 

Kendaraan Angkutan Barang pada Masa Angkutan 

Lebaran Tahun 2011 (1432 H); 

1.8. Menetapkan Rencana Operasi melalui Peraturan 

Menteri Perhubunaan Nomor PM 72 tahun 9011 

tontan norad Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 

Terpadu Tahun 2011 (1432 H). 

kelancaran arus informasi antar petugas dan instansi 

dalam penyelenggaraan Angkutari Lebaran Tahun 

dengan menggunakan software berbasis web yang dapat 

diakses melalui www. rttmc-hubdat. web. id. 

Selain itu Kementerian Perhubungan juga menyediakan 

tempat pelayanan dan pengaduan dari masyarakat melalui 

SMS Center nomor 0813 8006 8000 Disamping itu juga telah 

ditempatkan papan informasi VMS (Variable Message Sign) 

lalu lintas jalan di jalur angkutan Lebaran 2011/1432 H pada 

8 (delapan) titik lokasi strategis. 

3. Untuk memantau arus mudik dan arus balik selama periode 

Angkutan Lebaran, Kementerian Perhubungan juga 

melakukan pantauan langsung melalui CCTV yang 

ditempatkan pada beberapa lokasi rawan kemacetan, 

sepanjang jalan utama dan jalur alternatif angkutan Lebaran, 

jalan tol , pelabuhan penyeberangan, stasiun kereta api , 

pelabuhan laut dan Bandar udara yang dapat diakses melalui 

telepon selular sebaga berikut : 



3.1. Pemantauan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 

Ditjendat : 

3.1.1. Pemantauan juga dilakukan melalui fasilitas Road 

Traffic an Transpon Management Center (RTTMC) 

yang dapat diakses melalui fasilitas jejaring sosial 

Facebook (lnfomudik). Fans Group RTTMC 

Hubdat, Twitter (Info Mudik LLAJ) dan Yahoo 

Messenger : Info Mudik: 

3.1 .2. Pemantauan posisi dan kecepatan kendaraan 

angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) pada 

periode Angkutan Lebaran tahun 2011 , 

Kementerian Perhubungan juga telah melakukan 

' ":":-. 

' :: '~~:~~~~ ~~~~ 
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li 7-,~ \_ ~ 

pantauan lokasi dan kecepatan ruas jalan melalui 

Global Positioning System (GPS) pada 14 

(empat belas) PO bus perusahaan Angkutan 

\' \;'. <- ... ~ Umum AKAP 

~~ \~~h,?Pemantauan Direktorat Lalu Lintas ASDP. Ditjendat. 

'~ 3.2.1. Pemantauan di 7 lintasan utama dilakukan dengan 

melakukan monitoring terhadap fasilitas dermaga 

seperti Causeway, Trestel, Gangway, Movable 

Bridge dan perlengkapannya, Plengsengan, 

fender/ballard/railing, Breasting dan Mooring 

Dolphin, Kolam Pelabuhan, Alat Navigasi, Break 

Water, dll. 

3.2.2. Monitoring kondisi fisik fasilitas darat seperti ruang 

tunggu, loket penjualan tiket, areal dan kantong 

parker, perambuan, papan petunjuk, alat-alat 

pengamanan, dan fasilitas pendukung lainnya; 

3.2.3. Monitoring penyelenggaraan ditinjau dari aspek 

teknis ekonomis (kinerja) terhadap peningkatan 

pelayanan termasuk dalam hal ini aspek 

manajemen pelayanan. 

3.3. Pemantauan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. 
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3.3.1. Pemantauan dilakukan di 9 Doap dan 2 Divre melalui 

CCTV di 15 (lima belas) stasiun kereta api; 

3.3.2. Sosialisasi dan publikasi spanduk (terdistribusi di 14 

lokasi) dan leaflet (terdistribusi di 5 lokasi) baik di 

stasiun maupun perlintasan kereta api. 

3.4. Pemantauan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

3.4.1 . Pemasangan dan lntegrasi Kamera CCTV. Melakukan 

pemasangan dan integrasi kamera CCTV di 13 lokasi 

pelabuhan yang dapat dipantau di Pasko Pusat Ditjen 

Perhubungan Laut; 

3.4.2. Pembangunan Aplikasi Angkutan Laut Lebaran 

.. i&_~~ berbasis web servce, yang pelaksanaannya 

..... ~>i/~ .. '. '
1

:~~·~· .. dilakukan pada 15 lokasi pelabuhan pantai; 
j: ::) ( )~~ ~ 

(( ~ ( 't-,~{3 ~ Monitoring Tracking System dalam rangka 

'\(\.~~~~~\} mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan kegiatan 

" '~ ·~ / Angkutan Laut Lebaran Tahun 2011 .(1432 H), 

Dukungan Armada TNI AL. 

3.5. Pemantauan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (24 

Bandar Utama}. 

c. Bahwa dalil Penggugat pada posita gugatannya halaman 15 

angka 70 yang menyatakan bahwa menanggapi fenomena 

tingginya arigka kecelakaan yang terjadi selama lebaran 201 1 

Menteri Perhubungan Freddy Numberi dan/atau Tergugat XI 

justru mengeluarkan pernyataan yang tidak memihak pada 

rakyat, yakni dengan mengatakan bahwa tingginya kecelakaan 

selama lebaran karena disebabkan pengemudi kenderaan yang 

mengantuk selama mengemudi, dan untuk menahan kantuk 

seharusnya pengemudi mengkonsumsi ekstasi. Bahwa dalil 

tersebut tidak berdasarkan hukum karena hanya merupakan 

pernyataan sepihak saja dari penggugat dengan hanya mengutip 

sepenggal-sepenggal pernyataan dari Tergugat XI sehingga 



menimbulkan persepsi lain dari yang sebenarnya dimaksudkan 

oleh Tergugat XI, karena dalam penyampaian Tergugat XI yang 

dimuat dalam http://www.beritahukum.com/detail 

berita.php?judui=DPR adalah sebagai berikut: 

"Sesalkan Celetukan Menhuh Soal Ekstasi" bahwa sebenarnya 

dalam alinea IV tulisan tersebut Tergugat XI menyatakan : 

"Angka kecelakaan yang Tinggi itu, Suasanya karena orang itu 

tertidur, Ieiah. Lalu kita mau ngomng apa? Kalau pakai mobil 

rusak, kita bisa hukum perusahaannya. Tapi kalau orang Ieiah, 

apa mesti harus kita kasi pit ekstasi? Nanti bisa repot kita." 

seloroh Freddy. 

dipakai mobil rusak, saya hukum 

perusahaannya. Tapi. kalau orang Ieiah, mesti kita kasih 

apa. Pil ekstasi supaya dia nggak lelah7
" . 

b. Situs BeritaHukum.com: 

" ... Angka kecelakaan yang tinggi itu, biasanya karena orang 

itu tertidur, Ieiah. Lalu kita mau ngomong apa? Kalau pakai 

mobil rusak, kita bisa hukum perusahaannya. Tapi kalau 

orang Ieiah, apa mesti harus kita kasih pil ekstasi? Nanti 

bisa repot kita' seloroh Freddy". 

c. lndopos: 

" .. angka kecelakaan meningkat karena orang Ieiah, kita 

mau ngomong apa? Kalau karena bus rusak, saya bisa 

hukum perusahaannya. T a pi kalau orang Ieiah, saya harus 

gimana, masak dikasih ekstasi". 

Berdasarkan atas bukti-bukti tersebut, dapat dilihat dengan jelas 

bahwa Bapak Freddy Numberi vana oada saat itu meniabat sebaaai 
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Menteri Perhubungan, tidak menyatakan bahwa menyarankan agar 

pengemudi mengkonsumsi ekstasi. Bapak Freddy Numberi hanya 

memberikan pertanyaan retoris dan sama sekali tidak berisi tentang 

saran bagi pengemudi untuk menggunakan ekstasi. 

Adapun pengertian Retoris adalah ungkapan pertanyaan yang 

jawabannya telah terkandung di dalam pertanyaan tersebut. 

Tentunya secara umum, jawaban atas pertanyaan dimaksud telah 

diketahui, yaitu bahwa pil ekstasi hendaknya tidak digunakan. Selain 

itu, pernyataan Bapak Freddy Numberi disampaikan bukanlah dalam 

konteks formal dan sama sekali tidak berisi tentang saran kepada 

pengemudi untuk menggunakan ekstasi. Dengan demikian, dapat 

diketahui bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengartikan 

:-;secara keliru pernyataan Bapak Freddy Numberi dimaksud. 

·., -~ 
~~) pernyataan tersebut jelas terlihat bahwa Tergugat XI ingin 
-1 . 

ampaikan apabila orang _Ieiah diberikan pi! ekstasi maka akan 

nimbulkan permasalahan yang lain yang tidak dinginkan oleh 

Tergugat XI, dengan kata lain bahwa apabila pengemudi Ieiah atau 

mengantuk, maka seharusnya beristirahat atau tidak menggunakan 

obat-obatan yang membahayakan kesehatannya. Dan bila telah 

dapat mengemudi dengan kesehatan yang cukup baru kemudian 

melanjutkan perjalanan kembali. 

Bahwa dengan hal-hal yang diterangkan diatas bahwa Tergugat XI 

berupaya secara lintas sektoral dan maksimal untuk melakukan 

pelayanan kepada Warga Negara Indonesia pada umumnya 

pengguna angkutan baik darat, laut maupun udara khususnya pada 

saat pelaksanaan Leba ran 2011 ( 1432 H). 

Sehingga dalil para penggugat yang menyatakan Tergugat XI tidak 

melakukan langkah-langkah signifikan untuk memberikan layanan 

dalam bidang transportasi bagi warga Negara Indonesia adalah tidak 

berdasar. 
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(2).Tentang Unsur Kerugian 

2. 1 Penggugat dalam posita gugatannya halaman 9 angka 88 

mengenai kerugiar yang pada pokoknya mendalilkan sebagai 

para Tergugat telah gaga! meiaKsanakan kewajiban hukumnya 

memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia, sehingga 

mengakibatkan kerugian konstitusional pada para Penggugat 

karena para Penggugat tidak bisa menerima dan menjalankan 

hak konstitusional yang seharusnya menjadi milik para 

penggugat sebagaimana yang dijamin UUD 1945; 

2.2. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa kerugian yang 

dapat dituntut ganti ruginya dalam hubungan dengan terjadinya 

perbuatan melawan hukum harus merupakan akibat langsung 

dari perbuatan melawan hukum dimaksud; 

--E"~' "'-~ '/ ,.-,::.c;_ ,,,. ./ ~ 

/~-¥3. 8 ~ gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan kerugian 

r'l ,j~:', ~· 'iJt sional yang. nyata-nyata langsung diderita oleh para 
.I 7- ~ c 
l\ i. n "' gat yang mengajukan gugatan a quo dan pihak mana 

\~. \,~j)G ecara nyata menderita kerugian tersebut. Gugatan para 

~":. ·,~· ~~gugat juga tidak ada yang menyertakan alat bukti yang 

dapat menunjukkan bahwa para Penggugat mengalami kerugian 

2.4. Berdasarkan uraian diatas maka jelaslah bahwa gugatan para 

Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, 

oleh karena itu gugatan para Penggugat harus di tolak untuk 

seluruhnya. 

(3).Tentang Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian yang 

Ditimbulkan 

3.1 . Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan 

ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah adanya hubungan 

kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan 

kerugian yang ditimbulkan. 

3.2. Dari uraian yang telah dikemukan diatas maka jelaslah bahwa 

T ergugat XI telah melaksanakan kewajiban hukumnya melakukan 

langkah-langkah signifikan untuk memberikan layanan dalam 
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bidang transportasi · bagi warga Negara Indonesia, sehingga 

Tergugat XI tidak melakukan perbuatan melawan hukum. 

3.3. Oleh karena unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana 

dimaksud dalam · ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak 

terpenuhi, maka Tergugat XI tidak terbukti melakukan perbuatan 

melawan hukum sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak 

gugatan Para Penggugat seluruhnya. 

(4). Tentang Unsur Kesalahan 

Dari uraian unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana 

tersebut pada tersebut diatas, jelas bahwa unsur kesalahan 

( schuld) tidak terpenuhi karena T ergugat XI telah melakukan 

.;;-c- ewajiban . hukumnya dengan melakukan langkah-langkah 

f;~"P RJ' ~ ·rrkan untuk memberikan layanan dalam bidang transportasi 

{ ~~<i3 a-"! arga Negara Indonesia sehingga dengan demikian terbukti 
" ll~~ <J> ~ \ ,~ a lY Tergugat Xi tidak melakukan perbuatan melawan hukum. 
~ \ . '-...: 

aian yang telah dikemukakan diatas, maka jelaslah bahwa 

unsur-unsur per6uatan melawan hukum dalam ketantuan Pasal 1365 KHUPerdata 

sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak terpenuhi, dengan 

demikian gugatan para Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat XI telah 

melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan tidak melaksanakan 

kewajiban hukumnya melakukan langkah-langkah signifikan untuk memberikan 

layanan dalam bidang transportasi bagi warga Negara Indonesia sehingga secara 

yuridis maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar 

menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 134 HIR jo Pasal 136 HIR eksepsi yang 

diajukan oleh Tergugat XI sebagaimana diuraikan diatas adalah mengenai masalah 

tidak berwenangnya Lembaga Peradilan (in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) 

untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolut) Oleh karena 

itu kami mohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

yang memeriksa dan mengadili perkara a qui agar terlebih dahulu memutus 

eksepsi tentang kewenangan mengadili sebelum pemeriksaan berlanjut pada 

pokok perkara. 
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Berdasarkan uraian, dasar hukum sebagimana diuraikan diatas, bersama ini 

perkenankanlah Tergugat XI mengajukan permohonan, agar Yth. Majelis Hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan 

dengan amar sebagai berikut: 

PRIMAIR : 

DALAM EKSEPSI: 

1. Menerima Tanggapan tentang Citizen Law Suit yang disampaikan Tergugat XI; 

2. Menyatakan para Penggugat tidak mempunyai hak (Legal Standing) untuk 

mengajukan auaatan Citizen Law Suit: 

3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa 

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ; 

SUBSIDAIR: 

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex 

aequo et bono). 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat XII 

tidak mengajukan jawaban karena tergugat XII tidak pernah hadir dipersidangan ; 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat XIII 

telah menyampaikan jawabannya tertanggal 1 Nopember 2010 sebagai berikut ; 

I. DALAM EKSEPSI 

A Pengadilan Negeri Tidak Memiliki Kewenangan (Kompetensi Relatif) 

Dalam Memeriksa Perkara a quo ; 
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Bahwa menurut T ergugat dalam permohonan Gugatan Perbuatan Melawan 

Hukum melalui Citizen Law Suit, Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan 

HI tidak memiliki kewenangan atau kompetensi relatif untuk memeriksa, 

mengadili dan memutus permohonan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum 

antar Lembaga Negara yang dimohonkan oleh Penggugat dengan alasan 

karena selama ini Citizen Law Suit belum diatur dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia. 

B. Gugatan tidak jelas (Obscuur Ubel) 

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas (Obscuur Ubel), 

dengan alasan sebagai berikut: 

Bahwa gugatan Penggugat obscuur obscuur libel/tidak jelas dapat 

diketahui dari ketidakjelasan dalam posita maupun petitum Penggugat; 

Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak fokus siapa yang seharusnya 

/ :,.,._\:.;.::::;: ::, . \ yang digugat, dikarenakan yang digugat terlalu ban yak; 
.·:· +/ -.....:·;- ··'• 

l! '<"I -,/. ·\ 

I~~(i·:..~~ ~i1 itum meminta Presiden untuk me-reshu_ffle dan meminta maaf melalui . 

~ ~ I IJ.'-.f5- Sl ran pers; . . - · 

·\.-'. L,p J \. · . :·,>-· · ahwa yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat tidak jelas dan 
'~ .--::· /' 

~. --- samar, sebab banyak sekali Subyek Hukum yang digugat, dengan 

obyek perkara yang nota bene adalah berlainan; 

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat 

sebagai gugatan Citizen Law Suit, dan oleh karenanya gugatan 

Penggugat tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. 

Maka berdasarkan segala yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat 

kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan 

memutuskan : 

- Menerima Eksepsi Tergugat; 

- Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat 

diterima (Niet Ontvanke/ijk Verklaaren). 

II. DALAM POKOK PERKARA 

1 . Bahwa apa yang T ergugat uraikan dalam Permohonan Eksepsi merupakan 

satu kesatuan dalam jawaban ini. 
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2. Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas seluruh dalil-dalil 

gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara jelas dan tegas 

diakui kebenarannya. 

3 Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 75 halaman 17 dalam 

gugatan yang menyatakan telah gagal memenuhi hak warga negara 

Indonesia untuk beribadah dan memeluk agama sesuai dengan 

kepercayaannya masing-masing sebagaimana dijelaskan dalam uraian 

sebagai berikut: 

a. Bahwa tidak benar negara/pemerintah telah gagal memenuhi hak 

warga negara Indonesia untuk beribadah dan memeluk agama 

sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. 

b. Bahwa negara telah memenuhi hak warga negara indonesia untuk 

.(t ~;::;:;:·:'!!.:!~~ eribadah dan memeluk agamanya hal ini terbukti bahwa negara 

t/ rl ~ 1 onesia adalah . negara yang sangat menjamin dan mengakui hak 

I( if. ! rga negara untuk beribadah sesuai dengan agamanya, _hal . ini 

\) ~ cerm1n dalam falsafah negara Indonesia ya1tu Pancas1la dan 

~~wV onstitusi Negara Republik Indonesia (UUDNRI Tahun 1945) 

c. Dalam Konstitusi di Indonesia memberikan pedoman kebebasan 

beragama dalam tiga pasal sekaligus. Pertama, adalah dalam Pasal 

28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1.945 menyatakan, "Setiap orang bebas memeluk agama dan 

beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, 

memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tingga/ 

diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". 

(Amandemen kedua UUDNRI Tahun 1945). Kedua, adalah dalam 

Pasal 281 (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyatakan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak 

disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 

untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan 

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku 

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 

keadaan apa pun". Ketiga, adalah dalam BAB XI yang berbicara 

khusus tentang agama yakni Pasal 29 ayat (2) UUDNRI 1945 yang 
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untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat 

menurut agamanya dan kepercayaaannya itu". 

d. Bahwa selain pengakuan tersebut dalam konstitusi, Negara Indonesia 

telah memberikan pengaturan atas jaminan memeluk agama bagi 

setiap warga negara Indonesia dengan meratifikasi konvensi maupun 

kovenan terkait tentang kekebesan beragama juga membuat aturan 

tentang hak kebebasan beragama yang diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 39 T ahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

e. Bahwa peraturan perundang-undangan tersebut diatas telah 

memberikan jaminan atas kebebasan bagi warga negara Indonesia 

untuk beribadah dan memeluk agamanya masing-masing, oleh 

karena itu Negara dalam hal ini Pemerintah telah memberikan 

,. .~~an penuh bagi warga negaranya untuk beribadah dan memeluk 

' . 

-:.. ·~-~a Negara memiliki peran sebagai penyeimbang antara hak 

\...~~~ dan kewajiban dasar untuk mewujudkan HAM yang 

- ~erkeadilan. Negara memiliki peran untuk memastikan bahwa dalam 

pelaksanaan kebebasan beragama seseorang tidak melukai 

kebebasan beragama orang lain. Di sinilah negara akan mewujudkan 

tujuannya yakni untuk mencapai kehidupan yang lebih baik (the best 

life possible}, termasuk dalam menetapkan Undang-Undang Nomor 

1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau 

Penodaan Agama. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas adalah tidak benar gugatan Penggugat 

yang menyatakan negara telah gagal memenuhi hak warga negara Indonesia 

untuk beribadah dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing­

masing. 

4. Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 76 halaman 17 dalam 

gugatan yang menyatakan kegagalan Tergugat melindungi kebebasan 

beragama Warga Negara Indonesia terlhat dari banyaknya kasus-kasus 

kekerasan terhadap kebebasan beragama seperti kasus Cikuesik, Kasus 

GKI Taman Yasmin, Kasus Cirebon, hingga rumah ibadah di solo Jawa 

T engah, sebagaimana T ergugat jelaskan dalam uraian sebagai berikut: 



a. Bahwa tidak benar negara/pemerintah telah gagal melindungi 

kebebasan beragama Warga Negara Indonesia terlihat dari 

banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap kebebasan beragama 

seperti kasus Cikuesik, Kasus GKI Taman Yasmin, Kasus Cirebon, 

hingga rumah ibadah di solo Jawa Tengah. 

b. Bahwa Negara dalam hal ini Pemerintah telah melakukan upaya 

persuasif melalui serangkaian kegiatan dan dialog untuk 

menyelesaikan permasalahan agar tidak menimbulkan keresahan 

dalam kehidupan beragama dan mengganggu ketentraman dan 

ketertiban kehidupan bermasyarakat, dan apa yang terjadi dengan 

kasus cikeusik merupakan ranah hukum pidana, dan aparat penegak 

hukum telah memproses para pelaku dengan hukuman yang 

setimpal. 

,\: ;~.I Bahwa Pembangunan rumah ibadah dan agama memiliki wiiayah 

"~ ing-masing dan . harus dilihat secara proporsion·al, karena jika · 

@'\) d)~ . puradukan dengan kepentinga~ lain tidak menguntungkan bagi 

1 'f ~-V(k1~ unan umat beragama. Antara izin mendirikan bangunan dan 

"\\ ~'"t,foa harus dilihat secara proporsional, meietakan persoalan pada 

\-~'¥1~yahnya masing-masing karena kewenangan izin mendirikan 

bangunan rumah ibadah ada pada Pemerintah Kota/Bupati 

sementara persoalan agama tak perlu diinternasionalisasi, 

berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Bersama Menteri 

Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006 Nomor : 8 

T a hun 2006 yang berbunyi "lzin Mendirikan Bangunan rumah ibadat 

yang selanjutnya disebut 1MB rumah ibadat, adalah izin yang 

diterbitkan oleh bupatilwalikota untuk pembangunan rumah ibadat'. 

Perlu kami tegaskan bahwa Peraturan Bersama Menteri 

tersebut diterbitkan dalam rangka menertibkan pembangunan 

rumah ibadah dalam rangka menjaga kerukunan umat beragama, 

menjaga ketentraman dan ketertiban Masyarakat. 

d. Bahwa Pemerintah telah melakukan tindakan deradikalisasi 

dengan cara menyebarluaskan bagaimana pandangan agama yang 

radikal dan seperti apa yang tidak radikal, seperti yang terjadi Kasus 
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murni dan aparat sudah menindak tegas pelaku-pelaku dan jangan 

disalah artikan apa yang terjadi bukan karena agama melainkan 

ada modus-modus tertentu untuk memecahkan umat beragama 

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, 

membuktikan bahwa telah melaksanakan hak dan 

kewajiban,menjamin warga negara memeluk agama sesuai dengan 

kepercayaanya masing-masing dan menjalankan amanat 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 

Selanjutnya, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan 

putusan: 

PRIMAIR 

DALAM EKSEPSI ; 

nolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan 

Penggugat tidak dapat diterima; 

Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkan T ergugat untuk 

meminta maaf karena telah gaga! melaksanakan kewajiban hukumnya untuk 

memenuhi hak konstitusi rakyat Indonesia; 

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara 

SUBSIDAIR 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( et 

aequo et bono) 

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut Para Penggugat 

telah menyampaikan replik mengenai eksepsi para Tergugat tanggal 20 Pebruari 

2012, dan pada tanggal 27 Pebruari 2012 penggugat mengajukan replik untuk 

ookok oerkara atas Reolik oara Penaaua::Jt tP.r~P.hr 1t n::lr::l TArn I 1n::lt i1111!:1 



mengajukan Duplik yaitu Tergugat I,III.IV,V,VI.VIII.,XI,XIII pada tanggal 12 Maret 

2012, sedangkan para Tergugat II, VII, IX, X dan XII tidak mengajukan Duplik ; 

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan sela ini maka segala sesuatu 

yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula menjadi bagian 

yang tak terpisahkan dari putusan sela ini ; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah 

sebagaimana tersebut diatas ; 

para Penggugat, Para T ergugat dalam 

para p·enggugat yang berkaitan dengan tidak diaturnya mekanisme gugatan 

Citizen lawsuit didalam Hukum positif di Indonesia dan juga berkaitan dengan 

Legal Standing Para Penggugat, sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak 

dapat diterima, disamping itu Terugat I, IV, VII, mengajukan materi Eksepsi tentang 

notifikasi/pemberitahuan yaitu seharusnya sebelum para Penggugat menggugat 

Para Tergugat terlebih dahulu memberitahukan kepada Para Tergugat selaku 

penyelenggara Negara.yang isinya bahwa akan diajukan suatu gugatan citizen law 

suit terhadap penyelenggara negara atas kelalaian negara dalam pemenuhan hak 

- hak warga Negaranya dan memberikan kesempatan bagi negara untuk 

melakukan pemenuhan jika tidak ingin gugatan diajukan,jangka waktu 

pemberitahuan/notice ini selambat -lambatnya 2 (dua) bulan atau 60 hari sebelum 

gugatan didaftarkan; 

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan 

sebagaimana tersebut dibawah ini ; 

Menimbang, bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih 

dahulu apa yang dimaksud dengan gugatan warga negara atau Citizen Law Suit 

dan syarat - syaratnya sebagaimana diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo 



Menimbang, bahwa Citizen Law Suit adalah sebagai suatu hak gugat warga 

negara yang pada hakekatnya merupakan akses orang perorangan atau warga 

negara untuk kepentingan keseluruhan warga negara atau kepentingan publik 

termasuk mengajukan gugatan di pengadilan guna menuntut agar pemerintah 

melakukan penegakan hukum yang diwajibkan kepadanya atau untuk memulihkan 

kerugian publik yang terjadi atau dengan kata lain, Citizen Law Suit memberikan 

kekuatan kepada warga negara untuk menggugat pihak tertentu (privat) yang 

melanggar undang-undang selain kekuatan kepada warga negara untuk 

menggugat kepada negara dan lembaga-lembaga pemerintahan yang melakukan 

pelanggaran undang-undang atau yang gaga! dalam memenuhi kewajibannya 

dalam pelaksanaan (implementasi) undang-undang; 

/; "~_,.::~;~Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan Citizen Law 

{/{f·t
1

. ~~s memilik Legalstanding. Standing seseorang (individu) atau organisasi 

{! .{ ~ g ~~\diatur dan ditentukan sesuai dengan norma "any person" (siapaun) atau" 

Q y · i en" (Setiap warganegara) yang ada didalam peraturan perundang 

\. ~~ n yang memberikan pengpturan tentang· Citizen lawsuit secara khusus dir 
~~~ -
--=~~skan adanya hak "anyperson"(siapapun) untuk melakukan gugatan terhadap 

pelanggar; 

Menimbang, bahwa untuk "Standing", Majelis hakim berpendapat perlu 

adanya penafsiran yang lebih luas dengan tidak perlu membuktikan adanya 

kerugian secara langsung yang bersifat rill, hal tersebut bertujuan untuk membuka 

akses keadilan bagi Setiap warganegara dengan alasan telah terjadinya kejahatan 

terhadap konstitusi atau hak hukum. Dengan mengacu pada perkembangan 

hukum "Standing" di Amerika Serikat pengajuan gugatan Citizen law suit terjadi 

didasarkan pada pendapat yang bersumber dari Putusan The Supreme Court 

dalam kasus Administrasi Procedure Act, yang menentukan bahwa siapapun yang 

dirugikan (Aggrived) dengan tindakan lembaga negara dapat mengajukan gugatan 

(Judicial Review) melawan para agen pemerintah untuk pelanggaran kewajiban 

yang telah ditentukan oleh kongres ; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian, dasar tujuan, dan batasan 

Citizen Law Suit dapat ditarik kesimpulan bahwa Citizen Law Suit mempunyai 

karakteristik antara lain sebagai berikut: 
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1. Citizen Law Suit merupakan akses orang perorangan atau warga negara 

untuk mengajukan gugatan di pengadilan untuk dan atas nama kepentingan 

keseluruhan warga negara atau kepentingan publik; 

2. Citizen Law Suit dimaksudkan untuk melindungi warga Negara dari 

kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat dari tindakan atau 

pembiaran dari negara atau otoritas negara; 

3. Citizen Law Suit memberikan kekuatan kepada warga Negara untuk 

menggugat negara dan institusi pemerintah yang melakukan pelanggaran 

undang-undang atau yang melakukan kegagalan dalam memenuhi 

kewajibannya dalam pelaksanaan (implementasi) undang-undang; 

4. Orang perorangan warga negara yang menjadi Penggugat dalam Citizen 

Law Suit, tidak perlu membuktikan adanya kerugian langsung yang bersifat 

satupun undang-undang di Indonesia yang mengaturnya, namun demikian dalam 

praktek peradilan hal tersebut sangat dibutuhkan ; 

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan :"Hakim dan hakim konstitusi wajib 

menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat. Jo Pasal 10 ayat (1) menyatakan: Pengadilan dilarang 

menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan 

dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya. 

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal16 ayat (1) 

UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan " 

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu 

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, 

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", dan Pasal 28 ayat (1) UU 

No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan "Hakim wajib 



menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang 

hidup dalam masyarakat. 

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut mengamanatkan kepada hakim dan 

pengadilan bahwa hakim harus terus menerus mempelajari dan mengikuti 

perkembangan hukum yang ada di tengah masyarakat sebagai sumber hukum 

dalam pengambilan keputusan atas perkara konkrit yang sedang ditanganinya, 

dalam konteks yang demikian hakim harus menemukan hukumnya", maka dengan 

alasan tersebut ternyata dalam praktek peradilan di Indonesia telah dikenal dan 

diakui adanya beberapa perkara gugatan Citizen Law Suit; 

Menimbang, bahwa namun oleh karena penerapan prosedur gugatan "Hak 

Gugat Warga Negara (Citizen Law suit atau Actio Popularis)" di Indonesia belum 

diatur dalam Hukum Acara yang bersifat permanen, maka sepanjang relevan 

.. /;-~:;:=~.::~9~~!~ hakim dalam memeriksa dan mengadili gugatan a quo akan menggunakan 

;r~?~/ :~ k ~ cara yang berlaku adalah HIR dan peraturan lain yang berlaku sepanjang 

! ~ [! ~ ; . en~an pe~kara ini yaitu . PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Medi_asi , 

,' ) R No. 01 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, 

\ · \ Vn/a t para ahli dan praktek peradilan di negara lain yang telah lama 
'\,_"".-... ... ....-· 

"""" rapkan gugatan Citizen Law Suit .untuk dijadikan sebagai sumber hukum 

acara dan sebagai perbandingan. Namun demikian oleh karena belum ada hukum 

acara perkara citizen law suit yang bersifat permanent, maka dalam perkara ini 

Majelis Hakim akan lebih menitik beratkan pada penggunaan hukum acara perdata 

yang berlaku pada peradilan perdata yaitu HIR (Stbl1941 No. 44) ; 

Menimbang, bahwa hal mendasar tentang hak gugat dari seorang warga 

negara dalam perkara citizen law suit adalah Pasal 17 UU No. 39 tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia, yang dinyatakan : 

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan 

dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam 

perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses 

peradifan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang 

menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk 

memperoleh putusan yang adil dan benar." Sehingga karenanya acces to 

justice dari masyarakat harus mendapat ruang yang cukup melalui lembaga 

yang kompeten dan sah yaitu pengadilan ; 



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan Penggugat mengajukan 

gugatan warga negara (citizen law suit) kepada para Tergugat I s.d. Tergugat XIII 

adalah karena para T ergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu 

Tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Peraturan 

perundangan dan membiarkannya sehinggga melanggar hak konstitusi dari warga 

negara; 

Menimbang bahwa salah satu syarat prosedural untuk mengajukan gugatan 

dengan Citize Law Suit adalah Notifikasi dimana sebagaimana gugatan Class 

Action pengajuan gugatan Citizen law Suit juga mensyaratkan adanya proses 

pemeberitahuan( Notifikasi). Namun demikian berbeda dengan notifikasi dalam 

gugatan Class Action dimana notifikasi dilakukan oleh Wakil Kelas kepada anggota 

kelas dengan maksud untuk memberikan hak kepada anggota kels untuk 

menyatakan setuju antau menolak sebagai anggota kelas melalui mekanisme "opt 

Amerika Serikat mensyaratkan bahwa orang perorangan warga negara harus 

melakukan pemnberitahuan (Notice) terlebih dahulu tentang maksud dan tujuan 

dari pengajuan gugatan dilakukan . Pada pokoknya pemberitahuan (notice) 

tersebut merupakan suatu "mini Statemen" (pernyataan singkat) tentang kasus 

dan dibuat sesuai dengan syarat-syarat notifikasi yang telah diatur dalam 

peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan atau peraturan lain yang 

mengatur tentang notifikasi ini. Notifikasi tersebut harus mengindentifikasi 

pelanggaran dan tuntutan spesifik yang kemudian menjadi dasar pengajuan 

gugatan, disusun oleh Penggugat untuk diberikan kepada pelanggar dan instansi 

yang bertanggung jawab menerapkan peraturan peraturan perundang-undangan 

yang memberikan hak Citizen law suit ; 

Menimbang bahwa ada beberapa maksud dan tujuan yang hendak dicapai 

dengan adanya kewajiban melakukan notifikasi ini, antara lain sebagai berikut: 

• Memberikan dorongan/insensif untuk pelanggar agar mulai melakukan 

oenataan : 



• Memberikan kesempatan secara fair kepada T ergugat untuk mengajukan 

bantahan dalam kesempatan pada awal dari proses penanganan perkara ; 

• Kegagalan dalam menyediakan pemberitahuan yang memenuhi syarat 

dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menolak gugatan ; 

• Memberikan pendidikan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan 

dengan dilengkapi bukti dan fakta yang akurat ; 

Menimbang bahwa tentang waktu pemberitahuan (notice}, sistem hukum di 

Amerika Serikat diatur didalam Resources Conservation and Recorvery Act 

dimana pemberitahuan harus dikirimkan selambat-lambatnya 60 hari sebelum 

tuntutan hukum diajukan. Batas waktu pemberitahuan ini menjadi suatu hal yang 
_.,_,::o : ::::.::::, 

/; .. <-~" " ' dalam prosedur pengajuan gugatan Citizen law Suit karena pelanggaran 

'~'f. 
batas waktu pemberitahuan ini akan dapat dipergunakan sebagai dasar 

tuk mengajukan mosi penolakan Citizen Lawsuit. 

\ "0.o,..JJ ) bahwa pemberitahuan citizen lawsuit harus dibuat dalam 

,.~~ .. • uk tertulis dan harus dikirimkan baik kepada Pelanggar yang dituduha 

amaupun kepada instansi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan 

undang undang yang dilanggar. Walaupun demikian, beberapa ketentuan Citizen 

Lawsuit mensyaratkan pemberitahuan ini jugadikirimkan kepada lembaga negara 

yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. 

Menimbang bahwa suatu pemberitahuan gugatan citizen lawsuit setidak­

tidaknya memuat antara lain : 

1. lnformasi tentang peJanggar yang dituduh dan Jembaga yang reJevan 

dengan pelanggaran yang berdasar hal itu Penggugat berniat untuk 

menggugat T ergugat ; 

2. Jenis pelanggaran yang menimbuJkan gugatan Citizen lawsuit (obyek 

gugatan); 

Menimbang bahwa dengan dasar teori dan ketentuan hukum sebagaimana 

disebutkan diatas dikaitkan dengan formalitas gugatan yang diajukan oleh para 

Penggugat, MajeJis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 



1. Apakah gugatan Citizen lawsuit dalam perkara ini dapat diperiksa dan 

apakah para Penggugat berhak atau mempunyai hak gugat "Standing" 

untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini ; 

2. Apakah surat gugatan Para Penggugat telah memenuhi notifikasi sebagai 

syarat prosedural Citizen lawsuit yang meliputi notifikasi dalam bentuk 

Citizen lawsuit, bentuk dan isi pemberitahuan serta waktu pemberitahuan 

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan "Apakah gugatan 

Citizen lawsuit dalam perkara ini dapat diperiksa dan apakah para Penggugat 

berhak atau mempunyai hak gugat "Standing" untuk mengajukan gugatan dalam 

perkara ini" ; 

~?~~;; :~ Menimbang, bahwa dengan mengacu pada apa yang telah diuraikan diatas, 

_! ". ~!_:it~~ h karena penerapan prosedur gugatan "Hak Gugat Warga Negara (Citizen 

f ~~~fps "' tau Actio Popuiaris)" di Indonesia belum diatur dalam Hukum Acara yang 

i V~r1if r rma·nen, maka sepanjang reievan majelis hakim dalam mem~riksa dan 

\ ~!'~ i gugatan a quo akan menggunakan hukum acara yang berlaku adalah 

'·:::,..;:tff an peraturan lain yang berlaku sepanjang relevan dengan perkara ini yaitu 

PERMA No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi, PERMA No. 01 Tahun 2002 tentang 

Acara Gugatan Perwakilan Kelompok, pendapat para ahli dan praktek peradilan di 

negara lain yang telah lama menerapkan gugatan Citizen Law Suit untuk dijadikan 

sebagai sumber hukum acara dan sebagai perbandingan. Namun demikian oleh 

karena belum ada hukum acara perkara citizen law suit yang bersifat permanent, 

maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan lebih menitik beratkan pada 

penggunaan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan perdata yaitu HIR 

(Stbl 1941 No. 44); dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan 

Citizen Law Suit Para Penggugat dapat diperiksa dalam perkara ini 

Menimbang bahwa sedangkan mengenai legal standing Para Penggugat 

akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ; 

Menimbang bahwa inti pokok dari gugatan Para Penggugat adalah bahwa 

Para Tergugat bersalah karena terbukti telah melakukan perbuatan melawan 

hukum karena gagal melaksanakan kewajiban hukumnya untuk memenuhi hak 

hak konstitusi rakyat Indonesia ; 



Menimbang bahwa Citizen lawsuit adalah merupakan perluasan dari 

"standing" yang telah dikenal dalam doktrim Hukum Perdata tradisional yang 

menganut azas " tiada gugatan tanpa kepentingan " . Sehingga dalam gugatan 

Citizen Law Suit memberikan hak kepada indiviodu pribadi warganegara 

melakukan aksi hukum mewakili warganegara atau nilai-nilai publik untuk 

menrgakkan hukum yang sedang tidak ditegakkan oleh pemerintah. Dengan 

demikian setiap awarganegara atas nama kepentingan umum dapat menggugat 

negara atau pemerintah atau siapa saja yang melakukan perbuatan melawan 

hukum yang nyata-nyata merugikan kepentingan publik dan kesejahteraan luas, 

hal ini sesuai dengan hak Azasi manusia mengenai "acces to justice " yaitu akses 

untuk mendapatkan keadilan apabila negara diam atau tidak melakukan tindakan 

apapun untuk kepentingan warganegaranya. Dalam hal ini hak mengajukan 

gugatan bagi warganegara atas nama kepentingan publik adalah tidak harus orang 

.··- mengalami sendiri kerugian secara langsung dan juga tidak memerlukan 
,/.'/ ' .;.~o. • J .... ~ ,1• ~ ~"::_1'a khusus dari anggota masyarakat yang diwakilinya ; 

::: ~· imbang bahwa dalam perkara Aquo temyata mengenai legal standing 

\_ ~ e ggugat dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat adalah Warga Negara 

~ ~ 1k Indonesia yang mempunyai KTP, sehingga Para Penggugat telah 

memenuhi syarat hak gugat "standing" untuk mengajukan gugatan secara Citizen 

lawsuit kepada para- Tergugat sebagaimana dalam gugatan para Penggugat. 

Menimbang bahwa selanjutnya apakah surat gugatan Para Penggugat telah 

memenuhi notifikasi sebagai syarat prosedural Citizen lawsuit yang meliputi 

notifikasi dalam bentuk Citizen lawsuit, bentuk dan isi pemberitahuan serta waktu 

pemberitahuan ; 

Menimbang bahwa dalam perkara a quo ternyata para penggugat tidak 

mengajukan bukti awal mengenai notifikasi/pemberitahuan yaitu seharusnya 

sebelum para Penggugat menggugat Para Tergugat terlebih dahulu 

memberitahukan kepada Para Tergugat selaku penyelenggara Negara,yang isinya 

bahwa akan diajukan suatu gugatan citizen law suit terhadap penyelenggara 

negara atas kelalaian negara dalam pemenuhan hak - hak warga Negaranya dan 

memberikan kesempatan bagi negara untuk melakukan pemenuhan hak - hak 

warga negaranya jika tidak ingin gugatan diajukan,jangka waktu 



( SALINAI~j 

pemberitahuan/notice ini selambat- lambatnya 2 (dua) bulan atau 60 hari sebelum 

gugatan didaftarkan; 

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa 

gugatan Citizen Lawsuit para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan 

gugatan Citizen Lawsuit, sehingga gugatan Para penggugat dinyatakan prematur ; 

Menimbang bahwa oleh gugatan Para penggugat dinyatakan prematur, 

Maka Majelis hakim tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan materi eksepsi 

para T ergugat yang lainnya begitu pula tidak perlu melanjutkan pemeriksaan 

pokok perkaranya dan secara hukum gugatan Para Penggugat haruslah 

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvan kelijke Verklaard) ; 

/.''<';;J:i.f<J J 

,; _<:_- imbang, bahwa oleh karena materi Eksepsi Tergugat I,IV dan VI dapat 

~ f ,:,..~(-:\ ada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul 

<iJ ~~Jftf(p /!< ra ini, yang besamya tersebut datam amar putusan ini; . 

\\:~~A . gingat dan memperhatikan ketentuan HIR, PERMA No. 01 Tahun 2008 
--~ 

g Mediasi, PERMA No. 01 Tahun 2002 tentang serta peraturan lainnya yang 

MENGADILI 

1. Menerima Eksepsi Tergugat I,IV dan VII; 

2. Menyatakan Gugatan para Penggugat " Prematur " karena tidak 

memenuhi syarat notifikasi/pemberitahuan untuk mengajukan 

gugatan Citizen law Suit ; 

3. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ( niet 

ontvan kelijke verklaard ) ; 

4. Menghukum para Penggugat untuk membanyar biaya yang timbul 

dalam perkara ini,yang hingga kini diperhitungkan sebesar RP 

3. 791.000.- ( tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) 



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

pada hari : KAMIS, Tanggal 3 Mei 2012 oleh kami SAPAWI,SH.MH. selaku 

Hakim Ketua Majelis, dengan SUPRAJA, SH. Dan PURWONO EDI 

SANTOSA,SH.MH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan 

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, Tanggal 7 Mei 

2012 oleh SAPAWI,SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh 

SUPRAJA, SH dan PURWONO EDI SANTOSA, SH.MH. sebagai Hakim Anggota, 

dibantu oleh BAlK MUSTIKAWATI, SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh 

Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, kuasa tergugat II, kuasa tergugat 

IV, kuasa tergugat V. Kuasa tergugat IX, kuasa tergugat XI dan kuas T ergugat 

XIII, dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat Ill, kuasa Tergugat VI, kuasa tergugat 

VII, kuasa tergugat VIII, kuasa tergugat X. dan kuasa tergugat XII ; 

HAKIM ANGGOTA MAJELIS KETUA HAKIM, 

SUPRAJA,SH 

PURWONO EDI SANTOSA,SH.MH PANITERA PENGGANTI, 

SETIANINGSIH, SH. 
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